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LAMPIRAN II

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. DAFTAR PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

Sanitasi/ Sanitation
Standard Operating
Procedure); dan

Menerapkan prinsip
penyimpanan dan

No. B ha Pemenuhan . Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusa Persyaratan Kewajiban
1. 03133 Jasa Pasca Panen - - Laporan Kegiatan Usaha; Sesuai dengan | 1. Skala usaha
Penangkapan Menerapkan Prinsip Cara ketentuan Menengah dan
Ikan di Laut Kementerian/ Besar
Pengolahan Yang Lembaga
Baik/ Good Manufacturing . Risiko
Practices dan Prosedur Menengah
Operasi Standar Rendah
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II.1.A.2
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
distribusi hasil perikanan.

2. 03133 Jasa Pasca Panen - - - - Skala usaha
Penangkapan Mikro dan Kecil
tkan di Laut Risiko Rendah

3. 03143 Jasa Pasca Panen - - Laporan Kegiatan Usaha; Sesuai dengan Skala usaha
Penangkapan . ketentuan Menengah dan

; Menerapkan Prinsip Cara .

Ikan di Darat Kementerian/ Besar
Pengolahan Yang Lembaga
Baik/ Good Manufacturing g Risiko
Practices dan Prosedur Menengah
Operasi Standar Rendah
Sanitasi/ Sanitation
Standard Operating
Procedure); dan
Menerapkan prinsip
penyimpanan dan
distribusi hasil perikanan.

4. 03143 Jasa Pasca Panen - - - - Skala usaha
Penangkapan Mikro dan Kecil
lkan di Darat Risiko Rendah
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II.1.A.3

Bidang Usaha

Jangka Waktu

Persyaratan Perizinan Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

Penerapan Program
Manajemen Mutu
Terpadu/Hazard Analysis
Critical Control Point
sepanjang dipersyaratkan
di negara tujuan ekspor;
dan

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
S. 10211 Industri - - 1. Memiliki Sertifikat Sesuai dengan Skala usaha
Penggaraman/ Kelayakan Pengolahan; ketentuan Mikro, Kecil,
Pengeringan Ikan 5 Memiliki Sertifikat Kementerian/ Menengah, dan
Lembaga Besar;
Penerapan Program
Manajemen Mutu Risiko
Terpadu/ Hazard Analysis Menengah
Critical Control Point Rendah.
sepanjang dipersyaratkan
di negara tujuan ekspor;
dan
3. Laporan Kegiatan Usaha.
6. 10212 Industri - - 1. Memuliki Sertifikat Sesuai dengan Skala usaha
Pengasapan/ Kelayakan Pengolahan; ketentuan Mikro, Kecil,
Pemanggangan 5 Memiliki Sertifikat Kementerian/ Menengah, dan
Ikan Lembaga Besar

Risiko
Menengah
Rendah
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[I.1.A.4
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
3. Laporan Kegiatan Usaha.
7. 10213 Industri Rencana Usaha yang Sesuai dengan 1. Memiliki Sertifikat Sesuai dengan Skala usaha
Pembekuan lkan memuat: Ketentuan Kelayakan Pengolahan; ketentuan Menengah dan
1. jenis usaha; Lembaga OSS 2. Memiliki Sertifikat Kementerian/ Besar
Lembaga ..
G Penerapan Program Risiko
2. sumber dan nilai )
investasi: Manajemen Mutu Menengah
cstasy; Terpadu/ Hazard Analysis Tinggi
3. jenis dan asal and Critical Control Point
bahan baku; sepanjang dipersyaratkan
4. sarana produksi g;:egara tujuan ekspor;
yang digunakan;
5 tata letak dan 3. Laporan Kegiatan Usaha.
gambaran proses
produksi; dan
6. wilayah
pemasaran.
8. 10213 Industri - - 1. Memiliki Sertifikat Sesuai dengan Skala usaha
Pembekuan [kan Kelayakan Pengolahan; ketentuan Mikro dan Kecil
2. Memuliki Sertifikat f:gg;‘t‘:‘a“/ Risiko
Penerapan Program & Menengah
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[I.1.A.5

Bidang Usaha

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

Penerapan Program
Manajemen Mutu
Terpadu/ Hazard Analysis
Critical Control Point
sepanjang dipersyaratkan
di negara tujuan ekspor;
dan

Laporan Kegiatan Usaha.

Persyaratan Perizinan
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
Manajemen Mutu Rendah
Terpadu/ Hazard Analysis
and Cntical Control Point
sepanjang dipersyaratkan
di negara tujuan ekspor
dan
Laporan Kegiatan Usaha.
9. 10214 Industri - - Memiliki Sertifikat Sesuai dengan Skala usaha
Pemindangan Kelayakan Pengolahan; ketentuan Mikro, Keclil,
[kan Memiliki Sertifikat Kementerian/ Menengah, dan
Lembaga Besar

Risiko
Menengah
Rendah
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I1.1.A.6

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

Penerapan Program
Manajemen Mutu
Terpadu/Hazard Analysis
Critical Control Point
sepanjang dipersyaratkan
di negara tujuan ekspor;
dan

Laporan Kegiatan Usaha.

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
10. 10215 Industri - - Memiliki Sertifikat Sesuai dengan Skala usaha
Peragian/Fermen- Kelayakan Pengolahan; ketentuan Mikro, Kecil,
tasi [kan Memiliki Sertifikat Kementerian/ Menengah, dan
Lembaga Besar

Risiko
Menengah
Rendah
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[I.1.A.7

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
11. 10216 Industri Berbasis | Rencana Usaha yang Sesuai dengan Memiliki Sertifikat | Sesuai dengan Skala usaha
Daging Lumatan memuat: Ketentuan Kelayakan Pengolahan; ketentuan Menengah dan
dan Surimi 1. jenis usaha: Lembaga OSS Memiliki Sertifikat Kementerian/ Besar
Lembaga .
o Penerapan Program Risiko
2. sumber dan nilai )
investasi- Manajemen Mutu Menengah
’ Terpadu/Hazard Analysis Tinggi
3. jenis dan asal and Critical Control Point
bahan baku; sepanjang dipersyaratkan
4. sarana produksi di negara tujuan ekspor;
o dan
yang digunakan;
Kegi ha.
5 tata letak dan Laporan Kegiatan Usaha
gambaran proses
produksi; dan
6. wilayah
pemasaran.
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[I.1.A.8

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

3. jenis dan asal
bahan baku;

4, sarana produksi
yang digunakan;

and Critical Control Point
sepanjang dipersyaratkan
di negara tujuan ekspor;
dan

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
12. 10216 Industri Berbasis - - Memiliki Sertifikat | Sesuai dengan Skala usaha
Daging Lumatan Kelayakan Pengolahan; ketentuan Mikro dan Kecil
dan Surimi Memiliki Sertifikat | Kementerian/ Risiko
Lembaga
Penerapan Program Menengah
Manajemen Mutu Rendah
Terpadu/Hazard Analysis
and Cntical Control Point
sepanjang dipersyaratkan
di negara tujuan ekspor;
dan
Laporan Kegiatan Usaha.
13. 10217 Industri Rencana Usaha yang Sesuai dengan Memiliki Sertifikat Sesuai dengan Skala usaha
Pendinginan/ memuat: Ketentuan Kelayakan Pengolahan; ketentuan Menengah dan
Pengesan lkan L Lembaga OSS S . Kementerian/ Besar
1. jenis usaha; Memiliki Sertifikat
Lembaga ..
o Penerapan Program Risiko
2. sumber dan nilai .
vestasi- Manajemen Mutu Menengah
! ’ Terpadu/Hazard Analysis Tinggi
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Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
5. tata letak dan Laporan Kegiatan Usaha.
gambaran proses
produksi; dan
6. wilayah
pemasaran.
14. 10217 Industri - - Memiliki Sertifikat Kelaya- Sesuai dengan Skala usaha
Pendinginan/ kan Pengolahan; ketentuan Mikro dan Kecil
Pengesan Ikan Memiliki Sertifikat Kementerian/ Risiko
Lembaga
Penerapan Program Menengah
Manajemen Mutu Rendah
Terpadu/ Hazard Analysis
and Critical Control Point
sepanjang dipersyaratkan
di negara tujuan ekspor;
dan
Laporan Kegiatan Usaha.
15. 10219 Industri Rencana Usaha yang Sesuai dengan Memiliki Sertifikat Kelaya- Sesuai dengan Skala usaha
Pengolahan dan memuat: Ketentuan kan Pengolahan; ketentuan Menengah dan
Pengawetan .o Lembaga OSS s . Kementerian/ Besar
. 1. jenis usaha; Memiliki Sertifikat
Lainnya untuk Lembaga .
- Penerapan Program Risiko
Ikan 2. sumber dan nilai .
Manajemen Mutu Menengah
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II.1.A.10

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

No. B h Pemenuhan h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusaha Persyaratan Berusaha Kewajiban
investasi, Terpadu/Hazard Analysis Tinggi
3 ienis dan asal and Critical Control Point
' Jbahan baku: sepanjang dipersyaratkan
’ di negara tujuan ekspor;
4. sarana produksi dan
yang digunakan; Laporan Kegiatan Usaha.
5. tata letak dan
gambaran proses
produksi; dan
6. wilayah
pemasaran.
16. 10219 Industri - - Memiliki Sertifikat Sesuai dengan Skala usaha
Pengolahan dan Kelayakan Pengolahan; ketentuan Mikro dan Kecil
Pengawetan Memiliki Sertifikat Kementerian/ Risiko
Lainnya untuk Lembaga
Ikan Penerapan Program Menengah
Manajemen Mutu Rendah

Terpadu/ Hazard Analysis
and Critical Control Point
sepanjang dipersyaratkan
di negara tujuan ekspor;
dan
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[I.1.A.11

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

No. B h Pemenuhan B h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusaha Persyaratan erusaha Kewajiban
Laporan Kegiatan Usaha.
17. 10221 Industri Rencana Usaha yang Sesuai dengan Memiliki Sertifikat Sesuai dengan Skala usaha
Pengolahan dan memuat: Ketentuan Kelayakan Pengolahan; ketentuan Menengah dan
Pengayvetan. Ikan 1. jenis usaha: Lembaga OSS Memiliki Sertifikat Kementerian/ Besar
dan Biota Air Lembaga -
. Penerapan Program Risiko
(Bukan Udang) 2. sumber dan nila1 .
Dalam Kaleng investasi, Manajemen Mutu Menengah
’ Terpadu/ Hazard Analysis Tinggi
3. Jjenis dan asal and Critical Control Point
bahan baku; sepanjang dipersyaratkan
4. sarana produksi gggegara tujuan ekspor;
yang digunakan;
i ha.
5 tata letak dan Laporan Kegiatan Usaha
gambaran proses
produksi; dan
6. wilayah
pemasaran.
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II.1.A.12
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
18. 10221 Industri - - Memiliki Sertifikat Sesuai dengan Skala usaha
Pengolahan dan Kelayakan Pengolahan; ketentuan Mikro dan Kecil
Pengawetan Ikan Memiliki Sertifikat Kementerian/ Risiko
dan Biota Air Lembaga
Penerapan Program Menengah
(Bukan Udang) .
Dalam Kalen Manajemen Mutu Rendah
& Terpadu/Hazard Analysis
and Critical Control Point
sepanjang dipersyaratkan
di negara tujuan ekspor;
dan
Laporan Kegiatan Usaha.
19. 10222 Industri Rencana Usaha yang Sesuai dengan Memiliki Sertifikat Kelaya- Sesuai dengan Skala usaha
Pengolahan dan memuat: Ketentuan kan Pengolahan; ketentuan Menengah dan
Pengawetan _ ) Lembaga OSS U - Kementerian/ Besar
1. jenis usaha; Memiliki Sertifikat
Udang Dalam Lembaga .
o Penerapan Program Risiko
Kaleng 2. sumber dan nilai .
. tasi: Manajemen Mutu Menengah
mnvestast, Terpadu/ Hazard Analysis Tinggi
3. jenis dan asal and Critical Control Point
bahan baku; sepanjang dipersyaratkan
4. sarana produksi ggrr:egara tujuan ekspor;
yvang digunakan;

SK No 043383 C
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II.1.A.13
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
5. tata letak dan Laporan Kegiatan Usaha.
gambaran proses
produksi; dan
6. wilayah
pemasaran.

20. 10222 Industri - - Memiliki Sertifikat Sesuai dengan Skala usaha
Pengolahan dan Kelayakan Pengolahan; ketentuan Mikro dan Kecil
Pengawetan Memiliki Sertifikat Kementerian/ Risiko
Udang Dalam Lembaga
Kaleng Penerapan Program Menengah

Manajemen Mutu Rendah
Terpadu/Hazard Analysis

and Cntical Control Point

sepanjang dipersyaratkan

di negara tujuan ekspor;

dan

Laporan Kegiatan Usaha.

21. 10291 Industri - - . Memiliki Sertifikat Sesuai dengan Skala usaha
Penggaraman/Pe- Kelayakan Pengolahan; ketentuan Mikro, Kecil,
ngeringan Biota  Memiliki Sertifikat Kementerian/ Menengah, dan
Air Lainnya Lembaga Besar

- Penerapan Program
o Manajemen Mutu Risiko

SK No 043382 C
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II.1.A.14

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

Penerapan Program
Manajemen Mutu
Terpadu/Hazard Analysis
and Critical Control Point
sepanjang dipersyaratkan di
negara tujuan ekspor; dan

Laporan Kegiatan Usaha.

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
Terpadu/ Hazard Analysis Menengah
and Critical Control Point Rendah
sepanjang dipersyaratkan di
negara tujuan ekspor; dan
. Laporan Kegiatan Usaha.

22. 10292 Industri - - Memiliki Sertifikat Sesuai dengan Skala usaha
Pengasapan/Pem- Kelayakan Pengolahan; ketentuan Mikro, Kecil,
anggangan Biota s - Kementerian/ Menengah, dan
Air Lainnya Memiliki Sertifikat Lembaga Besar

Risiko
Menengah
Rendah

SK No 043381 C
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II.1.A.15
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
23. 10293 Industri Rencana Usaha yang Sesuai dengan Memiliki Sertifikat Kelaya- Sesuai dengan Skala usaha
Pembekuan Biota | memuat: Ketentuan kan Pengolahan; ketentuan Menengah dan
Air Lainnya 1. jenis usaha; Lembaga OSS Memiliki Sertifikat Kementerian/ Besar
Lembaga ..
o Penerapan Program Risiko
2. sumber dan nilai .
vestasi: Manajemen Mutu Menengah
nvestast, Terpadu/ Hazard Analysis Tinggi
3. jenis dan asal and Critical Control Point
bahan baku; sepanjang dipersyaratkan di
4. sarana produksi negara tujuan ekspor; dan
yang digunakan; Laporan Kegiatan Usaha.
5. tata letak dan
gambaran proses
produksi; dan
6. wilayah
pemasaran.

SK No 043380 C
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[I.1.A. 16

Bidang Usaha

Jangka Waktu

Persyaratan Perizinan Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

Penerapan Program
Manajemen Mutu
Terpadu/ Hazard Analysis
Critical Control Point
sepanjang dipersyaratkan
di negara tujuan ekspor;
dan

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
24. 10293 Industri - - 1. Memiliki Sertifikat Sesuai dengan Skala usaha
Pembekuan Biota Kelayakan Pengolahan; ketentuan Mikro dan Kecil
Alr Lainnya 2. Memiliki Sertifikat Kementerian/ Risiko
Lembaga
Penerapan Program Menengah
Manajemen Mutu Rendah
Terpadu/ Hazard Analysis
Critical Control Point
sepanjang dipersyaratkan
di negara tujuan ekspor;
dan
3. Laporan Kegiatan Usaha.
25. 10294 Industri - - 1. Memiliki Sertifikat Sesuai dengan Skala usaha
Pemindangan Kelayakan Pengolahan; ketentuan Mikro, Kecil,
Biota Air Lainnya 5 Memiliki Sertifikat Kementerian/ Menengah, dan
Lembaga Besar

Risiko
Menengah
Rendah

SK No 043379 C
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[I.1.A. 17
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
Laporan Kegiatan Usaha.

26. 10295 [Industri - - Memiliki Sertifikat Sesuai dengan Skala usaha
Peragian/Fermen- Kelayakan Pengolahan; ketentuan Mikro, Kecil,
ta§1 Biota Air Memiliki Sertifikat Kementerian/ Menengah, dan
Lainnya Lembaga Besar

- Penerapan Program
Manajemen Mutu Risiko
Terpadu/ Hazard Analysis Menengah
Critical Control Point Rendah
sepanjang dipersyaratkan
di negara tujuan ekspor;
dan
Laporan Kegiatan Usaha.

27. 10296 Industri Berbasis | Rencana Usaha yang Sesuai dengan Memiliki Sertifikat Kelaya- | Sesuai dengan Skala usaha
Lumatan Biota Air | memuat: Ketentuan kan Pengolahan; ketentuan Menengah dan
Lainnya 1. jenis usaha: Lembaga OSS Memiliki Sertifikat Kementerian/ Besar

Lembaga .
5 ber d Hai Penerapan Program Risiko
- sumberdan nual Manajemen Mutu Menengah

SK No 043378 C
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[I.L1.A.18
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
investasi; Terpadu/Hazard Analysis Tinggi
L and Critical Control Point
3. Jenis dan asal sepanjang dipersyaratkan
bahan baku; cpanjang dipersy
di negara tujuan ekspor;
4. sarana produksi dan
yang digunakan; Laporan Kegiatan Usaha.
5. tata letak dan
gambaran proses
produksi; dan
6. wilayah
pemasaran.

28. 10296 Industri Berbasis - - Memiliki Sertifikat Sesuai dengan Skala usaha
Lumatan Biota Air Kelayakan Pengolahan; ketentuan Mikro dan Kecil
Lamnnya Memiliki Sertifikat E:rrn“g;tznan/ Risiko

Penerapan Program & Menengah
Manajemen Mutu Rendah
Terpadu/ Hazard Analysis

and Critical Control Point

sepanjang dipersyaratkan

di negara tujuan ekspor;

SK No 043377 C
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[1.1.A.19

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

3. jenis dan asal
bahan baku;

4. sarana produksi
yang digunakan;

5. tata letak dan
gambaran proses
produksi; dan

6. wilayah
pemasaran.

and Critical Control Point
sepanjang dipersyaratkan
di negara tujuan ekspor;
dan

Laporan Kegiatan Usaha.

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
dan
Laporan Kegiatan Usaha.
29. 10297 Industri Rencana Usaha yang Sesuai dengan Memiliki Sertifikat Sesuai dengan Skala usaha
Pendinginan/ memuat: Ketentuan Kelayakan Pengolahan; ketentuan Menengah dan
Pgnge;an Biota 1. jenis usaha; Lembaga OSS Memiliki Sertifikat Kementerian/ Besar
Air Lainnya Lembaga .
o Penerapan Program Risiko
2. sumber dan nilai )
investasi: Manajemen Mutu Menengah
’ Terpadu/ Hazard Analysis Tinggi

SK No 043376 C
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[I.1.A.20
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
30. 10297 Industri - - Memiliki Sertifikat Sesuai dengan Skala usaha
Pendinginan/ Kelayakan Pengolahan; ketentuan Mikro dan Kecil
Pengesan Biota Memiliki Sertifikat Kementerian/ Risiko
Air Lainnya Lembaga
Penerapan Program Menengah
Manajemen Mutu Rendah
Terpadu/ Hazard Analysis
Critical Control Point
sepanjang dipersyaratkan
di negara tujuan ekspor;
dan
Laporan Kegiatan Usaha.
31. 10298 Industri Rencana Usaha yang Sesuai dengan Memiliki Sertifikat Kelaya- | Sesuai dengan Skala usaha
Pengolahan memuat: Ketentuan kan Pengolahan; ketentuan Mikro dan Kecil
Rumput Laut 1. jenis usaha; Lembaga OSS Memiliki Sertifikat Kementerian/ Risiko
Lembaga
o Penerapan Program Menengah
2. sumber dan nilai )
vestasi- Manajemen Mutu Rendah
mvestast, Terpadu/ Hazard Analysis
3. jenis dan asal and Critical Control Point
bahan baku; sepanjang dipersyaratkan
4. sarana produksi g;rrllegara tujuan ekspor;
yang digunakan;

SK No 043375 C
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I1.1.A.21
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
tata letak dan Laporan Kegiatan Usaha.
gambaran proses
produksi; dan
wilayah
pemasaran.
32. 10298 Industri - - Memiliki Sertifikat Sesuai dengan Skala usaha
Pengolahan Kelayakan Pengolahan; ketentuan Menengah dan
Rumput Laut Memiliki Sertifikat E:gg;ltznan/ Besar
Penerapan Program g & Risiko
Manajemen Mutu Menengah
Terpadu/Hazard Analysis Tinggi
Critical Control Point
sepanjang dipersyaratkan
di negara tujuan ekspor;
dan
Laporan Kegiatan Usaha.
33. 10299 Industri - - Memiliki Sertifikat Sesuai dengan Skala usaha
Pengolahan dan Kelayakan Pengolahan; ketentuan Mikro, Kecil,
Pepgawetan Memiliki Sertifikat Kementerian/ Menengah, dan
Lainnya untuk Lembaga Besar
Biota Air Lainnya Penerapan Program
) Manajemen Mutu Risiko
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II.1.A.22
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
Terpadu/ Hazard Analysis Menengah
Critical Control Point Rendah
sepanjang dipersyaratkan
di negara tujuan ekspor;
dan
Laporan Kegiatan Usaha.
34. 10414 Industri Minyak Rencana Usaha yang Sesuai dengan Memiliki Sertifikat Kelaya- | Sesuai dengan Skala usaha
Ikan memuat: Ketentuan kan Pengolahan; ketentuan Menengah dan
1. jenis usaha; Lembaga OSS Memiliki Sertifikat Kementerian/ Besar
Lembaga .
. Penerapan Program Risiko
2. sumber dan nilai )
investasi- Manajemen Mutu Menengah
cs ’ Terpadu/ Hazard Analysis Tinggi
3. Jjenis dan asal and Critical Control Point
bahan baku; sepanjang dipersyaratkan
4. sarana produksi gggegara tujuan ekspor;
yang digunakan;
5 tata letak dan Laporan Kegiatan Usaha.
gambaran proses
produksi; dan
6. wilayah
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II.1.A.23
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
pemasaran.
35. 10414 Industri Minyak - - 1. Memiliki Sertifikat Sesuai dengan Skala usaha
Ikan Kelayakan Pengolahan; ketentuan Mikro dan Kecil
2. Memiliki Sertifikat Lementerian/ Risiko
Penerapan Program & Menengah
Manajemen Mutu Rendah
Terpadu/ Hazard Analysis
Critical Control Point
sepanjang dipersyaratkan
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II.1.A.24
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
di negara tujuan ekspor;
dan
3. Laporan Kegiatan Usaha.
36. 10779 Industri Produk - - 1. Memiliki Sertifikat Sesuai dengan Skala usaha
Masak Lainnya Kelayakan Pengolahan, ketentuan Mikro, Kecil,
9 Memiliki Sertifikat Kementerian/ Menengah, dan
Lembaga Besar
Penerapan Program
Manajemen Mutu Risiko
Terpadu/ Hazard Analysis Menengah
Critical Control Point Rendah
sepanjang dipersyaratkan
di negara tujuan ekspor;
dan
3. Laporan Kegiatan Usaha.
37. 10794 Industri Kerupuk, - - 1. Memiliki Sertifikat Sesuai dengan Skala usaha
Keripik, Peyek Kelayakan Pengolahan; ketentuan Mikro, Kecil,
dan Sejenisnya 9 Memiliki Sertifikat Kementerian/ Menengah, dan
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3. jenis dan asal
bahan baku;

4. sarana produksi
vang digunakan;

5. tata letak dan
gambaran proses
produksi; dan

and Critical Control Point
sepanjang dipersyaratkan
di negara tujuan ekspor;

Memiliki Sertifikat Hasil
Tangkapan lkan (SHTI),
sepanjang dipersyaratkan
oleh negara tujuan ekspor;
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[I.1.A.25
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
Penerapan Program Lembaga Besar
Manajemen Mutu .
Risiko
Terpadu/ Hazard Analysts
o 4 Menengah
Critical Control Point
. . Rendah
sepanjang dipersyaratkan
di negara tujuan ekspor;
dan
Laporan Kegiatan Usaha.
38. 46206 Perdagangan Rencana Usaha yang Sesuai dengan Memiliki Sertifikat Kelaya- | Sesuai Aaengan Skala usaha
Besar Hasil memuat: Ketentuan kan Pengolahan; ketentuan Menengah dan
Perikanan 1. jenis usaha: Lembaga OSS Memiliki Sertifikat Kementerian/ Besar
Lembaga . .
o Penerapan Program Risiko
2. sumber dan nilai )
investasi: Manajemen Mutu Menengah
’ Terpadu/ Hazard Analysts Tinggi
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II.1.A.26
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
6. wilayah dan
pemasaran. 4. Laporan Kegiatan Usaha.
39. 46324 Perdagangan Rencana Usaha yang Sesuai dengan Memiliki Sertifikat Kelaya- | Sesuai dengan | 1. Skala usaha
Besar Hasil memuat: Ketentuan kan Pengolahan,; ketentuan Menengah dan
Olahan Perikanan 1. jenis usaha; Lembaga OSS 5 Memiliki Sertifikat Kementerian/ Besar
Lembaga -
S Penerapan Program 2. Risiko
2. sumber dan nilat .
investasi- Manajemen Mutu Menengah
’ Terpadu/ Hazard Analysis Tinggi
3. jenis dan asal and Critical Control Point,
produk; sepanjang dipersyaratkan
oleh negara tujuan ekspor;
4. sarana pemasaran
yang digunakan; 3. Memiliki Sertifikat Hasil
5. tata letak, sumber Tangkgpan I.kan (SHTI),
. sepanjang dipersyaratkan
daya manusia; ; )
negara tujuan ekspor; dan
6. gambaran proses 4. Laporan Kegiatan Usaha.
pemasaran; dan
7. wilayah pemasaran
40. 47215 Perdagangan - - 1. Memiliki Sertifikat Sesuai dengan | 1. Skala Usaha
Eceran Hasil Kelayakan Pengolahan: dan | ketentuan Menengah dan
Kementerian/

SK No 043369 C




o

)
2
A 24
’4?"_
;7
Q
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.1.A.27
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
Perikanan Laporan Kegiatan Usaha. Lembaga Besar
Risiko
Menengah
Rendah
41. 47215 Perdagangan - - - - Skala Usaha
Eceran Hasil Mikro dan Kecil
Perikanan Risiko Rendah
42. 47245 Perdagangan - - Memiliki Sertifikat Kelaya- Sesuai dengan Skala usaha
Eceran Daging kan Pengolahan; dan ketentuan Menengah dan
dan Ikan Olahan . Kementerian/ Besar
Laporan Kegiatan Usaha.
Lembaga .
Risiko
Menengah
Tinggi
43. 47245 Perdagangan - - - - Skala Usaha
Eceran Daging Mikro dan Kecil
dan Ikan Olahan Risiko Rendah
44, 47753 Perdagangan - - Menerapkan standar mutu | Sesuai dengan Skala Usaha
Eceran lkan Hias fisik, penanganan ikan ketentuan Menengah dan
hias, sanitasi dan higienis; Kementerian/ besar
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I1.1.A.28
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
dan Lembaga Risiko
. Menengah
Laporan Kegiatan Usaha. Rendah
45. 47753 Perdagangan - - - - Skala Usaha
Eceran lkan Hias Mikro dan Kecil
Risiko Rendah
46. 47754 Perdagangan - - Menerapkan prinsip Sesuai dengan Skala Usaha
Eceran Pakan penyimpanan dan ketentuan Menengah dan
Ternak/Unggas/ distribusi pakan ikan; dan Kementerian/ Besar
Ikan dan Hewan Laporan Kegiatan Usaha. Lembaga Risiko
Piaraan
Menengah
Rendah
47. 47754 Perdagangan - - - - Skala Usaha
Eceran Pakan Mikro dan Kecil
Ternak/Unggas/ Risiko Rendah
Ikan dan Hewan
Piaraan
48. 47815 Perdagangan - - - - Skala Usaha
Eceran Kaki Lima Mikro dan Kecil
dan Los Pasar
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II.1.A.29
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
Komoditi Hasil Risiko Rendah
Perikanan
49, 47825 Perdagangan - - - - Skala Usaha
Eceran Kaki Lima Mikro dan Kecil
dan Los Pasar ..
Daging Olahan Risiko Rendah
dan Ikan Olahan
50. 47828 Perdagangan - - - - Skala Usaha
Eceran Kaki Lima Mikro dan Kecil
dan Los Pasar ..
Pakan Ternak, Risiko Rendah
Pakan Unggas,
dan Pakan lkan
51. 03211 Pembesaran - - Laporan Kegiatan Usaha Sesuali dengan | 1. Skala usaha
Pisces/ lkan (LKU); dan ketentuan Mikro dan Kecil
Bersirip Laut Penerapan Cara Budidaya E:Ekigtznan/ . Risiko
Ikan yang Baik. & Menengah
Rendah
52, 03211 Pembesaran Rencana Usaha yang Sesuai Dengan Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan . Skala Usaha
Pisces/ lkan meliputi: Ketentuan (LKU); dan ketentuan Menengah dan
Bersirip Laut 1. rencana kegiatan Lembaga OSS Memiliki sertifikat Cara Kementerian/ Besar
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I1.1.A.30
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
usaha; Budidaya [kan yang Baik. Lembaga 2. Risiko
Menengah
rencana tahapan Tineoi
kegiatan; g8
rencana  teknologi
yang digunakan;
sarana usaha yang
dimiliki;
rencana pengadaan
sarana usaha;
rencana volume
produksi setiap
tahapan kegiatan,;
dan
rencana
pembiayaan..
33. 03212 Pembenihan Ikan - - Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan [1. Skala Usaha
Laut (LKU); dan ketentuan Mikro dan Kecil
Penerapan Cara E:rr;lg;ltzrlan/ 2. Risiko
Pembenihan Ikan yang g Menengah
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[1.1.A.31

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

yang digunakan;

4. sarana usaha yang
dimiliki;

5. rencana pengadaan
sarana usaha;

6. rencana volume
produksi; dan

7. rencana
pembiayaan

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
Baik. Rendah
54. 03212 Pembenihan lkan | Rencana Usaha yang Sesuai Dengan | 1. Laporan_Eégiatan Usaha Sesuai dengan (1. Skala Usaha
Laut meliputi: Ketentuan (LKU); dan ketentuan Menengah dan
1. rencana  kegiatan Lembaga OSS . Memiliki sertifikat Cara E:rr;lggtf;rlan/ Besar
usaha; Pembenihan [kan yang g 2. Ristko
2. rencana tahapan baik. %iﬂe?gah
kegiatan; &8
3. rencana teknologi
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Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

kegiatan;

3. rencana teknologi
yvang digunakan;

4. sarana usaha
yang dimiliki;

5. rencana
pengadaan sarana

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
S5. 03213 Budidaya lkan - - Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan |1. Skala Usaha
Hias Air Laut (LKU); dan ketentuan Mikro dan Kecil
Penerapan Cara Budidaya Eeerrnng;tzrlan/ 2. Risiko
Ikan yang Baik. & Menengah
Rendah
56. 03213 Budidaya lkan Rencana Usaha yang Sesuai Dengan Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan |1. Skala Usaha
Hias Air Laut meliputi: Ketentuan (LKU); dan ketentuan Menengah dan
1. rencana kegiatan Lembaga OSS Memiliki sertifikat Cara E:rrnng;ltzrlan/ Besar
usaha; Budidaya lkan yang Baik. g 2. Risiko
2. rencana tahapan Tl\{!enepgah
inggi
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[1.1.A.33
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
usaha;
6. rencana  volume
produksi setiap
tahapan kegiatan;
dan
7. rencana
pembiayaan
57. 03214 Budidaya Karang - - Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan |1. Skala Usaha
(Coral) (LKU); dan ketentuan Mikro dan Kecil
Penerapan Cara Budidaya E:;nngztzrlan/ 2. Risiko
Ikan yang Baik. & Menengah
Rendah
58. 03214 Budidaya Karang | Rencana Usaha yang Sesual Dengan Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan (1. Skala Usaha
(Coral) meliputi: Ketentuan (LKU); dan ketentuan Menengah dan
1. rencana kegiatan Lembaga OSS Memiliki sertifikat Cara Ilfeerrrrllgztzrlan/ Besar
usaha,; Budidaya Ikan yang Baik. & 2. Risiko
2. rencana tahapan ,IIY{ ineingah
kegiatan; g8
3. rencana  teknologi
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[1.1.A.34
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
yang digunakan;
4. sarana usaha yang
dimiliki;
5. rencana pengadaan
sarana usaha;
6. rencana volume
produksi setiap
tahapan kegiatan;
dan
7. rencana
pembiayaan
59. 03215 Pembesaran - - Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan |1. Skala Usaha
Mollusca Laut (LKU); dan ketentuan Mikro dan Kecil
Penerapan Cara Budidaya E:rrnng;ltzrlan/ 2. Risiko
Ikan yang Baik & Menengah
Rendah
60. 03215 Pembesaran Rencana Usaha yang Sesuai Dengan Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan |1. Skala Usaha
Mollusca Laut meliputi: Ketentuan (LKU); dan ketentuan Menengah dan
1. rencana kegiatan Lembaga OSS Memiliki sertifikat Cara Kementerian/ Besar
Lembaga 2. Risiko
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I1.1.A.35
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
usaha; Budidaya Ikan yang Baik. Menengah
rencana tahapan Tingg
kegiatan;
rencana teknologi
yang digunakan;
sarana usaha
yang dimiliki;
rencana
pengadaan sarana
usaha;
rencana volume
produksi setiap
tahapan kegiatan;
dan
rencana
pembiayaan
61. 03216 Pembesaran - - 1. Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan |1. Skala Usaha
Crustacea Laut (LKU); ketentituan Mikro dan Kecil
2. Penerapan Cara Budidaya Kementerian/ 2. Risiko
Lembaga
- Menengah
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Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
Ikan yang Baik ; Rendah
melakukan pelepasliaran
lobster sebanyak 2% dari
hasil panen dengan berat
minimal lobster yang
dilepasliarkan adalah 50
g/ekor;
Setelah melakukan usaha
pembesaran kepiting soka
selama, 3 tahun
selanjutnya wajib
menggunakan benih
kepiting soka produksi
sendiri.
62. 03216 Pembesaran Rencana Usaha yang Sesuai Dengan Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan |1. Skala Usaha
Crustacea Laut meliputi: Ketentuan (LKU); ketentuan Menengah dan
1. rencana kegiatan Lembaga OSS sertifikat Cara Budidaya E:rrnngztzrlan/ Besar
usaha; Ikan yang Baik; & 2. Risiko
2. rencana tahapan melakukan pelepasliaran Tl\g::lne?gah
kegiatan; lobster sebanyak 2% dari &g
3 rencana teknologi hasil panen dengan berat
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Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
yang digunakan; minimal lobster yang
dilepasliarkan adalah 50
4. sarana usaha vang Jekor;dan
dimiliki; & ’
Setelah melakukan usaha
5. rencana pengadaan Ny
pembesaran kepiting soka
sarana usaha;
selama 3 tahun
6. rencana volume selanjutnya wajib
produksi setiap menggunakan benih
tahapan  kegiatan; kepiting soka produksi
dan sendiri.
7. rencana
pembiayaan
63. 03217 Pembesaran - - Laporan Kegiatan Usaha Sesual dengan |1. Skala Usaha
Tumbuhan air (LKU);dan ketentuan Mikro dan Kecil
Laut Penerapan Cara Budidaya E:rr:g;ltzrlan/ 2. Risiko
Ikan yang Baik. & Menengah
Rendah
64. 03217 Pembesaran Rencana Usaha yang Sesuai Dengan Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan |1. Skala Usaha
Tumbuhan air meliputi: Ketentuan (LKU);dan ketentuan Menengah dan
Laut 1. rencana kegiatan Lembaga OSS Memiliki sertifikat Cara Kementerian/ Besar
Lembaga 2. Risiko
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Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
usaha; Budidaya Ikan yang Baik. Menengah
rencana tahapan Tingei
kegiatan,
rencana teknologi
yang digunakan;
sarana usaha
yang dimiliki;
rencana
pengadaan sarana
usaha;
rencana volume
produksi setiap
tahapan kegiatan;
dan
rencana
pembiavaan.
65. 03219 Budidaya Biota - 1. Laporan Kegiatan Usaha Sesuali dengan |1. Skala Usaha
Air Laut Lainnya (LKU);dan ketentuan Mikro dan Kecil
2. Penerapan Cara Budidaya Kementerian/ 2. Risiko
Lembaga
Menengah
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Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
Ikan yang Baik. Rendah
66. 03219 Budidaya Biota Rencana Usaha yang Sesuai Dengan | 1. Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan |1. Skala Usaha
Air Laut Lainnya meliputi: Ketentuan (LKU);dan ketentuan Menengah dan
1. rencana kegiatan Lembaga OSS 2. Memiliki sertifikat Cara E:rrrrllgztznan/ Besar
usaha,; Budidaya Ikan yang Baik. & 2. Risiko
2. rencana tahapan ’Il\:/itrelne?gah
kegiatan, g8
3. rencana teknologi
yang digunakan;,
4. sarana usaha
vang dimiliki;
5. rencana
pengadaan sarana
usaha,;
6. rencana volume
produksi setiap
tahapan kegiatan;
dan
7. rencana
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Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

kegiatan;
3. rencana teknologi
yang digunakan;
4. sarana usaha
yvang dimiliki;

5. rencana
pengadaan sarana
usaha;

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
pembiayaan.
67. 03221 Pembesaran lkan - - Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan |1. Skala Usaha
Air Tawar Di (LKU);dan ketentuan Mikro dan Kecil
Kolam Penerapan Cara Budidaya E:rr;lg;ltzrlan/ 2. Risiko
Ikan yang Baik. & Menengah
Rendah
68. 03221 Pembesaran lkan | Rencana Usaha yang Sesuai Dengan Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan |1. Skala Usaha
Air Tawar Di meliputi: Ketentuan (LKU);dan ketentuan Menengah dan
Kolam 1. rencana kegiatan Lembaga OSS Memiliki sertifikat Cara Eeerrnng;ltzrlan/ Besar
usaha; Budidaya lkan yang Baik. & 2. Risiko
2. rencana tahapan Menepgah
Tinggi
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Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
6. rencana volume
produksi setiap
tahapan kegiatan;
dan
7. rencana
pembiayaan,
69. 03222 Pembesaran lkan - - Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan |1. Skala Usaha
Air Tawar Di (LKU);dan ketentuan Mikro dan Kecil
Kalrlz;mba Jaring Penerapan Cara Budidaya Iés;nngztzrlan/ 2. Risiko
pung Ikan yang Baik. & Menengah
Rendah
70. 03222 Pembesaran [kan | Rencana Usaha yang Sesuai Dengan Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan |1. Skala Usaha
Air Tawar Di meliputi: Ketentuan (LKU);dan ketentuan Menengah dan
Ea;anmba Jaring 1. rencana kegiatan Lembaga OSS Memiliki sertifikat Cara E:::E:tznan/ Besar
pung usaha; Budidaya Ikan yang Baik. g 2. Risiko
2. rencana tahapan ’I%/iine?gah
kegiatan; g8
3. rencana teknologi
yang digunakan;
4. sarana usaha
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Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
yang dimiliki;
5. rencana
pengadaan sarana
usaha;
6. rencana volume
produksi setiap
tahapan kegiatan;
dan
7. rencana
pembiayaan.
71. 03223 Pembesaran Ikan - - Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan (1. Skala Usaha
Air Tawar Di (LKU);dan ketentuan Mikro dan Kecil
Karamba Penerapan Cara Budidaya Eeerrrrllg;lt(;rlan/ 2. Risiko
Ikan yang Baik. & Menengah
Rendah
72. 03223 Pembesaran [kan Rencana Usaha yang Sesuai Dengan Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan (1. Skala Usaha
Air Tawar Di meliputi: Ketentuan (LKU};dan ketentuan Menengah dan
Karamba 1. rencana kegiatan Lembaga OSS Memiliki sertifikat Cara Eeezbe;ltzrlan/ Besar
usaha,; Budidaya Ikan yang Baik. & 2. Risiko
2. rencana tahapan Menengah
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Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

kegiatan;

3. rencana teknologi
yang digunakan;

4. sarana usaha
yang dimiliki;

5. rencana
pengadaan sarana
usaha;

6. rencana  volume
produksi setiap
tahapan kegiatan;
dan

7. rencana
pembiayaan,

Tinggi

73. 03224

Pembesaran [kan
Air Tawar Di
Sawah

Laporan Kegiatan Usaha
(LKU);dan

Penerapan Cara Budidaya
Ikan yang Baik.

Sesuai
ketentuan
Kementerian/
Lembaga

dengan

—

Skala Usaha
Mikro dan Kecil
Risiko
Menengah
Rendah
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Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

pembiayaan.

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
74. 03224 Pembesaran lkan | Rencana Usaha yang Sesual Dengan Laporan Kegiatan Usaha Sesuali dengan [1. Skala Usaha
Air Tawar Di meliputi: Ketentuan (LKU);dan ketentuan Menengah dan
Sawah 1. rencana kegiatan Lembaga OSS Memiliki sertifikat Cara Es;nnsztzrlan/ Besar

usaha; Budidaya lkan yang Baik. & 2. Risiko

2. rencana tahapan rl;.‘/{::lne?gah
kegiatan; g8

3. rencana teknologi
yang digunakan;

4. sarana usaha
yang dimiliki;

S. rencana
pengadaan sarana
usaha;

6. rencana  volume
produksi setiap
tahapan kegiatan;
dan

7. rencana
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Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
75. 03225 Budidaya [kan - - Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan [l. Skala Usaha
Hias Air Tawar (LKU);dan ketentuan Mikro dan Kecil
Penerapan Cara Budidaya E:;l;;lt(;rlan/ 2. Risiko
Ikan yang Baik. & Menengah
Rendah
76. 03225 Budidaya Ikan Rencana Usaha yang Sesuai Dengan Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan |1. Skala Usaha
Hias Air Tawar meliputi: Ketentuan (LKU);dan ketentuan Menengah dan
1. rencana kegiatan Lembaga OSS Memiliki sertifikat Cara Ilf:rrnng;ltzrlan/ Besar
usaha; Budidaya Ikan yang Baik. g 2. Risiko
M h
2. rencana tahapan Tiineinga
kegiatan,; g8
3. rencana teknologi
yang digunakan;
4. sarana usaha
yang dimiliki;
5. rencana
pengadaan sarana
usaha;
6. rencana volume
produksi setiap
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Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

yang digunakan;

4. sarana usaha yang
dimiliki;

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
tahapan kegiatan;
dan
7. rencana
pembiayaan.
77. 03226 Pembenihan Ikan - - Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan |1. Skala Usaha
Air Tawar (LKU);dan ketentuan Mikro dan Kecil
Penerapan Cara Ilf:rrnnggtzrlan/ 2. Risiko
Pembenihan lkan yang & Menengah
Baik. Rendah
78. 03226 Pembenihan lkan | Rencana Usaha yang Sesuai Dengan Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan |1. Skala Usaha
Air Tawar meliputi: Ketentuan (LKU) ketentuan Menengah dan
. Lembaga OSS . . Kementerian/ Besar
1. rencana kegiatan Sertifikat Cara Pembenihan Lembaga
usaha; Ikan yang Baik & 2. Risiko
2. rencana tahapan Th{iine?gah
kegiatan; g8
3. rencana teknologi
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Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
5. rencana pengadaan
sarana usaha;
6. rencana volume
produksi; dan
7. rencana
pembiayaan.

79. 03227 Pembesaran lkan - - Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan |1. Skala Usaha
Air Tawar di (LKU);dan ketentuan Mikro dan Kecil
¥§;i?ba Jaring Penerapan Cara Budidaya gzxggt(;rlan/ 2. Risiko

p Ikan yang Baik. g Menengah
Rendah

80. 03227 Pembesaran lkan | Rencana Usaha yang Sesuai Dengan Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan |1. Skala Usaha
Air Tawar di meliputi: Ketentuan (LKU);dan ketentuan Menengah dan
’I;:rrli;nba Jaring 1. rencana kegiatan Lembaga OSS Memiliki sertifikat Cara E:ﬁg;lt(;rlan/ Besar

P usaha; Budidaya lkan yang Baik. & 2. Risiko
2. rencana tahapan r[l\‘/ire]neingah
kegiatan; g8
3. rencana teknologi
yang digunakan,
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Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
4. sarana usaha
yang dimiliki;
5. rencana
pengadaan sarana
usaha;
6. rencana volume
produksi setiap
tahapan kegiatan;
dan
7. rencana
pembiayaan.
81. 03229 Budidaya lkan Air - - Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan {1. Skala Usaha
Tawar di Media (LKU);dan ketentuan Mikro dan Kecil
Lainnya Penerapan Cara Budidaya Esgggtzrlan/ 2. Risiko
Ikan yang Baik. & Menengah
Rendah
82. 03229 Budidaya lkan Air | Rencana Usaha yang Sesuail Dengan Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan 1. Skala Usaha
Tawar di Media meliputi: Ketentuan (LKU);dan ketentuan Menengah dan
Lainnya 1. rencana kegiatan Lembaga OSS Memiliki sertifikat Cara E:rrr?g;ltzrlan/ Besar
usaha,; Budidaya Ikan yang Baik. g 2. Risiko
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Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
2. rencana tahapan Menengah
kegiatan; Tinggi
3. rencana teknologi
yang digunakan;
4. sarana usaha
yang dimiliki,
5. rencana
pengadaan sarana
usaha;
6. rencana volume
produksi setiap
tahapan kegiatan;
dan
7. rencana
pembiayaan.

83. 03231 Jasa Sarana - - Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan |1. Skala Usaha
Produksi (LKU);dan ketentuan Mikro, Kecil,
Budidaya lkan Penerapan Cara Budidaya Kementerian/ Menengah, dan
Laut : Lembaga Besar

[kan yang Baik.
2. Risiko
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Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
Menengah
Rendah
84. 03232 Jasa Produksi - - . Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan |1. Skala Usaha
Budidaya Ikan (LKU);dan ketentuan Mikro, Kecil,
Laut . Penerapan Cara Budidaya Kementerian/ Menengah, dan
. Lembaga Besar
Ikan yang Baik.
2. Risiko
Menengah
‘ Rendah
85. 03233 Jasa Pasca Panen - - . Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan {1. Skala Usaha
Budidaya [kan (LKU);dan ketentuan Mikro, Kecil,
Laut, . Pencrapan Cara Budidaya Kementerian/ Menengah, dan
. Lembaga Besar
Ikan yang Baik.
2. Risiko
Menengah
Rendah
86. 03241 Jasa Sarana - - Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan |1. Skala Usaha
Produksi (LKU);dan ketentuan Mikro, Kecil,
Budidaya Tkan Air Penerapan Cara Budidaya Kementerian/ Menengah, dan
Tawar : Lembaga Besar
Ikan yang Baik.
2. Risiko
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Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusah Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI saha Persyaratan Kewajiban
Menengah
Rendah
87. 03242 Jasa Produksi - - Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan |l. Skala Usaha
Budidaya Ikan Air (LKU);dan ketentuan Mikro, Kecil,
Tawar Pencrapan Cara Budidaya Kementerian/ Menengah, dan
. Lembaga Besar
Ikan yang Baik.
2. Risiko
Menengah
Rendah
88. 03243 Jasa Pasca Panen - - Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan |1. Skala Usaha
Budidaya lkan Air (LKU);dan ketentuan Mikro, Kecil,
Tawar Penerapan Cara Budidaya Kementerian/ Menengah, dan
. Lembaga Besar
Ikan yang Baik.
2. Risiko
Menengah
Rendah
89. 03251 Pembesaran - - Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan |l. Skala Usaha
Pisces/lkan (LKU};dan ketentuan Mikro dan Kecil
Bersirip Air Payau Penerapan Cara Budidava [[f:rr:ggtinan/ 2. Risiko
Ikan yang Baik. & Menengah
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Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
Rendah
90. 03251 Pembesaran Rencana Usaha yang Sesuai Dengan Laporan Kegiatan Usaha Sesuali dengan |l. Skala Usaha
Pisces/lkan meliputi: Ketentuan (LKU);dan ketentuan Menengah dan
Bersirip Air Payau 1. rencana kegiatan Lembaga OSS Memiliki sertifikat Cara E:rrnngztznan/ Besar

usaha; Budidaya Ikan yang Baik. & 2. Risiko

2. rencana tahapan r[l\{{flneingah
kegiatan; &g

3. rencana teknologi
yang digunakan;

4. sarana usaha
yang dimiliki;

5. rencana
pengadaan sarana
usaha;

6. rencana volume
produksi setiap
tahapan kegiatan;
dan

7. rencana
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Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

yang digunakan;

4. sarana usaha yang
dimiliki;

5. rencana pengadaan
sarana usaha;

6. rencana volume

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
pembiayaan. ]
91. 03252 Pembenihan lkan - - Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan {1. Skala Usaha
Air Payau (LKU);dan ketentuan Mikro dan Kecil
Penerapan Cara E:rrrrllggt(;rlan/ 2. Risiko
Pembenihan lkan yang & Menengah
Baik. Rendah
92. 03252 Pembenihan fkan | Rencana Usaha yang Sesuai Dengan Laporan Kegiatan Usaha Sesuali dengan |1. Skala Usaha
Air Payau meliputi: Ketentuan (LKU);dan ketentuan Menengah dan
1. rencana kegiatan Lembaga OSS Memiliki sertifikat Cara E:::g:tzrlan/ Besar
usaha; Pembenihan Ikan yang & 2. Risiko
Baik. Menengah
2. rencana tahapan Tinggi)
kegiatan; 8
3. rencana teknologi
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Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

kegiatan;

3. rencana teknologi
yang digunakan;

4. sarana usaha
yang dimiliki;

5. rencana

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
produksi; dan
7. rencana
pembiayaan.
93. 03253 Pembesaran - - 1. Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan |l. Skala Usaha
Mollusca Air (LKU);dan ketentuan Mikro dan Kecil
Payau 2. Penerapan Cara Budidaya E:::E;ltznan/ 2. Risiko
Ikan yang Baik. & Menengah
Rendah
94. 03253 Pembesaran Rencana Usaha yang Sesuai Dengan | 1. Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan |1. Skala Usaha
Mollusca Air meliputi: Ketentuan (LKU);dan ketentuan Menengah dan
Payau . Lembaga OSS s . Kementerian/ Besar
1. rencana kegiatan 2. Memiliki sertifikat Cara Lembaga
usaha; Budidaya lkan yang Baik. g 2. Risiko
2. rencana tahapan Menepgah
Tinggi

SK No 043341 C




o

By,

1".‘
5‘
2
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.1.A.55
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
pengadaan sarana
usaha;
6. rencana  volume
produksi setiap
tahapan kegiatan;
dan
7. rencana
pembiayaan.
95. 03254 Pembesaran - - Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan |1. Skala Usaha
Crustacea Air (LKU);dan ketentuan Mikro dan Kecil
Payau Penerapan Cara Budidaya E:zg;ltzrlan/ 2. Risiko
Ikan yang Baik. & Menengah
Rendah
96. 03254 Pembesaran Rencana Usaha yang Sesuai Dengan Laporan Keglaté_ri‘_lJ—s‘éha Sesuai dengan |1. Skala Usaha
Crustacea Air meliputi: Ketentuan (LKU);dan ketentuan Menengah dan
Payau . Lembaga OSS S ! Kementerian/ Besar
1. rencana kegiatan Memiliki sertifikat Cara Lembaga
usaha; Budidaya lkan yang Baik. & 2. Risiko
2. rencana tahapan ’l;/liineingah
kegiatan; g8
3. rencana teknologi -
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Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
yang digunakan;
4. sarana usaha
yvang dimiliki;
S. rencana
pengadaan sarana
usaha;
6. rencana  volume
produksi setiap
tahapan kegiatan,;
dan
7. rencana
pembiayaan.
97. 03255 Pembesaran - - Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan (1. Skala Usaha
Tumbuhan Air (LKU);dan ketentuan Mikro dan Kecil
Payau Penerapan Cara Budidaya E:rrrrllg;ltzrlan/ 2. Risiko
Ikan yang Baik. £ Menengah
Rendah
98. 03255 Pembesaran Rencana Usaha yang Sesuai Dengan Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan (1. Skala Usaha
Tumbuhan Air meliputi: Ketentuan (LKU);dan ketentuan Menengah dan
Payau . Lembaga OSS e . Kementerian/ Besar
1. rencana kegiatan Memiliki sertifikat Cara
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Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
usaha; Budidaya [kan yang Baik. Lembaga 2. Risiko
2. rencana tahapan ’l;‘/{(relne?gah
kegiatan, &8
3. rencana teknologi
yang digunakan;
4. sarana usaha
yang dimiliki;
5. rencana
pengadaan sarana
usaha;
6. rencana  volume
produksi setiap
tahapan kegiatan;
dan
7. rencana
pembiayaan.
99. 03259 Budidaya Biota - - 1. Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan [1. Skala Usaha
Air Payau Lainnya (LKU});dan ketentuan Mikro dan Kecil
Kementerian/
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Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

kegiatan,;

3. rencana teknologi
yang digunakan;

4. sarana usaha
yang dimiliki;

5. rencana
pengadaan sarana

usaha;

6. rencana volume
produksi setiap
tahapan kegiatan;
dan

No. h Pemenuhan B h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Berusaha Persyaratan erusaha Kewajiban
Penerapan Cara Budidaya Lembaga 2. Risiko
[kan yang Baik. Menengah
Rendah
100. 03259 Budidaya Biota Rencana Usaha yang Sesuai Dengan Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan (1. Skala Usaha
Air Payau Lainnya | meliputi: Ketentuan (LKU});dan ketentuan Menengah dan
1. rencana kegiatan Lembaga OSS Memiliki sertifikat Cara Ilf:rrnnggtzrlan/ Besar
usaha; Budidaya lkan yang Baik.- g 2. Risiko
2. rencana tahapan Menepgah
Tinggi
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Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
7. rencana
pembiayaan.
101. 03261 Jasa Sarana - - Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan |{1. Skala Usaha
Produksi (LKU);dan ketentuan Mikro, Kecil,
Budidaya lkan Air Penerapan Cara Budidaya Kementerian/ Menengah, dan
Payau . Lembaga Besar
Ikan yang Baik.
2. Risiko
Menengah
Rendah)
102. 03262 Jasa Produksi - - Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan |{I. Skala Usaha
Budidaya Ikan Air (LKU);dan ketentuan Mikro, Kecil,
Payau Penerapan Cara Budidaya Kementerian/ Menengah, dan
. Lembaga Besar
Ikan yang Baik.
2. Risiko
Menengah
Rendah)
103. 03263 Jasa Pasca Panen - - Laporan Kegiatan Usaha Sesuai dengan |1. Skala Usaha
Budidaya lkan Air (LKU);dan ketentuan Mikro, Kecil,
Payau Penerapan Cara Budidaya Kementerian/ Menengah, dan
. Lembaga Besar
Ikan yang Baik.
2. Risiko
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Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

3. Menyampaikan

informasi:

a. pelabuhan
muat;

b. pelabuhan
pangkalan; dan

c. ukuran kapal.

4. Perjanjian kerja
sama antara pemilik
kapal pengangkut
ikan dengan pemilik
kapal penangkap
ikan yang tidak
dalam satu

dari Kapal Penangkap lkan
kepada Pelabuhan
Pangkalan;

Mengaktifkan transmiter
sistem pemantauan kapal
perikanan, bagi kapal
berukuran di atas 5 GT
dan beroperasi di atas 12
Mil Laut;

Memiliki Sertifikat Cara
Penanganan Ikan vyang
Baik;

Memperkerjakan awak
kapal perikanan yang wajib
dilengkapi dengan

Perjanjian Kerja Laut (PKL)

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
Menengah
Rendah
104. 50133 Angkutan Laut 1. Surat Izin Usaha | Sesuai Ketentuan Melaporkan hasil | Sesuai dengan Usaha Kecil,
Dalam Negeri Perikanan Lembaga OSS pengangkutan ikan dengan | ketentuan Menengah, dan
untuk Barang menyerahkan salinan Log | Kementerian/ Besar
Khusus 2. Buku Kapal Book Penangkapan Ikan | Lembaga
Perikanan Risiko Tinggi
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

[I.1.A.61

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

Kapal Pengangkut
ikan hidup dengan
pembudidaya ikan,

kecuali Kapal
Pengangkut [kan
Hidup untuk
mengangkut  hasil
pembudidayaan

e. Sertifikat Keterampilan
Penanganan lkan,;

f. Sertifikat Rating Awak
Kapal Perikanan;

g. Sertifikat Perawatan
Mesin Kapal Perikanan;
dan

No. Pemenuhan Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Berusaha Persyaratan Berusaha Kewajiban
kesatuan usaha dan harus memiliki
perikanan tangkap dokumen/sertifikat
untuk kapal kompetensi sesuai
pengangkut ikan jabatannya, yaitu:
yang akgn a. Buku Pelaut Awak Kapal
melakukan alih .
. Perikanan;

muat (Transhipment)
kecuali dalam satu b. Sertifikat Ahli Nautika
kesatuan Kapal Perikanan
manajemen  usaha (ANKAPIN);
perikanan tangkap; c. Sertifikat Ahli Teknika

5. Perjanjian kerja Kapal Perikanan
sama pengangkutan (ATKAPIN);
antara  pengelola d. Sertifikat BST-F;
dan/atau pemilik
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PRESIDEN
REPUBLIK

II.1.A.62

INDONESIA

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
Ikan milik sendiri h. Sertifikat Refrigasi
yang akan Penyimpanan lkan;dan
melakukan . Memiliki Persetujuan
pengangkutan ikan :
hidun:-dan Berlayar membuat Berita
paa Acara Alih
6. Membayar biaya Muatan/ Transhipment
PNBP atau retribusi Declaration setiap
daerah. melakukan Alih
Muatan/ Transhipment.

105. 50133 Angkutan Laut - Sesuai Ketentuan Menyampaikan informasi: Sesuai dengan Usaha Mikro
Dalam Negeri Lembaga OSS a. pelabuhan Pangkalan ketentuaq Risiko
untuk Barang Kementerian/

Khusus b. ukuran Kapal Lembaga Menengah
’ Rendah
Memiliki Buku Kapal
Perikanan;
Memiliki Persetujuan
Berlayar;
Melaporkan hasil

pengangkutan ikan dengan
menyerahkan salinan Log
Book Penangkapan Ikan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESI|IA
I[I.1.A.63
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
dari Kapal Penangkap [kan
kepada Pelabuhan
pangkalan;dan
Memiliki Sertifikat
Kecakapan Nelayan bagi
nakhoda.
106. 50222 Angkutan Sungai |1. Surat Izin Usaha | Sesuai Ketentuan Melaporkan kegiatan usaha | Sesuai dengan Usaha Kecil
dan Danau Untuk Perikanan; Lembaga OSS pengangkutan ikan kepada | ketentuan dan
Barang Khusus 2 Buku Kapal petugas;dan Eeerrrrllte);xtzrlan / Menengah
Perikanan; Memiliki  Sertifikat Cara & Risiko Tinggi
3. Menyampaikan EZ?E nganan  lkan  yang
informasi ukuran )
kapal,
4. Membayar retribusi
daerah.
107. 50222 Angkutan Sungai - Sesuai Ketentuan Menyampaikan informasi | Sesuai dengan Usaha  Mikro
dan Danau Untuk Lembaga OSS Ukuran Kapal;dan ketentuan Risiko
Barang Khusus Memiliki Buku Kapal E:rrrrllgztznan/ Menengah
Perikanan melaporkan & Rendah
kegiatan usaha
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

II.1.A.64

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

beroperasi  di
laut lepas dan
akan

kapal perikanan yang wajib
dilengkapi dengan
Perjanjian Kerja Laut dan

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
pengangkutan ikan kepada
petugas.
108. 50142 Angkutan Laut Surat Izin Usaha | Sesuai Ketentuan Melaporkan hasil | Sesuai dengan Usaha Kecil,
Luar Negeri untuk Perikanan; Lembaga OSS pengangkutan ikan dengan | ketentuan Menengah, dan
Barang Khusus menyerahkan salinan Log | Kementerian/ Besar
Buku Kapal
Perikanan: Book Penangkapan Ikan | Lembaga Risiko Tineei
’ dari Kapal Penangkap lkan g8
Menyampaikan kepada Pelabuhan kapal
informasi: pangkalan; pengangkut
a. pelabuhan Mengaktifkan transmiter yang
. . melakukan
negara tujuan sistem pemantauan kapal .
. . Transhipment
ekspor; perikanan, bagi kapal .
. di laut Ilepas
berukuran di atas 5 GT
b. pelabuhan . hanya boleh
dan beroperasi di atas 12 ;
pangkalan; Mil Laut: bekerja sama
K Lapal: ’ dengan  kapal
uxuran kapat, Memiliki  Sertifikat Cara penangkap
d. daftar negara Penanganan Ikan vyang ikan rawai tuna
tujuan, bagi Baik;
yang akan Memperkerjakan awak
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REPUBLIK INDONESIA
[I.1.A.65
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
mendaratkan harus memiliki
hasil dokumen/sertifikat
tangkapan di kompetensi sesuai
negara lain jabatannya, yaitu:
yang a. Buku Pelaut Awak Kapal
merupakan . .
Perikanan;
negara anggota
RFMO pada b. Sertifikat Ahli Nautika
wilayah RFMO Kapal Perikanan
yang sama (ANKAPIN);

4. Perjanjian kerja c. Sertifikat Ahli Teknika
sama antara Kapal Perikanan
pemilik kapal (ATKAPIN);
pengangkut  ikan d. Sertifikat BST-F;
dengan pemilik
kapal penangkap e. Sertifikat Keterampilan
itkan yang tidak Penanganan lkan;
dalam satu f. Sertifikat Rating Awak
kesatuan usaha .

. Kapal Perikanan;
perikanan tangkap
untuk kapal g. Sertifikat Perawatan
pengangkut ikan Mesin Kapal Perikanan;
yang akan dan
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5. Perjanjian

(Transhipment)
kecuali dalam satu
kesatuan
manajemen usaha
perikanan tangkap;

kerja
sama pengangkutan
antara pengelola
dan/atau pemilik
Kapal Pengangkut
ikan hidup dengan
pembudidaya ikan,

kecuali Kapal
Pengangkut fkan
Hidup untuk
mengangkut  hasil
pembudidayaan
I[kan milik sendiri
vang akan
melakukan

pengangkutan ikan

Memiliki
Berlayar;

Persetujuan

Membuat Berita Acara Alih
Muatan/ Transhipment

Declaration setiap
melakukan Alih
Muatan/ Transhipment;dan

Menerima penempatan
pemantau di atas kapal
sesuai ketentuan RFMOs,
untuk kapal pengangkut
yang melakukan alih
muatan/ Transhipment  di
laut lepas.

£
);.’;
el
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[I.1.A.66
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. B h Pemenuhan B h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusaha Persyaratan erusahia Kewajiban

melakukan alih h. Sertifikat Refrigasi
muat Penyimpanan lkan.
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[I.1.A.67

Bidang Usaha

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

3. Menyampaikan
informasi:

a. daerah
penangkapan
ikan;

b. alat
penangkapan
ikan;

c. pelabuhan
pangkalan;

d. ukuran

Pelabuhan pangkalan;

Mengaktifkan transmiter
sistem pemantauan kapal
perikanan, bagi kapal
berukuran di atas 5 GT
dan beroperasi di atas 12
Mil Laut;

Memiliki  Sertifikat Cara
Penanganan Ikan yang
Baik;

Memperkerjakan awak

kapal perikanan yang wajib
dilengkapi dengan

Persyaratan Perizinan
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
hidup
6. Membayar biaya
PNBP atau retribusi
daerah.
109. 03111 Penangkapan 1. Surat Izin Usaha | Sesuai Ketentuan Melaporkan hasil | Sesuai dengan Usaha Kecil,
Pisces/lkan Perikanan; Lembaga OSS tangkapan ikan dengan | ketentuan Menengah, dan
Bersirip di Laut 5 Buku Kapal r;leenr;grllsi{a anL;)}gan keB:é);c E:rr:g;ltznan/ Besar
Perikanan; gxap p g Risiko Tinggi
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beroperasi di laut
lepas dan akan

jabatannya, yaitu:

mendaratkan a. Buku Pelaut Awak Kapal
hasil tangkapan Perikanan;
d;n nesar La; b. Sertifikat Ahli Nautika
311 eggra arlljggo ta Kapal Perikanan
RFMO pada (ANKAPIN);
wilayah RFMO c. Sertifikat Ahli Teknika
yang sama. Kapal Perikanan
4. Membayar biaya (ATKAPIN);
PNBP atau retribusi d. Sertifikat BST-F;
daerah. e. Sertifikat Keterampilan
Penanganan lkan;
f. Sertifikat Keterampilan
Pengoperasian Alat
Penangkapan lkan;
g. Sertifikat Rating Awak

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[I.1.A.68
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. h Pemenuhan B h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Berusaha Persyaratan erusaha Kewajiban
kapal;dan Perjanjian Kerja Laut (PKL}
tui dan harus memiliki
¢ Eeggra ujukan, dokumen/sertifikat
agl yang a<an kompetensi sesuai
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

I.1.A.69

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

Kapal Perikanan;

h. Sertifikat Perawatan
Mesin Kapal Perikanan;
dan

i. Sertifikat Refrigasi
Penyimpanan [kan.

Memiliki

Berlayar;

Persetujuan

Membuat Berita Acara Alih
Muatan/ Transhipment
Declaration setiap
melakukan Alih
Muatan/ Transhipment;dan

Membayar biaya
penempatan pemantau di
atas kapal regional ke
RFMOs, untuk Kapal
penangkap ikan yang
melakukan alih
muatan/ Transhipment  di
laut lepas.
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.1.A.70
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
110. 03111 Penangkapan - - Menyampaikan informasi: Sesuai dengan | 1. Usaha Mikro
Hscgs/ ”‘?” a. Daerah Penangkapan ketentuaq Risiko
Bersirip di Laut Ikan: Kementerian/
’ Lembaga Menengah Rendah
b. Alat Penangkapan lkan;
c. Pelabuhan Pangkalan;
d. Ukuran Kapal.
Memiliki Buku Kapal
Perikanan;
Memiliki Persetujuan
Berlayar;
Melaporkan hasil
tangkapan ikan kepada
Pelabuhan pangkalan;dan
Memiliki Sertifikat
Kecakapan Nelayan bagi
nakhoda.
111. 03112 | 7Fénangkapan 1. Surat Izin Usaha | Sesuai Ketentuan Melaporkan hasil | Sesuai dengan | 1. Usaha Kecil,
Crustacea di Laut Perikanan Lembaga OSS tangkapan ikan dengan | ketentuan Menengah, dan
77777 5 Buku Kapal mengisi Log Book | Kementerian/ Besar
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PRESIDEN
REPUBLIK

IM1.A.71

INDONESHA

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

4. Membayar

3. Menyampaikan

informasi:

a. daerah
penangkapan
ikan;

b. alat
penangkapan
ikan;

c. pelabuhan
pangkalan;

d. ukuran kapal

PNBP
retribusi daera.

biaya
atau

Pelabuhan pangkalan;

Mengaktifkan transmiter
sistem pemantauan kapal
perikanan, bagi kapal
berukuran di atas 5 GT
dan beroperasi di atas 12
Mil Laut;

Memiliki Sertifikat Cara
Penanganan Ikan yang
Baik;

Memperkerjakan awak
kapal perikanan yang wajib
dilengkapi dengan
Perjanjian Kerja Laut (PKL)
dan harus memiliki
dokumen/sertifikat
kompetensi sesuai
jabatannya, yaitu:

a. Buku Pelaut Awak

Kapal Perikanan;

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
Perikanan Penangkapan lkan kepada | Lembaga 2. Risiko Tinggi
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

.1.A.72

Jangka Waktu Jangka Waktu

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan Kewajiban Perizinan

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI rus Persyaratan Kewajiban

b. Sertifikat Ahli Nautika
Kapal Perikanan
(ANKAPIN);

c. Sertifikat Ahli Teknika
Kapal Perikanan
(ATKAPIN);

d. Sertifikat BST-F;

e. Sertifikat Keterampilan
Penanganan lkan;

f.  Sertifikat Keterampilan
Pengoperasian Alat
Penangkapan lkan;

g. Sertifikat Rating Awak
Kapal Perikanan;

h. Sertifikat Perawatan
Mesin Kapal
Perikanan; dan

i.  Sertifikat Refrigasi
Penyimpanan lkan.

S. Memiliki Persetujuan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I[I.1.A.73
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI sa Persyaratan Kewajiban
Berlayar
Membuat Berita Acara Alih
Muatan/ Transhipment
Declaration setiap
melakukan Alih
Muatan/ Transhipment.
112. 03112 Penangkapan - Menyampaikan informasi: Sesuai dengan |1. Usaha Mikro
Crustacea di Laut a. Daerah  Penangkapan ketentuaq 2. Risiko Menengah
Kementerian/
Ikan; Rendah
Lembaga

b. Alat Penangkapan lkan;
c. Pelabuhan Pangkalan;

d. Ukuran Kapal.

Memiliki Buku Kapal
Perikanan;

Memiliki Persetujuan
Berlayar;

Melaporkan hasil
tangkapan ikan kepada

Pelabuhan pangkalan;dan
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PRESIDEN
REPUBLIK

II.1.A.74

INDONESIA

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

3. Menyampaikan
informasi:

a. daerah
penangkapan
ikan;

b. alat
penangkapan
ikan;

c. pelabuhan
pangkalan;

d. ukuran kapal;

4. Membayar
PNBP

biava
atau

Pelabuhan pangkalan;

Mengaktifkan transmiter
sistem pemantauan kapal
perikanan, bagi kapal
berukuran di atas 5 GT
dan beroperasi di atas 12
Mil Laut;

Memiliki
Penanganan
Baik;

Cara
yang

Sertifikat
Ikan

Memperkerjakan awak
kapal perikanan yang wajib
dilengkapi dengan
Perjanjian Kerja Laut (PKL)
dan harus memiliki

No. h Pemenuhan B h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Berusaha Persyaratan erusaha Kewajiban
Memiliki Sertifikat
Kecakapan Nelayan bagi
nakhoda.
113. 03113 Penangkapan 1. Surat Izin Usaha | Sesuai Ketentuan Melaporkan hasil | Sesuai dengan |1. Usaha Kecil,
Mollusca di Laut Perikanan Lembaga OSS tangkapan ikan dengan | ketentuan Menengah, dan
2 B Kapa TN o oo | Kementerian/ | Besar
Perikanan grap p g . Risiko Tinggi
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.75
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. B h Pemenuhan B h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusaha Persyaratan erusaha Kewajiban
retribusi daerah dokumen/sertifikat

kompetensi sesuai

jabatannya, yaitu:

a. Buku Pelaut Awak
Kapal Perikanan;

b. Sertifikat Ahli Nautika
Kapal Perikanan
(ANKAPIN);

c. Sertifikat Ahli Teknika
Kapal Perikanan
(ATKAPIN);

d. Sertifikat BST-F;

e. Sertifikat Keterampilan
Penanganan lkan;

f. Sertifikat Keterampilan
Pengoperasian Alat
Penangkapan Ikan;

g. Sertifikat Rating Awak
Kapal Perikanan,;

h. Sertifikat Perawatan
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b. alat penangkapan ikan
c. elabuhan pangkalan
d. ukuran kapal

Memiliki Buku
Perikanan;

Kapal

4."
£
g
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.76
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban

Mesin Kapal Perikanan;
dan

i. Sertifikat Refrigasi
Penyimpanan Ikan.

Memiliki Persetujuan

Berlayar;dan

Membuat Berita Acara Alih

Muatan/ Transhipment

Declaration setiap

melakukan Alih

Muatan/ Transhipment.

114. 03113 Penangkapan - - Menyampaikan informasi: Sesual dengan |1. Usaha Mikro
Mollusca di Laut a. daerah penangkapan ketentuaq 2. Risiko Menengah
. Kementerian/
ikan Rendah
Lembaga
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PRESIDEN
REPUBLIK

II.1.A.77

INDONESIA

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

3. Menyampaikan

informasi:

a. daerah
penangkapan
ikan;

b. alat

penangkapan
ikan;

Pelabuhan pangkalan;

Mengaktifkan transmiter
sistem pemantauan kapal
perikanan, bagi kapal
berukuran di atas 5 GT
dan beroperasi di atas 12
Mil Laut;

Memiliki  Sertifikat
Penanganan Ikan

Cara
yang

No. B h Pemenuhan B h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusaha Persyaratan erusatia Kewajiban
Memiliki Persetujuan
Berlayar;
Melaporkan hasil
tangkapan ikan kepada
Pelabuhan pangkalan;dan
Memiliki Sertifikat
Kecakapan Nelayan bagi
nakhoda.
115. 03115 Penangkapan/Pen | 1. Surat Izin Usaha | Sesuai Ketentuan Melaporkan hasil | Sesuai dengan |1. Usaha Kecil,
gambilan Perikanan Lembaga OSS tangkapan ikan dengan | ketentuan Menengah, dan
Induk/Benih lkan mengisi Log Book | Kementerian/ Besar
di Laut 2. Buku Kapal Penangkapan lkan kepada | Lembaga
Perikanan gxap p g . Risiko Tinggi
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Kapal Perikanan;

b. Sertifikat Ahli Nautika

Kapal Perikanan
(ANKAPIN);

c. Sertifikat Ahli Teknika
Kapal Perikanan
(ATKAPIN);

d. Sertifikat BST-F;

e. Sertifikat Keterampilan
Penanganan lkan;

o
g
e
a
I’ﬂ.}
2
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.78
N Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
o. B h Pemenuhan B h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusana Persyaratan erusanha Kewajiban
c. elabuhan Baik;
pangkalan; Memperkerjakan awak
d. ukuran kapal; kapal perikanan yang wajib
. dilengkapi dengan
4 r;ll\(;]anP})ayar b;?gi Perjanjian Kerja Laut (PKL)
retribusi daerah dan harus memiliki
dokumen/sertifikat
kompetensi sesual
jabatannya, yaitu:
a. Buku Pelaut Awak
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.79
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban

f. Sertifikat Keterampilan
Pengoperasian Alat
Penangkapan lkan;

g. Sertifikat Rating Awak
Kapal Perikanan;

h. Sertifikat Perawatan
Mesin Kapal Perikanan;
dan

i. Sertifikat Refrigasi
Penyimpanan lkan.

Memiliki Persetujuan

Berlayar;dan

Membuat Berita Acara Alih

Muatan/ Transhipment

Declaration setiap

melakukan Alih

Muatan/ Transhipment.

116. 03115 Penangkapan/ - - Menyampaikan informasi: Sesuai dengan |1. Usaha Mikro
Pengambilan ketentuan ..
Induk,/Benih Ikan a. _daer.ah penangkapan Kementerian / 2. Risiko Menengah

ikan; Rendah
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&

N
O
.
4.*‘
5"
L0
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
11.1.A.80
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
di Laut b. alat penangkapan ikan; | Lembaga
c. pelabuhan pangkalan,
d. ukuran kapal.
Memiliki Buku Kapal
Perikanan;
Memiliki Persetujuan
Berlayar;
Melaporkan hasil
tangkapan ikan kepada
Pelabuhan pangkalan;dan
Memiliki Sertifikat
Kecakapan Nelayan bag
nakhoda.
117. 03116 Penangkapan Surat Izin Usaha | Sesuai Ketentuan Melaporkan hasil { Sesuai dengan |1. Usaha Kecil,
Echinodermata di Perikanan; Lembaga OSS tangkapan ikan dengan | ketentuan Menengah, dan
Laut mengisi Log Book | Kementerian/ Besar
Buku Kapal
Perikanan: Penangkapan Ikan kepada | Lembaga 9 Risiko Tineei
ot ’ Pelabuhan pangkalan; - RISIKO g8
Mellyampalkan Mengaktifkan transmiter
informasi: .
sistem pemantauan kapal
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I1.1.A.81

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban

a. daerah perikanan, bagi kapal
penangkapan berukuran di atas 5 GT
ikan; dan beroperasi di atas 12

b, alat Mil Laut;
penangkapan Memiliki  Sertifikat Cara
ikan; Penanganan Ikan yang

c. pelabuhan
pangkalan;

d. ukuran kapal,

4. Membayar biaya

PNBP atau
retribusi daerah.

Baik;

Memperkerjakan awak
kapal perikanan yang wajib
dilengkapi dengan
Perjanjian Kerja Laut (PKL)
dan harus memiliki
dokumen/sertifikat

kompetensi sesuai

jabatannya, yaitu:

a. Buku Pelaut  Awak
Kapal Perikanan;

b. Sertifikat Ahli Nautika
Kapal Perikanan
(ANKAPIN);

c. Sertifikat Ahli Teknika

SK No 043314 C
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II.1.A.82
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. B h Pemenuhan B h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusana Persyaratan erusanha Kewajiban
Kapal Perikanan
(ATKAPIN};
d. Sertifikat BST-F;
e. Sertifikat Keterampilan
Penanganan lkan;
f. Sertifikat Keterampilan
Pengoperasian Alat
Penangkapan lkan;
g. Sertifikat Rating Awak
Kapal Perikanan;
h. Sertifikat Perawatan
Mesin Kapal Perikanan;
dan
i.  Sertifikat Refrigasi
Penyimpanan Ikan.
5. Memiliki Persetujuan
Berlayar;dan
6. Membuat Berita Acara Alih
Muatan/ Transhipment
Declaration setiap
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II.1.A.83
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Janghka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
melakukan Alih
Muatan/ Transhipment.
118. 03116 Penangkapan - - Menyampaikan informasi: Sesuai dengan |1. Usaha Mikro
Echinodermata di a. daerah penangkapan ketentuag 2. Risiko Menengah
Laut . Kementerian/
ikan; Rendah
Lembaga

b. alat penangkapan ikan;
c. pelabuhan pangkalan;

d. ukuran kapal.

Memiliki Buku Kapal
Perikanan;

Memiliki Persetujuan
Berlayar;

Melaporkan hasil
tangkapan 1kan kepada
Pelabuhan pangkalan;dan
Memiliki Sertifikat
Kecakapan Nelayan bagi
nakhod.
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[I.1.A.84

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu B

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

3. Menyampaikan
informasi:

a. daerah
penangkapan
ikan;

b. alat
penangkapan
ikan;

c. pelabuhan
pangkalan;

d. ukuran kapal;

4. Membayar biaya
PNBP atau
retribusi daerah

Pelabuhan pangkalan;

Mengaktifkan transmiter
sistem pemantauan kapal
perikanan, bagi kapal
berukuran di atas S5 GT
dan beroperasi di atas 12
Mil Laut;

Memiliki  Sertifikat Cara
Penanganan Ilkan yang
Baik;

Memperkerjakan awak
kapal perikanan yang wajib
dilengkapi dengan
Perjanjian Kerja Laut (PKL)
dan harus memiliki
dokumen/sertifikat
kompetensi sesuai

jabatannya, yaitu:

No. Pemenuhan Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Berusaha Persyaratan Berusaha Kewajiban
119. 03117 Penangkapan 1. Surat Izin Usaha | Sesuai Ketentuan Melaporkan hasil | Sesuai dengan [1. Usaha Kecil,
Coelenterata di Perikanan Lembaga OSS tangkapan ikan dengan | ketentuan Menengah, dan
Laut mengisi Log Book | Kementerian/ Besar
2. Buku Kapal Penangkapan lkan kepada | Lembaga
Perikanan . Ristko Tinggi
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[1.1.A.85

Bidang Usaha Jangka Waktu Jangka Waktu

Persyaratan Perizinan Kewajiban Perizinan
h Pemenuhan B h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Berusaha Persyaratan erusafia Kewajiban

a. Buku Pelaut Awak
Kapal Perikanan;

b. Sertifikat Ahli Nautika

Kapal Perikanan
(ANKAPIN);

c. Sertifikat Ahli Teknika
Kapal Perikanan
(ATKAPIN);

d. Sertifikat BST-F;

e. Sertifikat Keterampilan
Penanganan lkan;

f. Sertifikat Keterampilan
Pengoperasian Alat
Penangkapan lkan;

g. Sertifikat Rating Awak
Kapal Perikanan;

h. Sertifikat Perawatan
Mesin Kapal Perikanan;
dan

1. Sertifikat Refrigasi

SK No 043310 C
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b. alat penangkapan ikan;
c. pelabuhan pangkalan;

d. ukuran kapal.

Memiliki Buku Kapal
Perikanan,;

Memiliki Persetujuan
Berlayar;

Melaporkan hasil

a)
2,
O3
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.86
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
Penyimpanan Ilkan.
Memiliki Persetujuan
Berlayar;dan
Membuat Berita Acara Alih
Muatan/ Transhipment
Declaration setiap
melakukan Alih
Muatan/ Transhipment.
120. 03117 Penangkapan - - Menyampaikan informasi: Sesuai dengan |1. Usaha Mikro
Coelenterata Di a. daerah penangkapan ketentuaq 2. Risiko Menengah
Laut . Kementerian/
ikan; Rendah
Lembaga
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Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

b. alat penangkapan ikan;
c. pelabuhan pangkalan;

d. ukuran kapal.

Memiliki Buku Kapal
Perikanan;

Memiliki Persetujuan
Berlayar;

Melaporkan hasil
tangkapan ikan kepada

Pelabuhan pangkalan;dan

Memiliki Sertifikat

No. Berusah Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI saha Persyaratan Kewajiban
tangkapan ikan kepada
Pelabuhan pangkalan;dan
Memiliki Sertifikat
Kecakapan Nelayan bagi
nakhoda.
121. 03118 Penangkapan - - Menyampaikan informasi: Sesuai dengan |1. Usaha Mikro
Ikan Hias Laut a. daerah penangkapan iiﬁzltis?ian / 2. Risiko Menengah
1ikan; Rendah
Lembaga

SK No 043308 C
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I1.1.A.88

Bida;g Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

b. alat penangkapan ikan;
c. pelabuhan pangkalan;

d. ukuran kapal.

Memiliki Buku Kapal
Perikanan,

Memiliki Persetujuan
Berlayar;

Melaporkan hasil
tangkapan ikan kepada
Pelabuhan pangkalan;dan
Memiliki Sertifikat
Kecakapan Nelayan bagi
nakhoda.

No. B h Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusana Persyaratan Kewajiban
Kecakapan Nelayan bagi
nakhoda.
122. 03119 Penangkapan - - Menyampaikan informasi: Sesuai dengan |1. Usaha Mikro
?}(}Jta 1?1r Lainnya a. daerah penangkapan Eztrirelgiszan / 2. Risiko Menengah
hau ikan; Rendah
Lembaga
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[1.1.A.89
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
123. 03121 Penangkapan 1. Surat Izin Usaha | Sesuai Ketentuan | 1. Melaporkan hasil | Sesuai dengan |1. Usaha Kecil,
Pisces/lkan Perikanan; Lembaga OSS tangkapan ikan dengan | ketentuan Menengah, dan
Bers.lrlp di 9 Buku Kapal mengisi Log Book | Kementerian/ Besar
Perairan Darat . Penangkapan lkan kepada | Lembaga .. . .
Perikanan; . 2. Risiko Tinggi
petugas;dan
3. Menyampaikan 2. Memiliki Sertifikat Cara
informast:
Penanganan lkan yang
a. daerah Baik.
penangkapan
ikan;
b. alat
penangkapan
ikan;
c. pelabuhan
pangkalan;
d. ukuran kapal;
4. membayar biaya
PNBP atau
retribusi daerah.
124. 03121 Penangkapan - - 1. Menyampaikan informasi: Sesuai dengan |1. Usaha Mikro
Pisces/lkan ketentuan
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REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.90
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
Bersirip di a. daerah penangkapan | Kementerian/ 2. Risiko Menengah
Perairan Darat ikan Lembaga Rendah

b. alat penangkapan ikan
c. pelabuhan pangkalan
d. ukuran kapal
Memiliki Buku Kapal
Perikanan;dan
Melaporkan hasil
tangkapan ikan dengan
mengisi Log Book
Penangkapan lkan kepada
petugas.

125. 03122 Penangkapan 1. Surat Izin Usaha | Sesuai Ketentuan Melaporkan hasil Sesuai dengan |1. Usaha Kecil,
Crustacea di Perikanan; Lembaga OSS tangkapan ikan dengan ketentuan Menengah, dan
Perairan Darat mengisi Log Book Kementerian/ Besar

2. Buku Kapal
) Penangkapan lkan kepada | Lembaga .. . .
Perikanan, . 2. Risiko Tinggi
petugas;dan
3. Menyampaikan Memiliki Sertifikat Cara
informasi:
Penanganan lkan yang
a. daerah Baik.
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II.1.A.91
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
penangkapan
ikan;
b. alat
penangkapan
ikan;
c. pelabuhan
pangkalan,;
d. ukuran kapal;
4. membayar biaya
PNBP atau
retribusi daerah.
126. 03122 Penangkapan 1. Surat Izin Usaha | Sesuai Ketentuan | 1. Menyampaikan informast: Sesuai dengan |1. Usaha Mikro
Crustacea Di Perikanan; Lembaga OSS ketentuan . .
. a. daerah penangkapan . 2. Risiko Menengah
Perairan Darat . Kementerian/
2. Buku Kapal ikan; Rendah
Perikanan; Lembaga
’ b. alat penangkapan ikan;
3 Menyamp.alkan c. pelabuhan pangkalan;
informasi:
4 daerah d. ukuran kapal;
penangkapan 2. Memiliki Buku Kapal
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INDONESIA

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
ikan; Perikanan
b. alat Melaporkan hasil
penangkapan tangkapan ikan dengan
ikan; mengisi Log Book
c. pelabuhan Pzz?nagskapan Ikan kepada
pangkalan; petugas.
d. ukuran kapal.
4. Membayar biaya
PNBP atau
retribusi daerah.
127. 03123 Penangkapan 1. Surat Izin Usaha | Sesuai Ketentuan Melaporkan hasil | Sesuai dengan |1. Usaha Kecil,
Mollusca di Perikanan; Lembaga OSS tangkapan ikan dengan | ketentuan Menengah, dan
Perairan Darat mengisi Log Book | Kementerian/ Besar
2. Buku Kapal Penangkapan lkan kepada | Lembaga
Perikanan; gxap p & . Risiko Tinggi
petugas;
3. Menyampalkan Memiliki  Sertifikat Cara
informasi:
Penanganan Ikan yang
a. daerah Baik.
penangkapan
ikan;
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II.1.A.93

REPUBLIK

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

b. alat penangkapan ikan;
c. pelabuhan pangkalan;

d. ukuran kapal;

Memiliki Buku Kapal
Perikanan;

Melaporkan hasil
tangkapan ikan dengan

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
b. alat
penangkapan
ikan;
c. pelabuhan
pangkalan;
d. ukuran kapal;
4. Membayar biaya
PNBP atau
retribusi daerah.
128. 03123 Penangkapan - - Menyampaikan informasi: Sesuai dengan |1. Usaha Mikro
Mollgsca di a. daerah penangkapan ketentuan' 2. Risiko Menengah
Perairan Darat . Kementerian/
ikan; Rendah
Lembaga

SK No 043302 C
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INDONESIA

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

3. Menyampaikan
informasi:

a. daerah
penangkapan
ikan;

b. alat
penangkapan
ikan;

c. pelabuhan
pangkalan,;

d. ukuran kapal;

biaya
atau

4. Membayar
PNBP

petugas;

Memiliki  Sertifikat Cara
Penanganan Ikan yang
Baik.

No. Pemenuhan Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Berusaha Persyaratan Berusaha Kewajiban
mengisi Log Book
Penangkapan lkan kepada
petugas.
129. 03124 Penangkapan/ 1. Surat Izin Usaha | Sesuai Ketentuan Melaporkan hasil | Sesuai dengan |1. Usaha Kecil,
Pengambilan Perikanan; Lembaga OSS tangkapan ikan dengan | ketentuan Menengah, dan
Tumbuhan Air di mengisi Log Book | Kementerian/ Besar
Perairan Darat 2. Buku Kapal Penangkapan lkan kepada | Lembaga
Perikanan; . Risiko Tinggi
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II.1.A.95
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
retribusi daerah.
130. 03124 Penangkapan/ - - Menyampaikan informasi: Sesuai dengan {1. Usaha Mikro
Pengambllan_ . a. daerah penangkapan ketentuag 2. Risiko Menengah
Tumbuhan Air di ) Kementerian/
. ikan; Rendah
Perairan Darat Lembaga
b. alat penangkapan ikan;
c. pelabuhan pangkalan;
d. ukuran kapal,
Memiliki Buku Kapal
Perikanan;
Melaporkan hasil
tangkapan ikan dengan
mengisi Log Book
Penangkapan lkan kepada
petugas.
131. 03125 Penangkapan/ - - Menyampaikan informasi: Sesuai dengan | 1. Usaha Mikro
Pengambilan ketentuan . .
Induk/Benih Ikan a. fiaerah penangkapan Kementerian / 2. Risiko Menengah
. . ikan; Rendah
di Perairan Darat Lembaga
b. alat penangkapan ikan;
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INDONESIA

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
c. pelabuhan pangkalan;
d. ukuran kapal,
Memiliki Buku Kapal
Perikanan;
Melaporkan hasil
tangkapan ikan dengan
mengisi Log Book
Penangkapan Ikan kepada
petugas;
132. 03125 Penangkapan/ Surat Izin Usaha | Sesuai Ketentuan Melaporkan hasil | Sesuai dengan |1. Usaha Kecil,
Pengambilan Perikanan; Lembaga OSS tangkapan ikan dengan | ketentuan Menengah, dan
Induk/Benih lkan mengisi Log Book | Kementerian/ Besar
. . Buku Kapal
di Perairan Darat . Penangkapan lkan kepada | Lembaga . . .
Perikanan; . . Risiko Tinggi
petugas;
Menyampaikan Memiliki  Sertifikat Cara
informasi:
Penanganan lkan yang
a. daerah Baik.
penangkapan
ikan;
b. alat
penangkapan

SK No 043299 C




o

3

RIS

P&

2

PRESIDEN
REPLBLIK

I1.1.A.97

INDONESIA

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

b. alat penangkapan ikan;
c. pelabuhan pangkalan;

d. ukuran kapal;

Memiliki Buku Kapal
Perikanan;

Melaporkan hasil
tangkapan ikan dengan
mengisi Log Book

Penangkapan Ikan kepada

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
ikan;
c. pelabuhan
pangkalan;
d. ukuran kapal,
4. Membayar biaya
PNBP atau
retribusi daerah.
133. 03126 Penangkapan - - Menyampaikan informasi: Sesuai dengan |1. Usaha Mikro
i)l;arzirHalgsDc:rat a. daerah penangkapan Ez‘ﬁl{cl:i:gan / 2. Risiko Menengah
ikan; Rendah
’ Lembaga
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[I.1.A.98
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
petugas.
134. 03129 Penangkapan - - Menyampaikan informasi: Sesuai dengan |1. Usaha Mikro
B.lOta A.lr Lainnya a. daerah penangkapan ketentuan' 2. Risiko Menengah
di Perairan Darat . Kementerian/
ikan; Rendah
Lembaga
b. alat penangkapan ikan;
c. pelabuhan pangkalan,;
d. ukuran kapal;
Memiliki Buku Kapal
Perikanan;
Melaporkan hasil
tangkapan ikan dengan
mengisi Log Book
Penangkapan lkan kepada
petugas.
135. | 36001 Penampungan, 1. Dokumen studi Sesuai Ketentuan | 1. Menyampaikan laporan Sesual dengan | 1. Skala usaha
Penjernihan dan kelayakan teknis; Lembaga OSS kegiatan; Ketentuan Mikro, Kecil,
Eﬁiﬁar;uran Alr 2. Dokumen rencana 2. Memperbaiki lingkungan E;rnng;tzrlan/ l}\gA:srl;rngah dan
rinci (DED); Jika terjadi kerusakan &
B 3 Metode secepat mungkin; 2. Risiko
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[1.1.A.99

Jangka Waktu Jangka Waktu

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan Kewajiban Perizinan

No. Pemenuhan Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Berusaha Persyaratan Berusaha Kewajiban
pengambilan air 3. Pelibatan masyarakat Menengah
laut; lokal; Tinggi
4. Dokumen Upaya 4. Memberikan akses
Pengelolaan masyarakat untuk
Lingkungan Hidup berusaha dan
(UKL) dan Upaya beraktivitas sesuai
Pemantauan dengan kebutuhan.
Lingkungan Hidup
(UPL);

Persyaratan Khusus
Usaha:

1. Dokumen
kelayakan teknis
kegiatan, yang
terdiri atas data
dan informasi
kawasan dan
kelayakan teknis
kegiatan
pemanfaatan ALSE;
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No.

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

£
%
ey
PRESIDEN
REPUBLIK
[I.1.A.100
Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

a. Data dan Informasi
Kawasan:

1) Letak Geografis
dan
Administrasi;

2) Kondisi
Hidrooseano-
grafi;

3) Kondisi
Ekosistem
Perairan;

4) Kondisi Sosial
Ekonomi;

5) Pemanfaatan
Eksisting
Perairan.

b. Kelayakan Teknis
Kegiatan
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PRESIDEN

[I.1.A.101

INDONESIA

Bidang Usaha

No.

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

Pemanfaatan ALSE,
yang terdiri atas
beberapa aspek:

1) Aspek Analisis
Kelayakan Usaha:

a) perhitungan
kelayakan
usaha;

b) biaya investasi
lahan;

c) biaya
pembangunan

d) perkiraan
pendapatan
tarif (revenue);
dan

e} proyeksi
perkiraan
besaran tarif.

2) Aspek Pasar dan

SK No 043294 C
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[I.1.A.102

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan

Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

3)

Pemasaran;
a) tujuan pasar;

b) tren
perkembangan
permintaan
produk pada
masa yang
lampau;
dan

c) proyeksi
permintaan
produk di masa
yang akan
datang.

Aspek Lingkungan
Hidup:

Simulasi modelling
untuk pengambilan
dan pembuangan
air laut yang sesuai
karakteristik lokasi.

SK No 043293 C
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1I.1.A.103

Jangka Waktu Jangka Waktu
Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan Kewajiban Perizinan

4) Aspek Teknis dan
Teknologi:

a) kapasitas
produksi yang
direncanakan

b) metode
pengambilan/p
emanfaatan air
laut selain
energi;

c) metode
pengoperasian
meliputi waktu
operasional
dan intensitas
pemanfaatan;

d) metode
perawatan dan
perbaikan
instalasi,
prasarana dan

SK No (043292 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I1.1.A.104

Bidang Usaha

Kode KBLI Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

sarana;

e} jumlah dan
sumber bahan
baku dan
pendukung;

f) jenis teknologi
yang
digunakan,
dan

g) biaya produksi.

5) Aspek Sosial dan
Ekonomi melalui
pelibatan
masyarakat
setempat dalam
kegiatan
pemanfaatan ALSE;

6) Aspek Pengelolaan;

a) jumlah dan
kualifikasi
tenaga kerja

SK No 043291 C
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[1.1.A.105
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. B h Pemenuhan B h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusaha Persyaratan erusaha Kewajiban
yang
digunakan;
dan
b) sumber
pengadaan
tenaga kerja
tersebut.

7) Aspek Usulan
Biaya Operasional
dan Pemeliharaan:

a)

b)

d)

perkiraan biaya
operasional;

biaya
operasional
dan
maintenance,

biaya
depresiasi; dan

biaya umum
dan

SK No 043290 C
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[I.1.A.106

No.

Bidang Usaha

Kode KBLI Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

administrasi.

2. Dokumen rencana

memuat:

a. jenis
pemanfaatan air
laut selain
energi;

b. desain tata
letak:

1) skema proses
pengambilan
air laut;

2) skema proses
pembuangan
air laut; dan

3) skema proses
pengolahan/
penggunaan
air laut.

SK No 043289 C
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PRESIDEN
REPLUBLIK INDONES!IA

II.1.A.107

Bidang Usaha

No.
Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan

Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

c. kapasitas
pengambilan/
pemanfaatan air
laut:

1) debit volume
penggunaan
air laut; dan

2) debit volume
pelepasan air
sisa.

d. rencana
aktivitas setelah
berakhirnya
izin;

e. rencana
pembongkaran;

f. perencanaan
prasarana dan
sarana.

136. 36002

Penampungan
dan Penyaluran

1.

Persetujuan
lingkungan yang

Sesuai Ketentuan | 1. Menyampaikan laporan

Sesuai
Ketentuan

dengan

1.

Skala usaha
Mikro, Kecil,

SK No 043288 C
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[I.1.A.108

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

air laut.

Persyaratan Khusus
Usaha

1.

Dokumen
kelayakan teknis
kegiatan, yang
terdiri atas data
dan informasi
kawasan dan
kelayakan teknis
kegiatan
pemanfaatan ALSE.

-berusaha dan

beraktivitas sesuai
dengan kebutuhan.

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
Air Baku disertai dokumen Lembaga OSS kegiatan; Kementerian/ Menengah dan
}Xﬁlgirig)an 2. Memperbaiki lingkungan Lembaga Besar
’ jika terjadi kerusakan Risiko Tinggi
2. Dokumen studi secepat mungkin,;
kelayakan teknis: 3. Pelibatan masyarakat
3. Dokumen rencana local;
Hnet 4. Memberikan akses
4. Metode pengambilan masyarakat untuk

SK No 043287 C
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II.1.A.109
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
a. Data dan
Informasi
Kawasan:
1) Letak
Geografis
dan
Adminis-
trasi,
2) Kondisi
Hidroosea-
nografi;
3) Kondisi
Ekosistem
Perairan;
4) Kondisi
Sosial
Ekonomi;
5) Pemanfa-
atan
Eksisting

SK No 043286 C
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[I.1.A.110

Bidang Usaha

No.

Kode KBLI Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

Perairan.

b. Kelayakan
Teknis Kegiatan
Pemanfaatan
ALSE, yang
terdiri atas
beberapa aspek:

1} Aspek
Analisis
Kelayakan
Usaha:

a) Perhitu-
ngan
kelaya-
kan
usaha;

b) biaya
investast
lahan;

c) biaya

SK No 043285 C
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e) proyeksi
perkira-
an
besaran
tarif.

2) Aspek Pasar
dan
Pemasaran

a) tujuan
pasar;
b) tren per-
kemba-
ngan

2
o3
=
l‘.‘z
5‘
e
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.111
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
pemba-
ngunan;
d) perkira-
an
pendapa
tan tarif
(revenuej
; dan

SK No 043284 C
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c) proyeksi
permin-
taan
produk
di masa
yang
akan
datang.

3) Aspek
Lingkungan
Hidup
Simulasi
modelling
untuk
pengambil-

2,
4
2
gy
Dy
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[I.1.A.112
No Bidang Usaha Persyaratan Perizinan J;::xgl:{:n‘:;:;u Kewajiban Perizinan J;:Ig:a W: ktu Ket
) Kode KBLI Judul KBLI Berusaha Berusaha en}l an eterangan
o Persyaratan Kewajiban
permin-
taan
produk
pada
masa
yang
lampau;
dan
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I[I.1.A.113

No.

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

4)

an dan
pembuanga
n air laut
yang sesuai
karakteris-
tik lokasi;

Aspek
Teknis dan
Teknologi:

a) kapasitas
produksi
yang
direncana
kan;

b) metode
pengambil
an/peman
faatan air
laut selain
energi;

c) metode
pengope-
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II.1.A.114

Bidang Usaha

No.

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

rasian
meliputi
waktu
operasi-
onal dan
intensitas
pemanfa-
atan;

d) metode
perawa-
tan dan
perbaikan
instalasi,
prasara-
na dan
sarana;

e) jumlah
dan
sumber
bahan
baku dan
pendu-
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[I.1.A.115

Bidang Usaha

No.

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

kung;

f) jenis
teknologi
yang
diguna-
kan; dan

g) biaya
produksi;

h)-Aspek
Sosial dan
Ekonomi
melalui
pelibatan
masya-
rakat
setempat
dalam
kegiatan
pemanfaat
an ALSE.

5) Aspek
Pengelola-
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[I.1.A.116

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

arl.

a) jumlah
dan
kualifi-
kasi
tenaga
kerja
yang
diguna-
kan; dan

b) sumber
penga-
daan
tenaga
kerja
tersebut.

6) Aspek
Usulan
Biaya
Operasio-
nal dan
Pemeliha-

SK No 043279 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.117
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
raan
a) Perkira-
an biaya
operasio-
nal;
b) biaya
operasio-
nal dan
mainte-
nance;
c) biaya
depresi-
asi; dan
d) biaya
umum
dan
adminis-
trasi.
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.1.A.118

Bidang Usaha Jangka Waktu

Persyaratan Perizinan Kewajiban Perizinan
h Pemenuhan B h
Kode KBLI Judul KBLI Berusaha Persyaratan erusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan Keterangan
Kewajiban

memuat:

a. jenis
pemanfaatan air
laut selain
energi,;

b. desain tata

letak:

1) skema
proses
pengambi-

lan air laut;

2) skema
proses
pembua-
ngan air
laut; dan

3) skema
proses
pengola-
han/peng-
gunaan air
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.1.A.119

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan
Pemenuhan

Berusaha Berusaha
Persyaratan

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

laut.

c. kapasitas
pengambilan/
pemanfaatan air
laut:

1) debit volume
penggu-
naan air
laut; dan

2) debit volume
pelepasan
air sisa.

d. rencana
aktivitas setelah
berakhirnya
izin;

e. rencana
pembongkaran;

f. perencanaan
prasarana dan
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REPUBLIK

I1.1.A.120

INDONESIA

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

sesuai dengan

kerugian kepada

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
sarana.
137. 43120 Penyiapan Lahan 1. Izin Lokasi Sesuai Ketentuan | Pelaku usaha wajib menjamin Sesuai dengan Skala usaha
Perairan; Lembaga OSS dan memperhatikan: ketentuan Mikro, Kecil,
2.  Persetujuan 1. Keberlanjutan kehidupan Kementerian/ Menengah dan
. . Lembaga Besar
Lingkungan yang dan penghidupan
disertai dokumen masyarakat; Risiko Tinggi
lingkungan 2. Keseimbangan antara
berupa: .
kepentingan pemanfaatan

a. kegiatan dan kepentingan

Reklamasi; pelestarian fungsi

dan lingkungan pesisir dan
b kegiatan pulau-pulau kecil;

pengambilan 3. Akses kepada masyarakat

sumber menuju pantai;

material . 4. Mata pencaharian

Reklamasi. )

penduduk sebagai nelayan,
3. Izin Usaha pembudidaya ikan, dan

Pertambangan usaha kelautan dan
Operasi Produksi perikanan lainnya,;
vang diterbitkan 5. Kompensasi/ganti
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REPUBLIK INDONESIA

I1.1.A.121

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

undangan yang
dilengkapi dengan
pernyataan
kesanggupan
menyediakan
sumber material;

4. Rencana induk

reklamasi;

Studi kelayakan;

6. Rancangan detail

reklamasi,

7. Bukti kepemilikan

dan/atau
penguasaan lahan
apabila lokasi
Reklamasi
berhimpitan
dengan daratan;

Jaminan merelokasi
permukiman bagi
masyarakat yang berada
pada lokasi reklamasi; dan

Pemberdayaan masyarakat
sekitar yang terkena
dampak reklamasi.

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
ketentuan masyarakat sekitar yang
peraturan terkena dampak reklamasi;
perundang-
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II.1.A.122
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
8. Perjanjian antara
pelaku usaha dan
pemasok sumber
material;
9. Memenuhi
persyaratan
teknis; dan
10. Melakukan
pembayaran PNBP
/retribusi daerah
Perizinan
Berusaha
Pelaksanaan
Reklamasi.
138. 68111 Real Estate yang |Persyaratan Teknis: Sesuai Ketentuan Menerapkan standar Sesuai dengan | 1. Skala usaha:
dimihki sendiri Lembaga OSS Keselamatan, Kesehatan ketentuan Besar
1. Rencana Usaha . . .
atau sewa: . Kerja dan Lingkungan Kementerian/ . . . .
(teknis); 2. Risiko Tinggi.
. (K3L) Lembaga
Kegiatan .
2. Rekomendasi . . .
Pemanfaatan Memenuhi komitmen izin
. Pemanfaatan Pulau- .
Pulau-Pulau Kecil : dalam kegiatan
. . Pulau Kecil dalam
dan Perairan di ancka Penanaman Pemanfaatan Pulau-Pulau
Sekitarnya dalam rang Kecil dan Perairan di

SK No 043273 C
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

II.1.A.123

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

rangka
Penanaman
Modal Asing.

Modal Asing dari
bupati/walikota;

3. Dalam bentuk
Perseroan Terbatas.

Pertimbangan Teknis:

1. kesesuaian lokasi
dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah
(RTRW)/ Rencana
Detail Tata Ruang
{(RDTR), Rencana
Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil, atau
Rencana Zonasi
Kawasan Strategis
Nasional (KSN)/
Kawasan Strategis
Nasional Tertentu
(KSNT);

2. kesesuaian dengan

jenis kegiatan yang

Sekitarnya dalam rangka
Penanaman Modal Asing

SK No 043272 C
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REPUBLIK INDONESIA

II.1.A.124

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

4. kajian

diperbolehkan;

3. ketentuan luasan
lahan dalam
pemanfaatan pulau-
pulau kecil;

aspek
lingkungan, sosial
ckonomi dan budaya

Persyaratan Biaya:

Membayar Pendapatan
Negara Bukan Pajak
(PNBP) Sebesar 5% X
Faktor S

139. 74909

Aktifitas
Profesional,
[Imiah dan Teknis
Lainnya YTDL

1. Memiliki
Persetujuan
kesesuaian ruang di
laut;

2. Mempekerjakan
personil bersertifikat
untuk survei,

Sesuai Ketentuan
Lembaga OSS

1. Melaporkan secara berkala
setiap minggu dan laporan
akhir kegiatan pengelolaan

pengangkatan BMKT;

2. Menyiapkan sarana
penyimpanan di atas kapal

dan penyimpanan

Sesuai dengan
ketentuan
Kementerian/
Lembaga

Skala usaha
Mikro, Kecil,
Menengah dan
Besar

Risiko Tinggi

SK No 043271 C
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REPLBLIK INDONESIA

[I.1.A.125

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

pengangkatan, dan
penyelaman ilmiah;

3. Mempekerjakan
tenaga medis;

4. Memiliki SOP
Manajemen Risiko
dan langkah
implementasinya;

5. Menyediakan
asuransi bagi
personil survei,
pengangkatan, dan
penyelaman ilmiah;

6. Memiliki/ menyewa
sarana prasarana
kegiatan
pengangkatan
BMKT;

7. Menyetorkan PNBP
melalui rekening
Negara yang

sementara di darat;

. Melakukan penanganan

selama di kapal dan di
tempat penyimpanan di
darat;

. Memperhatikan ekosistem

sensitive sebelum
memasang jangkar kapal
atau loading peralatan
pengambilan BMKT.

SK No 043270 C
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REPUBLIK INDONESIA
[I.1.A.126
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
disiapkan sesuai
dengan peraturan
perundang-
undangan;
8. Menyelesaikan
pembayaran
kompensasi
ekosistem
terdampak
pengangkatan
BMKT;
9. Memiliki AMDAL.
140. 91039 Aktivitas Kawasan | 1. Proposal rencana Sesuai  Ketentuan Melaporkan pelaksanaan Sesuai dengan Usaha  Mikro,
Alam Lainnya usaha yang Lembaga OSS rencana usaha (beserta ketentuan Kecil,
memuat: analisis pendapatan dan Kementerian/ Menengah,
kondisi lingkungan, pengeluaran) setiap Lembaga Besar
rencana investasi, tahunnya; .. . .
Risiko Tinggi
rencana tata letak L
. ) Melaksanakan Perjanjian
dan detil desain, .
. Kerjasama dengan Satuan
analisis usaha, : . -
Unit Organisasi Pengelola
target pelanggan, >
o5 Kawasan Konservasi;

rencana aktivitas
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H.1.A.127

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

pariwisata, dan
rencana pengelolaan
lingkungan;

2. Tanda Daftar Usaha
Pariwisata;

3. Melakukan
pembayaran PNBP
penerbitan izin
pengusahaan sesuai
ketentuan
perundang-
undangan;

4. Persetujuan
lingkungan untuk
kegiatan
pembangunan/pe-
nempatan
infrastruktur;

5. Berita Acara
Verifikasi Lapangan;

6. Persetujuan lokasi

Melaksanakan kewajiban
sesuai dengan perjanjian
kerjasama dengan Satuan
Unit Organisasi Pengelola
Kawasan Konservasi;

Melaksanakan butir-butir
kewajiban dalam dokumen
Persetujuan Lingkungan;

Melaksanakan rencana
pengelolaan lingkungan
dan sosial-budaya-ekonomi
sekitar seperti yang
tercantum dalam
dokumen/proposal
rencana usaha;

Memiliki sertifikat usaha
terkait Pengelolaan
Pariwisata Alam;

Memiliki sertifikat
kompetensi perencanaan
pengelolaan kawasan
konservasi untuk setiap
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Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
pemanfaatan ruang SDM pengusahaan yang
dalam kawasan berhubungan langsung
konservasi. dengan aktivitas
pemanfaatan di dalam
kawasan konservasi;
8. Pelibatan masyarakat lokal
dalam pelaksanaan
kegiatan usaha;
9. Menerapkan standar
keamanan dan
keselamatan untuk
infrastruktur dan
peralatan yang
dipergunakan;
10. Membayar PNBP atas
kontribusi pemanfaatan
kawasan konservasi sesuai
ketentuan perundang-
undangan.
141. 93249 Wisata Tirta 1. Analisis kesesuaian | Sesuai Ketentuan | 1. Melakukan pelaporan Sesuai dengan 1. Skala usaha
Lainnya dan daya dukung Lembaga OSS monitoring kegiatan usaha | ketentuan Mikro, Kecil,
Kementerian/ Menengah dan
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Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

2. Dokumen Detail
Engineering Design
(DED);

3. Dokumen kelayakan
usaha yang paling
sedikit memuat:

a. analisa
keuangan;

b. analisa
operasional;

c. analisa
sumberdaya
manusia;

4. Kesanggupan untuk

melibatkan
masyarakat lokal;

5. Kesanggupan untuk
membongkar
bangunan dan

Merehabilitasi ekosistem
akibat kegiatan usaha
wisata sesuai dengan hasil
monitoring

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
kawasan; wisata secara berkala Lembaga Besar

2. Risiko Tinggi
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II.1.A.130
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Pemenuhan Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Berusaha Persyaratan Berusaha Kewajiban
instalasi apabila
masa berlaku izin
telah habis dan
kegiatan usahanya
tidak dilanjutkan;
6. Dokumen Upaya

Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(UKL) dan Upaya
Pemantauan
Lingkungan Hidup
(UPL), atau
Dokumen Amdal.

142. 03151 Penangkapan/ Surat Izin Pemanfaatan | Sesuai Ketentuan Membayar PNBP berupa Sesuai dengan Skala usaha
Pengambilan lkan | Jenis lkan (SIPJI) Lembaga OSS pungutan ketentuan Mikro, Kecil,
Bersirip (Pisces) pengambilan/penangka- Kementerian/ Menengah dan
yang Dilindungi 1. Permohonan Surat pan dan pungutan . Lembaga Besar
dan/atau . perdagangan sesuai _ . .
Termasuk dalam Izm.Pemanfaatan ketentuan perundang- Risiko Tinggi
Appendiks CITES Jenis H'(a.m (SIP‘.H) undangan;

bp yang Dilindungi gan;
dan/atau Termasuk Menyampaikan laporan
kedalam Appendiks stok dan laporan realisasi
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[I.1.A.131

Bidang Usaha

No.

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

CITES Hasil
Pengambilan/
Penangkapan dari
Alam untuk
kegiatan:

a. penelitian dan
pengembangan
(termasuk untuk
kegiatan
biofarmakologi
dan bioteknologi);

b. pengembangbia-
kan;

c. perdagangan
dalam negeri;

d. perdagangan luar
negert,

e. aquaria,
f. pertukaran; atau

g. pemeliharaan

pemanfaatan secara
berkala;

Menyampaikan usulan
kuota pengambilan/
penangkapan bagi pelaku
usaha yang akan
melakukan kegiatan
pengambilan/penangka-
pan;

Menyampaikan usulan
kuota ekspor bagi pelaku
usaha yang akan
melakukan kegiatan
perdagangan luar negeri;

Menyiapkan sarana dan
prasarana pendukung
sesuai dengan jenis
kegiatan pemanfaatan;

Menyiapkan sumber daya
manusia sesuai dengan
jenis kegiatan
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II.1.A.132
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
untuk pemanfaatan;
kesenangan. 7. Menyiapkan dan
2. Proposal/Dokumen mengarsipkan dokumen
Permohonan yang legalitas asal usul
memuat: kepemilikan jenis ikan
T yang akan dimanfaatkan;
a. nama jenis ikan,
meliputi nama 8. Menyiapkan dokumen
ilmiah, nama angkut berupa Surat
umum, dan Angkut Jenis lkan Dalam
nama lokal, Negeri (SAJI-DN) dalam hal
. akan melakukan kegiatan
b. tujuan
pengangkutan antar
pemanfaaatan; . -
wilayah provinsi.
c. sarana dan 9. Menyiapkan dokumen
prasarana yang
dimiliki: angkut berupa Surat
ML Angkut Jenis lkan Luar
d. asal jenis ikan Negeri (SAJI-LN) dalam hal
yang akan akan melakukan
dimanfaatkan; pengangkutan ke luar
o sistem negeri {ekspor).
pengelolaan air 10. Menerapkan ketentuan
jika ikan yang tentang Ammal Welfare
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II.1.A.133

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

f. perhitungan
jumlah jenis ikan
yang akan
dimanfaatkan;

g. jumlah dan
kualifikasi tenaga
kerja terampil
yvang dimiliki;

h. pemahaman
terhadap status
konservasi jenis
ikan yang
dimanfaatkan.

3. Surat pernyataan

kebenaran data dan
informasi yang
disampaikan;

4. Berita Acara

11.

Mematuhi ketentuan
tentang status
perlindungan dan
pemanfaatan jenis ikan

yang dilindungi dan/atau
tercantum dalam
Appendiks CITES.

No. B h Pemenuhan B h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusafa Persyaratan erusafia Kewajiban
dimanfaatkan dalam hal melakukan
dalam kondisi kegiatan pemeliharaan dan
hidup; pengangkutan ikan hidup.
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[I.1.A.134

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

Verifikasi Lapangan;

5. Untuk pemanfaatan
dalam bentuk
perdagangan
dipersyaratkan
memiliki Surat [zin
Usaha Perdagangan
(SIUP);

6. Melakukan
pembayaran PNBP
Perizinan Berusaha
Jenis [kan yang
Dilindungi dan/atau
Termasuk kedalam
Appendiks CITES
Hasil Pengambilan/
Penangkapan dari
Alam.

143.

03152 Penangkapan/
Pengambilan
Crustacea yang
Dilindungi

Surat Izin Pemanfaatan
Jenis Ikan (SIPJI):

1. Permohonan Surat
[zin Pemanfaatan

Sesuai Ketentuan
Lembaga OSS

Membayar PNBP berupa
pungutan pengambilan/
penangkapan dan
pungutan perdagangan

Sesuali dengan
ketentuan
Kementerian/

Lembaga

Skala usaha
Mikro, Kecil,
Menengah dan
Besar
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Bidang Usaha

No.

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan

Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

dan/atau
Termasuk dalam
Appendiks CITES

Jenis [kan (SIPJI)
yang Dilindungi
dan/atau Termasuk
kedalam Appendiks
CITES Hasil
Pengambilan/
Penangkapan dari
Alam untuk salah
satu kegiatan:

a. penelitian dan
pengembangan
(termasuk untuk
kegiatan
biofarmakologi
dan bioteknologi);

b. pengembangbi-
akan;

c. perdagangan
dalam negert;

d. perdagangan luar
negeri;

sesuai ketentuan
perundang-undangan;

2. Menyampaikan laporan
stok dan laporan realisasi
pemanfaatan secara
berkala;

3. Menyampaikan usulan
kuota pengambilan/
penangkapan bagi pelaku
‘usaha yang akan
melakukan kegiatan
pengambilan/penangka-
pan;

4. Menyampaikan usulan
kuota ekspor bagi pelaku
usaha yang akan
melakukan kegiatan
perdagangan luar negeri;

5. Menyiapkan sarana dan
prasarana pendukung
sesuai dengan jenis

2. Risiko Tinggi
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II.1.A.136

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

2. Proposal/ Dokumen
Permohonan yang
memuat:

a.

nama jenis ikan,
meliputi nama
ilmiah, nama
umum, dan
nama lokal;

. tujuan

pemanfaaatan;

sarana dan
prasarana yang
dimiliki;

. asal jenis ikan

yang akan

Menyiapkan dan
mengarsipkan dokumen
legalitas asal usul
kepemilikan jenis ikan
yang akan dimanfaatkan;

Menyiapkan dokumen
angkut berupa Surat
Angkut Jenis [kan Dalam
Negeri (SAJI-DN) dalam hal
akan melakukan kegiatan
pengangkutan antar
wilayah provinsi;

Menyiapkan dokumen
angkut berupa Surat
Angkut Jenis lkan Luar
Negeri (SAJI-LN) dalam hal
akan melakukan

No. B h Pemenuhan h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusaha Persyaratan Berusaha Kewajiban
€. aquaria; kegiatan pemanfaatan,
f. pertukaran; atau Menyiapkan sumber daya
. manusia sesuai dengan
g. pemeliharaan . .
jenis kegiatan
untuk
pemanfaatan;
kesenangan.
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pengelolaan air
jika ikan yang
dimanfaatkan
dalam kondisi
hidup;

f. perhitungan
jumlah jenis ikan
yang akan
dimanfaatkan;

g. jumlah dan
kualifikasi tenaga
kerja terampil
yang dimiliki;

h. pemahaman
terhadap status
konservasi jenis
tkan yang
dimanfaatkan.

3. Surat pernyataan

10.

11.

Menerapkan ketentuan
tentang Animal Welfare
dalam hal melakukan
kegiatan pemeliharaan dan
pengangkutan ikan hidup;

Mematuhi ketentuan
tentang status
perlindungan dan
pemanfaatan jenis ikan
yang dilindungi dan/atau
tercantum dalam
Appendiks CITES.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.137
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
dimanfaatkan, pengangkutan ke luar
. negeri (ekspor);
€. sistem

SK No 043258 C
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II.1.A.138

Jangka Waktu Jangka Waktu

Persyaratan Perizinan
B ha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusa Persyaratan Kewajiban

Bidang Usaha Kewajiban Perizinan

kebenaran data dan
informasi yang
disampaikan;

4. Berita Acara
Verifikasi Lapangan;

5. Untuk pemanfaatan
dalam bentuk
perdagangan
dipersyaratkan
memiliki Surat Izin
Usaha Perdaganagn
(SIUP);

6. Melakukan
pembayaran PNBP
Perizinan Berusaha
Jenis lkan yang
Dilindungi dan/atau
Termasuk kedalam
Appendiks CITES
Hasil Pengambilan/
Penangkapan dari
Alam.
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Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

Termasuk dalam
Appendiks CITES

Jenis lkan (SIPJI)
yang Dilindungi
dan/atau Termasuk
kedalam Appendiks
CITES Hasil
Pengambilan/
Penangkapan dari
Alam untuk salah
satu kegiatan:

a. penelitian dan
pengembangan
(termasuk untuk
kegiatan
biofarmakologi
dan bioteknologi);

b. Pengembangbi-
akan,

c. perdagangan

ketentuan perundang-
undangan;

Menyampaikan laporan
stok dan laporan realisasi
pemanfaatan secara
berkala;

Menyampaikan usulan
kuota pengambilan/
penangkapan bagi pelaku
usaha yang akan
melakukan kegiatan
pengambilan/penangka-
pan;

Menyampaikan usulan
kuota ekspor bagi pelaku
usaha vang akan
melakukan kegiatan

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban

144. 03153 Penangkapan/ Surat Izin Pemanfaatan | Sesuai Ketentuan Membayar PNBP berupa Sesuai dengan Skala usaha
Pengambilan Jenis lkan (SIPJI) Lembaga OSS pungutan ketentuan Mikro, Kecil ,
M.o.llusca yang 1. Permohonan Surat pengambilan/penangka- Kementerian/ Menengah dan
Dilindungi . pan dan pungutan Lembaga Besar

Izin Pemanfaatan .

dan/atau perdagangan sesuai

Risiko Tinggi
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I1.1.A.140

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

dalam negeri;

d. perdagangan luar
negeri;

e. aquaria,
f. pertukaran, atau

g. pemeliharaan
untuk
kesenangan.

2. Proposal/Dokumen

Permohonan yang
memuat:

a. nama jenis ikan,
meliputi nama
ilmiah, nama
umum, dan
nama lokal;

b. tujuan
pemanfaaatan;

c. sarana dan
prasarana yang

perdagangan luar negeri;

Menyiapkan sarana dan
prasarana pendukung
sesuai dengan jenis
kegiatan pemanfaatan;

Menyiapkan sumber daya
manusia sesuai dengan
jenis kegiatan
pemanfaatan;

Menyiapkan dan
mengarsipkan dokumen
legalitas asal usul
kepemilikan jenis ikan
vang akan dimanfaatkan;

Menyiapkan dokumen
angkut berupa Surat
Angkut Jenis lkan Dalam
Negeri (SAJI-DN) dalam hal
akan melakukan kegiatan
pengangkutan antar
wilayah Provinsi;

SK No 043255 C
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II.1.A.141

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

pengelolaan air
jika ikan yang
dimanfaatkan
dalam kondisi
hidup;
perhitungan
jumlah jenis ikan
yang akan
dimanfaatkan;

. jumlah dan

kualifikasi tenaga
kerja terampil
yang dimiliki;

. pemahaman

terhadap status
konservasi jenis

negeri (ekspor);

10. Menerapkan ketentuan
tentang Animal Welfare
dalam hal melakukan
kegiatan pemeliharaan dan
pengangkutan ikan hidup;

11. Mematuhi ketentuan
tentang status
perlindungan dan
pemanfaatan jenis ikan
vang dilindungi dan/atau
tercantum dalam
Appendiks CITES.

No. Pemenuhan Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Berusaha Persyaratan Berusaha Kewajiban
dimiliki; 9. Menyiapkan dokumen
asal jenis ikan angkut bergpa Surat
) kan Angkut Jenis [kan Luar
Z?;i jfaatkan. Negeri (SAJI-LN) dalam hal
’ akan melakukan
. sistem pengangkutan ke luar
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II.1.A.142

Bidang Usaha Jangka Waktu Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

N Persyaratan Perizinan
o. B h Pemenuhan B h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusatia Persyaratan erusaha Kewajiban
ikan yang
dimanfaatkan.

3. Surat pernyataan
kebenaran data dan
informasi yang
disampaikan;

4. Berita Acara
Verifikasi Lapangan;

5. Untuk pemanfaatan
dalam bentuk
perdagangan
dipersyaratkan
memiliki Surat Izin
Usaha Perdagangan
{SIUP);

6. Melakukan
pembayaran PNBP
Perizinan Berusaha
Jenis Ikan yang
Dilindungi dan/atau
Termasuk kedalam
Appendiks CITES

SK No 043253 C
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Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

Termasuk dalam
Appendiks CITES

Izin Pemanfaatan
Jenis [kan (SIPJI)
yang Dilindungi
dan/atau Termasuk
kedalam Appendiks
CITES Hasil
Pengambilan/
Penangkapan dari
Alam untuk salah
satu kegiatan:

a. penelitian dan
pengembangan
(termasuk untuk
kegiatan

perundang-undangan;

Menyampaikan laporan
stok dan laporan realisasi
pemanfaatan secara
berkala;

Menyampaikan usulan
kuota pengambilan/
penangkapan bagi pelaku
usaha yang akan
melakukan kegiatan
pengambilan/penangka-
pan;

Menyampaikan usulan
kuota ekspor bagi pelaku

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
Hasil Pengambilan/
Penangkapan dari
Alam.
145. 03154 Penangkapan/ Surat Izin Pemanfaatan | Sesuai Ketentuan Membayar PNBP berupa Sesuai dengan Skala usaha
Pengambilan Jenis lkan (SIPJI): Lembaga OSS pungutan pengambilan/ ketentuan Mikro, Kecil ,
Coelenterata yang penangkapan dan Kementerian/ Menengah dan
Dilindungi 1. Permohonan Surat punggtan perdagangan Lembaga Besar
dan/atau sesuai ketentuan . S
Risiko Tinggi
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[[.1.A.144

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

biofarmakologi
dan bioteknologi);

b. Pengembangbi-
akan;

c. perdagangan
dalam negeri,

d. perdagangan luar
negeri,

e. aquaria,
f. pertukaran; atau

g. pemeliharaan
untuk
kesenangan.

2. Proposal/ Dokumen
Permohonan yang
memuat:

a. nama jenis ikan,
meliputi nama
ilmiah, nama
umum, dan

usaha yang akan
melakukan kegiatan
perdagangan luar negeri;

Menyiapkan sarana dan
prasarana pendukung
sesuai dengan jenis
kegiatan pemanfaatan;

Menyiapkan sumber daya
manusia sesuai dengan
jenis kegiatan
pemanfaatan;

Menyiapkan dan
mengarsipkan dokumen
legalitas asal usul
kepemilikan jenis ikan
yang akan dimanfaatkan,

Menyiapkan dokumen
angkut berupa Surat
Angkut Jenis [kan Dalam
Negeri (SAJI-DN) dalam hal
akan melakukan kegiatan
pengangkutan antar

SK No 043251 C
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[1.1.A.145

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

nama lokal;

b. tujuan
pemanfaaatan;

c. sarana dan
prasarana yang
dimiliki;

d. asal jenis ikan

yang akan
dimanfaatkan;

e. sistem
pengelolaan air
jika ikan yang
dimanfaatkan
dalam kondisi
hidup;

f. perhitungan
jumlah jenis ikan
yang akan
dimanfaatkan;

g. jumlah dan
kualifikasi tenaga

10.

11.

wilayah provinsi;

Menyiapkan dokumen
angkut berupa Surat
Angkut Jenis Ikan Luar
Negeri (SAJI-LN) dalam hal
akan melakukan
pengangkutan ke luar
negeri (ekspor);

Menerapkan ketentuan
tentang Animal Welfare
dalam hal melakukan
kegiatan pemeliharaan dan
pengangkutan ikan hidup;

Mematuhi ketentuan
tentang status
perlindungan dan
pemanfaatan jenis ikan
yang dilindungi dan/atau
tercantum dalam
Appendiks CITES.
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[1.1.A.146

. . Jangka Waktu Jangka Waktu
Persyaratan Perizinan

Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban

Bidang Usaha Kewajiban Perizinan

kerja terampil
yang dimiliki;

h. pemahaman
terhadap status
konservasi jenis
ikan yang
dimanfaatkan.

3. Surat pernyataan
kebenaran data dan
informasi yang
disampaikan;

4. Berita Acara
Verifikasi Lapangan;

5. Untuk pemanfaatan
dalam bentuk
perdagangan
dipersyaratkan
memiliki Surat Izin
Usaha Perdagangan
(SIUPY);

6. Melakukan
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INDONESIA

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

dan/atau
Termasuk dalam
Appendiks CITES

[zin Pemanfaatan
Jenis lkan {SIPJI)
yang Dilindungi
dan/atau Termasuk
kedalam Appendiks
CITES Hasil
Pengambilan/
Penangkapan dari
Alam untuk salah
satu kegiatan:

perdagangan sesuai
ketentuan perundang-
undangan;

2. Menyampaikan laporan

stok dan laporan realisasi
pemanfaatan secara
berkala;

3. Menyampaikan usulan

kuota pengambilan/

No. — Pemenuhan Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Berusaha Persyaratan Berusaha Kewajiban
pembayaran PNBP
Perizinan Berusaha
Jenis Ikan vang
Dilindungi dan/atau
Termasuk kedalam
Appendiks CITES
Hasil Pengambilan/
Penangkapan dari
Alam.
146. 03155 Penangkapan/ Surat Izin Pemanfaatan | Sesuai Ketentuan | 1. Membayar PNBP berupa Sesuai dengan Skala usaha
Pengambilan Jenis lkan (SIPJI): Lembaga OSS pungutan ketentuan Mikro, Kecil ,
Echinodgrmata ' 1. Permohonan Surat pengambilan/penangka- Kementerian/ Menengah dan
yang Dilindungi pan dan pungutan Lembaga Besar

Risiko Tinggi
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Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

a. penelitian dan
pengembangan
(termasuk untuk
kegiatan
biofarmakologi
dan bioteknologi);

b. Pengembangbi-
akan;

c. perdagangan
dalam negeri;

d. perdagangan luar
negeri;

e. aquaria,
f. pertukaran; atau

g. pemeliharaan
untuk
kesenangan.

2. Proposal/Dokumen

Permohonan yang
membuat:

penangkapan bagi pelaku
usaha yang akan
melakukan kegiatan
pengambilan/penangka-
pan;

4. Menyampaikan usulan
kuota ekspor bagi pelaku
usaha yang akan
melakukan kegiatan
perdagangan luar negeri;

5. Menyiapkan sarana dan
prasarana pendukung
sesuai dengan jenis
kegiatan pemanfaatan;

6. Menyiapkan sumber daya
manusia sesuai dengan
jenis kegiatan
pemanfaatan;

7. Menyiapkan dan
mengarsipkan dokumen
legalitas asal usul
kepemilikan jenis ikan
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[1.1.A.149

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

a. nama jenis ikan,
meliputi nama
ilmiah, nama
umum, dan
nama lokal;

b. tujuan
pemanfaaatan;

c. sarana dan
prasarana yang
dimiliki;

d. asal jenis ikan
yang akan
dimanfaatkan;

e. sistem
pengelolaan air
jika ikan yang
dimanfaatkan
dalam kondisi
hidup;

f. perhitungan
jumlah jenis ikan

yang akan dimanfaatkan;

8. Menyiapkan dokumen
angkut berupa Surat
Angkut Jenis Ikan Dalam
Negeri (SAJI-DN) dalam hal
akan melakukan kegiatan
pengangkutan antar
wilayah provinsi,

9. Menyiapkan dokumen
angkut berupa Surat
Angkut Jenis lkan Luar
Negeri (SAJI-LN) dalam hal
akan melakukan
pengangkutan ke luar
negeri (ekspor);

10. Menerapkan ketentuan
tentang Animal Welfare
dalam hal melakukan
kegiatan pemeliharaan
dan pengangkutan ikan
hidup;

11. Mematuhi ketentuan
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g. jumlah dan
kualifikasi tenaga
kerja terampil
yang dimiliki;

h. pemahaman
terhadap status
konservasi jenis
tkan yang
dimanfaatkan.

3. Surat pernyataan
kebenaran data dan
informasi yang
disampaikan;

4. Berita Acara
Verifikasi Lapangan;

5. Untuk pemanfaatan
dalam bentuk
perdagangan
dipersyaratkan

pemanfaatan jenis ikan
yang dilindungi
dan/atau tercantum

dalam Appendiks CITES.

4."‘
,g}
e
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.1.A.150
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. B h Pemenuhan B h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusata Persyaratan erusafa Kewajiban
yang akan tentang status
dimanfaatkan; perlindungan dan
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II.1.A.151

No.

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan

Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

memiliki Surat [zin
Usaha Perdagangan
(SIUP);

Melakukan
pembayaran PNBP
Perizinan Berusaha
Jenis [kan yang
Dilindungi dan/atau
Termasuk ke dalam
Appendiks CITES
Hasil
Pengambilan/Pe-
nangkapan dari
Alam.

147. 03156

Penangkapan/
Pengambilan
Amphibia yang
Dilindungi
dan/atau
Termasuk dalam
Appendiks CITES

Surat [zin Pemanfaatan
Jenis lkan (SIPJI):

1.

Permohonan Surat
Izin Pemanfaatan
Jenis lkan (SIPJI)
yang Dilindungi
dan/atau Termasuk
kedalam Appendiks

Sesual Ketentuan
Lembaga OSS

Membayar PNBP berupa
pungutan pengambilan/

penangkapan dan

pungutan perdagangan

sesual ketentuan

perundang-undangan;

Menyampaikan laporan
stok dan laporan realisasi

Sesuai
ketentuan
Kementerian/
Lembaga

dengan

Skala usaha
Mikro, Kecil ,
Menengah dan
Besar

Risiko Tinggi
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Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

CITES Hasil
Pengambilan/
Penangkapan dari
Alam untuk salah
satu kegiatan:

a. penelitian dan
pengembangan
(termasuk untuk
kegiatan
biofarmakologi
dan bioteknologi);

b. pengembangbi-
akan;

c. perdagangan
dalam negeri;

d. perdagangan luar
negeri;

e. aquaria,;
f. pertukaran; atau

g. pemeliharaan

[I.1.A.152
Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan
3.
4.
S.
6.

pemanfaatan secara
berkala;

Menyampaikan usulan
kuota pengambilan/
penangkapan bagi pelaku
usaha yang akan
melakukan kegiatan
pengambilan/penang-
kapan;

Menyampaikan usulan
kuota ekspor bagi pelaku
usaha yang akan
melakukan kegiatan
perdagangan luar negeri;

Menyiapkan sarana dan
prasarana pendukung
sesuai dengan jenis
kegiatan pemanfaatan;

Menyiapkan sumber daya
manusia sesuai dengan
jenis kegiatan

SK No 043243 C
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II.1.A.153

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

No. Berusah Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusanha Persyaratan Kewajiban
untuk pemanfaatan;
kesenangan.

2. Proposal/Dokumen
Permohonan yang
memuat:

a. nama jenis ikan,
meliputi nama
ilmiah, nama
umum, dan
nama lokal;

b. tujuan
pemanfaaatan;

c. sarana dan
prasarana yang
dimiliki;

d. asal jenis ikan

yang akan
dimanfaatkan;

e. sistem
pengelolaan air
jika ikan yang

7. Menyiapkan dan
mengarsipkan dokumen
legalitas asal usul
kepemilikan jenis ikan
yang akan dimanfaatkan;

8. Menyiapkan dokumen
angkut berupa Surat
Angkut Jenis [kan Dalam
Negeri (SAJI-DN) dalam
hal akan melakukan
kegiatan pengangkutan
antar wilayah provinsi;

9. Menyiapkan dokumen
angkut berupa Surat
Angkut Jenis JIkan Luar
Negeri (SAJI-LN) dalam
hal akan melakukan
pengangkutan ke luar
negeri (ekspor);

10. Menerapkan ketentuan
tentang Animal Welfare

SK No 043242 C
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II.1.A.154

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

f. perhitungan
jumlah jenis ikan
yang akan
dimanfaatkan;

g. jumlah dan
kualifikasi tenaga
kerja terampil
yang dimiliki;

h. pemahaman
terhadap status
konservasi jenis
ikan yang
dimanfaatkan.

3. Surat pernyataan
kebenaran data dan

informasi yang
disampaikan;

4. Berita Acara

11.

hidup;

Mematuhi ketentuan
tentang status
perlindungan dan
pemanfaatan jenis ikan
yang dilindungi dan/atau
tercantum dalam
Appendiks CITES.

No. h Pemenuhan h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Berusaha Persyaratan Berusaha Kewajiban
dimanfaatkan dalam hal melakukan
dalam kondist kegiatan pemeliharaan
hidup; dan pengangkutan ikan
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PRESIDEN
REPUBLIK

II.1.A.155

INDONESIA

No.

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan

Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

Verifikasi Lapangan;

Untuk pemanfaatan
dalam bentuk
perdagangan
dipersyaratkan
memiliki Surat Izin
Usaha Perdagangan
(SIUP);

Melakukan
pembayaran PNBP
Perizinan Berusaha
Jenis Ikan yang
Dilindungi dan/atau
Termasuk ke dalam
Appendiks CITES
Hasil

Pengambilan /Pe-
nangkapan dari
Alam

148. 03157

Penangkapan/
Pengambilan
Reptilia yang

Surat Izin Pemanfaatan
Jenis Ikan (SIPJI):

1.

Permohonan Surat

Sesuai Ketentuan
Lembaga OSS

1.

Membayar PNBP berupa
pungutan pengambilan/
penangkapan dan

Sesuai
ketentuan
Kementerian/

dengan

1.

Skala usaha
Mikro, Kecil ,
Menengah dan
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[1.1.A.156

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

SK No 043239 C

Termasuk dalam
Appendiks CITES

yang Dilindungi
dan/atau Termasuk
kedalam Appendiks
CITES Hasil
Pengambilan/Pe-
nangkapan dari
Alam untuk salah
satu kegiatan:

a. penelitian dan
pengembangan
(termasuk untuk
kegiatan
biofarmakologi
dan bioteknologi);

b. pengembangbiak
an,;

c. perdagangan
dalam negeri;

d. perdagangan luar

perundang-undangan;

2. Menyampaikan laporan
stok dan laporan realisasi
pemanfaatan secara
berkala;

3. Menyampaikan usulan
kuota pengambilan/
penangkapan bagi pelaku
usaha yang akan
melakukan kegiatan
pengambilan/penangka-
pan;

4. Menyampaikan usulan
kuota ekspor bagi pelaku
usaha yang akan
melakukan kegiatan
perdagangan luar negeri;

5. Menyiapkan sarana dan
prasarana pendukung
sesuai dengan jenis

No. B h Pemenuhan h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusafa Persyaratan Berusaha Kewajiban
Dilindungi Izin Pemanfaatan pungutan perdagangan Lembaga Besar
dan/atau Jenis Ikan (SIPJI) sesuai ketentuan

2. Risiko Tinggi
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2. Proposal/Dokumen
Permohonan yang
memuat:

a.

nama jenis ikan,
meliputi nama
ilmiah, nama
umum, dan
nama lokal;

. tyjuan

pemanfaaatan;

sarana dan
prasarana yang
dimiliki;

. asal jenis ikan

mengarsipkan dokumen
legalitas asal usul
kepemilikan jenis ikan
yang akan dimanfaatkan;

Menyiapkan dokumen
angkut berupa Surat
Angkut Jenis lkan Dalam
Negeri (SAJI-DN) dalam hal
akan melakukan kegiatan
pengangkutan antar
wilayah provinsi;

Menyiapkan dokumen
angkut berupa Surat
Angkut Jenis lkan Luar
Negeri {SAJI-LN) dalam hal
akan melakukan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.1.A.157
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. B h Pemenuhan B h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusaha Persyaratan erusaha Kewajiban
negeri; kegiatan pemanfaatan;
e. aquaria; Menyiapkan sumber daya
manusia sesuai dengan
f. pertukaran; atau L .
jenis kegiatan
g. pemeliharaan pemanfaatan;
untuk .
kesenangan. Menyiapkan dan

SK No 043238 C
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II.1.A.158

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

No. h Pemenuhan B h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Berusaha Persyaratan erusafa Kewajiban
yang akan pengangkutan ke luar
dimanfaatkan; negeri (ekspor);
. sistem 10. Menerapkan ketentuan

pengelolaan air
jika ikan yang
dimanfaatkan
dalam kondisi
hidup;
perhitungan
jumlah jenis ikan
yang akan
dimanfaatkan;

. jumlah dan

kualifikasi tenaga
kerja terampil
yang dimiliki;

. pemahaman

terhadap status
konservasi jenis
ikan yang
dimanfaatkan.

tentang Animal Welfare
dalam hal melakukan
kegiatan pemeliharaan dan
pengangkutan ikan hidup;

11. Mematuhi ketentuan
tentang status
perlindungan dan
pemanfaatan jenis ikan
yang dilindungi dan/atau
tercantum dalam
Appendiks CITES.
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I1.1.A.159

Bidang Usaha Jangka Waktu . . Jangka Waktu
Kewajiban Perizinan
Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan

Kode KBLI Judul KBLI Berusaha Persyaratan Kewajiban

Persyaratan Perizinan

3. Surat pernyataan
kebenaran data dan
informasi yang
disampaikan;

4. Berita Acara
Verifikasi Lapangan;

5. Untuk pemanfaatan
dalam bentuk
perdagangan
dipersyaratkan
memiliki Surat Izin
Usaha Perdagangan
(SIUP);

6. Melakukan
pembayaran PNBP
Perizinan Berusaha
Jenis [kan yang
Dilindungi dan/atau
Termasuk ke dalam
Appendiks CITES
Hasil
Pengambilan/Pe-
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Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

Termasuk dalam
Appendiks CITES

Jenis Ikan (SIPJI)
yang Dilindungi
dan/atau Termasuk
kedalam Appendiks
CITES Hasil
Pengambilan/Pe-
nangkapan dari
Alam untuk salah
satu kegiatan:

a. penelitian dan
pengembangan
(termasuk untuk
kegiatan
biofarmakologi
dan bioteknologi);

b. pengembangbi-

ketentuan perundang-
undangan.

Menyampaikan laporan
stok dan laporan realisasi
pemanfaatan secara
berkala.

Menyampaikan usulan
kuota
pengambilan/penangkapan
bagi pelaku usaha yang
akan melakukan kegiatan
pengambilan/penangkapan

Menyampaikan usulan
kuota ekspor bagi pelaku

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
nangkapan dari
Alam
149. 03158 Penangkapan/ Surat Izin Pemanfaatan | Sesuai Ketentuan Membayar PNBP berupa Sesuai dengan Skala usaha
Pengambilan Jenis Ikan (SIPJI): Lembaga OSS pungutan ketentuan Mikro, Kecil ,
M'a.malla yang 1. Permohonan Surat pengambilan/penangkapan | Kementerian/ Menengah dan
Dilindungi . dan pungutan Lembaga Besar
dan/atau [zin Pemanfaatan perdagangan sesuai
Risiko Tinggi
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[I.1.A.161

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

akan;

c. perdagangan
dalam negeri;

d. perdagangan luar
negeri;

e. aquaria;
f. pertukaran; atau

g. pemeliharaan
untuk
kesenangan.

2. Proposal/Dokumen

Permohonan yang
memuat:

a. nama jenis ikan,
meliputi nama
ilmiah, nama
umuin, dan
nama lokal,

b. tujuan

usaha yang akan
melakukan kegiatan
perdagangan luar negeri.

5. Menyiapkan sarana dan
prasarana pendukung
sesuai dengan jenis
kegiatan pemanfaatan.

6. Menyiapkan sumber daya
manusia sesuai dengan
jenis kegiatan
pemanfaatan.

7. Menyiapkan dan
mengarsipkan dokumen
legalitas asal usul
kepemilikan jenis ikan
yang akan dimanfaatkan.

8. Menyiapkan dokumen
angkut berupa Surat
Angkut Jenis lkan Dalam
Negeri (SAJI-DN) dalam hal
akan melakukan kegiatan
pengangkutan antar
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[I.1.A.162

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan

Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

pemanfaaatan;

. sarana dan

prasarana yang
dimiliki;

. asal jenis ikan

yang akan
dimanfaatkan,;

. sistem

pengelolaan air
jika ikan yang
dimanfaatkan
dalam kondisi
hidup;
perhitungan
jumlah jenis ikan
yang akan
dimanfaatkan;

. jumlah dan

kualifikasi tenaga
kerja terampil
yang dimiliki;

wilayah Provinsi.

9. Menyiapkan dokumen
angkut berupa Surat
Angkut Jenis [kan Luar
Negeri (SAJI-LN) dalam hal
akan melakukan
pengangkutan ke luar
negeri (ekspor).

10. Menerapkan ketentuan
tentang Animal Welfare
dalam hal melakukan
kegiatan pemeliharaan dan
pengangkutan ikan hidup.

11. Mematuhi ketentuan
tentang status
perlindungan dan
pemanfaatan jenis ikan
yang dilindungi dan/atau
tercantum dalam
Appendiks CITES.
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II.1.A.163

.. Jangka Waktu Jangka Waktu
Persyaratan Perizinan

Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban

Bidang Usaha Kewajiban Perizinan

No.

h. pemahaman
terhadap status
konservasi jenis
ikan yang
dimanfaatkan.

3. Surat pernyataan
kebenaran data dan
informasi yang
disampaikan;

4. Berita Acara
Verifikasi Lapangan;

5. Untuk pemanfaatan
dalam bentuk
perdagangan
dipersyaratkan
memiliki Surat Izin
Usaha Perdagangan
{SIUP);

6. Melakukan
pembayaran PNBP
Perizinan Berusaha
Jenis [kan yang
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II.1.A.164
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. h Pemenuhan B h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Berusaha Persyaratan erusaha Kewajiban
Dilindungi dan/atau
Termasuk kedalam
Appendiks CITES
Hasil
Pengambilan/Pe-
nangkapan dari
Alam
150. 03159 Penangkapan/ Surat Izin Pemanfaatan | Sesuai Ketentuan | 1. Membayar PNBP berupa Sesuai dengan | 1. Skala usaha
Pengambilan Jenis Ikan (SIPJI): Lembaga OSS pungutan ketentuan Mikro, Kecil ,
Algqe dan Blota 1. Permohonan Surat pengambilan/penang- Kementerian/ Menengah dan
Perairan Lainnya . kapan dan pungutan Lembaga Besar
ang Dilindungi lzin Pemanfaatan perdagangan sesuai
Y Jenis Ikan (SIPJI) 2. Risiko Tinggi
dan/atau Dilind . ketentuan perundang-
Termasuk dalam yang Liincungt undangan;
Appendiks CITES dan/atau Termasuk
kedalam Appendiks 2. Menyampaikan laporan
CITES Hasil stok dan laporan realisasi
Pengambilan/Pe- pemanfaatan secara
nangkapan dari berkala,;
Alam untuk salah .
. 3. Menvampaikan usulan
satu kegiatan: 5
kuota
a. penelitian dan pengambilan/penang-
pengembangan o kapan bagt pelaku usaha
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[I.1.A.165

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

(termasuk untuk
kegiatan
biofarmakologi
dan bioteknologij;

b. Pengembangbi-
akan;

c. perdagangan
dalam negeri;

d. perdagangan luar
negeri;

e. aquaria,;

f. pertukaran; atau

g. pemeliharaan

untuk
kesenangan.

2. Proposal/Dokumen
Permohonan yang
memuat:

a. nama jenis ikan,
meliputi nama

yang akan melakukan
kegiatan
pengambilan/penang-
kapan;

Menyampaikan usulan
kuota ekspor bagi pelaku
usaha yang akan
melakukan kegiatan
perdagangan luar negeri;

Menyiapkan sarana dan
prasarana pendukung
sesuai dengan jenis
kegiatan pemanfaatan;

Menyiapkan sumber daya
manusia sesuai dengan
jenis kegiatan
pemanfaatan;

Menyiapkan dan
mengarsipkan dokumen
legalitas asal usul
kepemilikan jenis ikan
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Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

ilmiah, nama
umum, dan
nama lokal;

b. tujuan
pemanfaaatan;

c. sarana dan
prasarana yang
dimiliki;

d. asal jenis ikan

yang akan
dimanfaatkan;

e. sistem
pengelolaan air
jika ikan yang
dimanfaatkan
dalam kondisi
hidup;

f. perhitungan
jumlah jenis ikan
yang akan
dimanfaatkan;

10.

11.

yang akan dimanfaatkan;

Menyiapkan dokumen
angkut berupa Surat
Angkut Jenis Ikan Dalam
Negeri (SAJI-DN) dalam
hal akan melakukan
kegiatan pengangkutan
antar wilayah provinsi;

Menyviapkan dokumen
angkut berupa Surat
Angkut Jenis Ikan Luar
Negeri (SAJI-LN) dalam
hal akan melakukan
pengangkutan ke luar
negeri (ekspor};

Menerapkan ketentuan
tentang Amiumal Welfare
dalam hal melakukan
kegiatan pemeliharaan
dan pengangkutan ikan
hidup;

Mematuhi ketentuan
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Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan

Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

g. jumlah dan
kualifikasi tenaga
kerja terampil
yang dimiliki;

h. pemahaman
terhadap status
konservasi jenis
ikan yang
dimanfaatkan.

3. Surat pernyataan

kebenaran data dan
informasi yang
disampaikan;

. Berita Acara

Verifikasi Lapangan;

. Untuk pemanfaatan

dalam bentuk
perdagangan
dipersyaratkan
memiliki Surat Izin
Usaha Perdagangan

tentang status
perlindungan dan
pemanfaatan jenis ikan
vang dilindungi dan/atau
tercantum dalam
Appendiks CITES.
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II.1.A.168
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
(SIUP);
6. Melakukan

pembayaran PNBP
Perizinan Berusaha
Jenis lkan yang
Dilindungi dan/atau
Termasuk kedalam
Appendiks CITES
Hasil
Pengambilan/Pe-
nangkapan dari
Alam.

151. 03271 Pengembangbi- Surat Izin Pemanfaatan Sesuai Ketentuan Membayar PNBP berupa Sesuai dengan Skala usaha
akan Ikan Jenis lkan (SIPJI) Lembaga OSS pungutan pengambilan/ ketentuan Mikro, Kecil ,
Bersmp '(PlSCQS). 1. Permohonan Surat penangkapan dan Kementerian/ Menengah dan
yang Dilindungi . pungutan perdagangan Lembaga Besar

Izin Pemanfaatan )
dan/atau . sesuai ketentuan - . .
Jenis Ikan (SIPJI) i Risiko Tinggi
Termasuk dalam o . perundang-undangan;
Appendiks CITES yang Dilindungi
dan/atau Termasuk Menyampaikan laporan
ke dalam Appendiks stok dan laporan realisasi
CITES Hasil pemanfaatan secara
Pengembangbiakan berkala;
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Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan

Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

untuk salah satu
kegiatan:

a.

penelitian dan
pengembangan
(termasuk untuk
kegiatan
biofarmakologi
dan bioteknologi);

pengembangbi-
akan;

. perdagangan

dalam negeri;

. perdagangan luar

negeri;
aquaria,
pertukaran; atau

pemeliharaan
untuk
kesenangan.

2. Proposal/ Dokumen

Menyampaikan usulan
rencana produksi bagi
pelaku usaha yang akan
melakukan kegiatan
pengembangbiakan;

Menyampaikan usulan
kuota ekspor hasil
pengembangbiakan bagi
pelaku usaha yang akan
melakukan kegiatan
perdagangan luar negeri
hasil pengembangbiakan;

Menerapkan sistem
penandaan untuk jenis
ikan hasil
pengembangbiakan;

Menyiapkan sarana dan
prasarana pendukung
sesuai dengan jenis
kegiatan pemanfaatan;

Menyiapkan sumber daya
manusia sesuai dengan
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[I.1.A.170

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

Permohonan yang
memuat:

a. nama jenis ikan,
meliputi nama
ilmiah, nama
umum, dan
nama lokal;

b. tujuan
pemanfaaatan;

c. sarana dan
prasarana yang
dimiliki;

d. asal jenis ikan

yang akan
dimanfaatkan;

e. sistem
pengelolaan air
jika yang
dimanfaatkan
ikan hidup;

f. perhitungan

jenis kegiatan
pemanfaatan;

8. Menyiapkan dan
mengarsipkan dokumen
legalitas asal usul
kepemilikan jenis ikan
yang akan dimanfaatkan,

9. Menyiapkan dokumen
angkut berupa Surat
Angkut Jenis Ikan Dalam
Negeri (SAJI-DN) dalam hal
akan melakukan kegiatan
pengangkutan antar
wilayah provinsi;

10. Menyiapkan dokumen
angkut berupa Surat
Angkut Jenis lkan Luar
Negeri (SAJI-LN) dalam hal
akan melakukan
pengangkutan ke luar
negeri (ekspor);

11. Menerapkan ketentuan
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[I.1.A.171

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

jumlah jenis ikan
yang akan
dimanfaatkan;

g. jumlah dan
kualifikasi tenaga
kerja terampil
yang dimiliki.

3. Surat pernyataan
kebenaran data
yang disampaikan.

4. Berita Acara
Verifikasi Lapangan

5. Untuk pemanfaatan
dalam bentuk
perdagangan
dipersyaratkan
memiliki Surat [zin
Usaha Perdagangan
(SIUP)

6. Melakukan
pembayaran PNBP

12.

tentang Animal Welfare
dalam hal melakukan
kegiatan pemeliharaan dan
pengangkutan ikan hidup;

Mematuhi ketentuan
tentang status
perlindungan dan
pemanfaatan jenis ikan
yang dilindungi dan/atau
tercantum dalam
Appendiks CITES.
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Bidang Usaha

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

Termasuk dalam
Appendiks CITES

Izin Pemanfaatan
Jenis lkan (SIPJI)
yang Dilindungi
dan/atau Termasuk
kedalam Appendiks
CITES Hasil
Pengembangbiakan
untuk salah satu
kegiatan:

a. penelitian dan
pengembangan
(termasuk untuk

sesuai ketentuan
perundang-undangan;

Menyampaikan laporan
stok dan laporan realisasi
pemanfaatan secara
berkala;

Menyampaikan usulan
rencana produksi bagi
pelaku usaha yang akan
melakukan kegiatan
pengembangbiakan;

Persyaratan Perizinan
No. Pemenuhan h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Berusaha Persyaratan Berusaha Kewajiban
Perizinan Berusaha
Jenis lkan yang
Dilindungi dan/atau
Termasuk kedalam
Appendiks CITES
Hasil
Pengembangbiakan
152. 03272 Pengembangbi- Surat Izin Pemanfaatan | Sesuai Ketentuan Membayar PNBP berupa Sesuai dengan Skala usaha
akan Crustacea Jenis Ikan (SIPJI): Lembaga OSS pungutan pengambilan/ ketentuan Mikro, Kecil ,
yang Dilindungi 1. Permohonan Surat penangkapan dan Kementerian/ Menengah dan
dan/atau pungutan perdagangan Lembaga Besar

Risiko Tinggi
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REPUBLIK INDONESIA

II.1.A.173

No.

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

kegiatan
biofarmakologi
dan bioteknologi);

b. pengembangbiak
an;

c. perdagangan
dalam negert;

d. perdagangan luar
negeri;

e. aquaria;

f. pertukaran; atau

g. pemeliharaan

untuk
kesenangan.

2. Proposal/Dokumen
Permohonan vang
memuat:

a. nama jenis ikan,
meliputi nama
1lmiah, nama

Menyampaikan usulan
kuota ekspor hasil
pengembangbiakan bagi
pelaku usaha yang akan
melakukan kegiatan
perdagangan luar negeri
hasil pengembangbiakan;

Menerapkan sistem
penandaan untuk jenis
ikan hasil
pengembangbiakan;

Menyiapkan sarana dan
prasarana pendukung
sesuai dengan jenis
kegiatan pemanfaatan,;

Menyiapkan sumber daya
manusia sesuai dengan
jenis kegiatan
pemanfaatan;
Menyiapkan dan

mengarsipkan dokumen
legalitas asal usul
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[1.1.A.174

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

umum, dan
nama lokal;

b. tujuan
pemanfaaatan;

c. sarana dan
prasarana yang
dimiliki;

d. asal jenis ikan
vang akan
dimanfaatkan;

e. sistem
pengelolaan air
jika vang
dimanfaatkan
ikan hidup;

f. perhitungan
jumlah jenis ikan
yvang akan
dimanfaatkan;

g. jumlah dan
kualifikasi tenaga

10.

11.

12.

kepemilikan jenis ikan
yang akan dimanfaatkan;

Menyiapkan dokumen
angkut berupa Surat
Angkut Jenis lkan Dalam
Negeri (SAJI-DN) dalam hal
akan melakukan kegiatan
pengangkutan antar
wilayah provinsi,

Menyiapkan dokumen
angkut berupa Surat
Angkut Jenis Ikan Luar
Negeri (SAJI-LN) dalam hal
akan melakukan
pengangkutan ke luar
negeri (ekspor);

Menerapkan ketentuan
tentang Animal Welfare
dalam hal melakukan
kegiatan pemeliharaan dan
pengangkutan ikan hidup;

Mematuhi ketentuan
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[I.1.A.175

No.

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

kerja terampil
yang dimiliki,
dan

3. Surat pernyataan
kebenaran data
yang disampaikan;

4. Berita Acara
Verifikasi Lapangan;

5. Untuk pemanfaatan
dalam bentuk
perdagangan
dipersyaratkan
memiliki Surat [zin
Usaha Perdagangan
(SIUP);

6. Melakukan
pembayaran PNBP
Perizinan Berusaha
Jenis lkan yang
Dilindungi dan/atau
Termasuk ke dalam
Appendiks CITES

tentang status
perlindungan dan
pemanfaatan jenis ikan
yang dilindungi dan/atau
tercantum dalam
Appendiks CITES.
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II.1.A.176

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

Termasuk dalam
Appendiks CITES

[zin Pemanfaatan
Jenis Tkan (SIPJI)
yang Dilindungi
dan/atau Termasuk
kedalam Appendiks
CITES Hasil
Pengembangbia-
kan untuk salah
satu kegiatan:

a. penelitian dan
pengembangan
(termasuk untuk
kegiatan
biofarmakologi
dan bioteknologi);

b. pengembangbiak

sesuai ketentuan
perundang-undangan;

Menyampaikan laporan
stok dan laporan realisasi
pemanfaatan secara
berkala;

Menyampaikan usulan
rencana produksi bagi
pelaku usaha yang akan
melakukan kegiatan
pengembangbiakan;

Menyampaikan usulan
kuota ekspor hasil
pengembangbiakan bagi
pelaku usaha yang akan
melakukan kegiatan

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
Hasil
Pengembangbiakan.

153. 03273 Pengembangbi- Surat Izin Pemanfaatan | Sesuai Ketentuan Membayar PNBP berupa Sesuai dengan Skala usaha
akan Mollusca Jenis Ikan (SIPJI): Lembaga OSS pungutan pengambilan/ ketentuan Mikro, Kecil ,
yang Dilindungi 1. Permohonan Surat penangkapan dan Kementerian/ Menengah dan
dan/atau pungutan perdagangan Lembaga Besar

Risiko Tinggi
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II.1.A.177

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

an;

c. perdagangan
dalam negeri,

d. perdagangan luar
negeri;

€. aquaria;
f. pertukaran; atau

g. pemeliharaan
untuk
kesenangan.

2. Proposal/ Dokumen
Permohonan yang
memuat:

a. nama jenis ikan,
meliputi nama
ilmiah, nama
umum, dan
nama lokal;

b. tuyjuan

perdagangan luar negeri
hasil pengembangbiakan;

Menerapkan sistem
penandaan untuk jenis
ikan hasil
pengembangbiakan;

Menyiapkan sarana dan
prasarana pendukung
sesuai dengan jenis
kegiatan pemanfaatan;

Menyiapkan sumber daya
manusia sesuai dengan
jenis kegiatan
pemanfaatan;

Menyiapkan dan
mengarsipkan dokumen
legalitas asal usul
kepemilikan jenis ikan
yang akan dimanfaatkan;

Menyiapkan dokumen
angkut berupa Surat
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Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

pemanfaaatan;

c. sarana dan
prasarana yang
dimiliki;

d. asal jenis ikan

yang akan
dimanfaatkan;

e. sistem
pengelolaan air
jika yang
dimanfaatkan
ikan hidup;

f. perhitungan
jumlah jenis ikan
yang akan
dimanfaatkan;

g. jumlah dan
kualifikasi tenaga
kerja terampil
yang dimiliki.

3. Surat pernyataan

10.

11.

12.

Angkut Jenis Ikan Dalam
Negeri (SAJI-DN) dalam hal
akan melakukan kegiatan
pengangkutan antar
wilayah provinsi;

Menyiapkan dokumen
angkut berupa Surat
Angkut Jenis [kan Luar
Negeri (SAJI-LN) dalam hal
akan melakukan
pengangkutan ke luar
negeri (ekspor);

Menerapkan ketentuan
tentang Animal Welfare
dalam hal melakukan
kegiatan pemeliharaan dan
pengangkutan ikan hidup;

Mematuhi ketentuan
tentang status
perlindungan dan
pemanfaatan jenis ikan
yang dilindungi dan/atau
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II.1.A.179

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

kebenaran data
yang disampaikan;

4. Berita Acara
Verifikasi Lapangan;

5. Untuk pemanfaatan
dalam bentuk
perdagangan
dipersyaratkan
memiliki Surat [zin
Usaha Perdagangan
(SIUPY);

6. Melakukan
pembayaran PNBP
Perizinan Berusaha
Jenis [kan yang
Dilindungi dan/atau
Termasuk kedalam
Appendiks CITES
Hasil
Pengembangbiakan.

tercantum dalam
Appendiks CITES.

154. 03274

Pengembangbi-
akan Coelenterata

Surat Izin Pemanfaatan

Sesuai Ketentuan

1.

Membayar PNBP berupa
pungutan pengambilan/

Sesuai dengan
ketentuan

1.

Skala usaha
Mikro, Kecil ,
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II.1.A.180

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

Termasuk dalam
Appendiks CITES

1. Permohonan Surat
Izin Pemanfaatan
Jenis Ikan (SIPJI)
yang Dilindungi
dan/atau Termasuk
kedalam Appendiks
CITES Hasil
Pengembangbiakan
untuk salah satu
kegiatan:

a. penelitian dan

pengembangan
(termasuk untuk
kegiatan
biofarmakologi
dan bioteknologi);

. pengembangbiak

an,;

. perdagangan

dalam negeri,;

sesuai ketentuan
perundang-undangan;

Menyampaikan laporan
stok dan laporan realisasi
pemanfaatan secara
berkala;

Menyampaikan usulan
rencana produksi bagi
pelaku usaha yang akan
melakukan kegiatan
pengembangbiakan;

Menyampaikan usulan
kuota ekspor hasil
pengembangbiakan bagi
pelaku usaha yang akan
melakukan kegiatan
perdagangan luar negeri
hasil pengembangbiakan,;

Menerapkan sistem
penandaan untuk jenis

No. h Pemenuhan h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Berusaha Persyaratan Berusaha Kewajiban
yvang Dilindungi Jenis lkan (SIPJI): Lembaga OSS penangkapan dan Kementerian/ Menengah dan
dan/atau pungutan perdagangan Lembaga Besar

Risiko Tinggi
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II.1.A.181

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

e. aquaria;
f. pertukaran; atau

g. pemeliharaan
untuk
kesenangan.

2. Proposal/Dokumen

Permohonan yang
memuat:

a. nama jenis ikan,
meliputi nama
ilmiah, nama
umum, dan
nama lokal,

b. tyuan
pemantfaaatan;

c. sarana dan
prasarana yang
dimiliki;

Menyiapkan sarana dan
prasarana pendukung
sesuai dengan jenis
kegiatan pemanfaatan;

Menyiapkan sumber daya
manusia sesuai dengan
jenis kegiatan
pemanfaatan;

Menyiapkan dan
mengarsipkan dokumen
legalitas asal usul
kepemilikan jenis ikan
yang akan dimanfaatkan;

Menyiapkan dokumen
angkut berupa Surat
Angkut Jenis Ikan Dalam
Negeri (SAJI-DN) dalam hal
akan melakukan kegiatan
pengangkutan antar

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
d. perdagangan luar ikan hasil
negeri; pengembangbiakan;
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INDONESIA

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

d. asal jenis ikan
yang akan
dimanfaatkan;

e. sistem
pengelolaan air
jika yang
dimanfaatkan
ikan hidup;

f. perhitungan
jumlah jenis ikan
yang akan
dimanfaatkan;

g. jumlah dan
kualifikasi tenaga
kerja terampil
yang dimiliki.

3. Surat pernyataan
kebenaran data
yang disampaikan;

4. Berita Acara
Verifikasi Lapangan;

10.

11.

12.

wilayah provinsi;

Menyiapkan dokumen
angkut berupa Surat
Angkut Jenis Ikan Luar
Negeri (SAJI-LN) dalam hal
akan melakukan
pengangkutan ke luar
negeri (ekspor);

Menerapkan ketentuan
tentang Animal Welfare
dalam hal melakukan
kegiatan pemeliharaan dan
pengangkutan ikan hidup;

Mematuhi ketentuan
tentang status
perlindungan dan
pemanfaatan jenis ikan
yang dilindungi dan/atau
tercantum dalam
Appendiks CITES.

SK No (43213 C




oy

8,
=

o

"é)‘

PRESIDEN
REPUBLIK

I1.1.A.183

INDONESIA

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

5. Untuk pemanfaatan
dalam bentuk
perdagangan
dipersyaratkan
memiliki Surat Izin
Usaha Perdagangan
(SIUP);

6. Melakukan
pembayaran PNBP
Perizinan Berusaha
Jenis Tkan yang
Dilindungi dan/atau
Termasuk kedalam
Appendiks CITES
Hasil
Pengembangbiakan.

155. 03275

Pengembangbi-
akan
Echinodermata
yvang Dilindungi
dan/atau
Termasuk dalam

Surat Izin Pemanfaatan
Jenis lkan (SIPJI):

1. Permohonan Surat
Izin Pemanfaatan
Jenis Ikan (SIPJI)
yang Dilindungi

Sesuai Ketentuan
Lembaga OSS

Membayar PNBP berupa
pungutan
pengambilan/penangkap
an dan pungutan
perdagangan sesuai
ketentuan perundang-

Sesuai
ketentuan
Kementerian/
Lembaga

dengan

Skala usaha
Mikro, Kecil ,
Menengah dan
Besar

Risiko Tinggl

SK No 043212 C
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REPUBLIK INDONESIA

II.1.A.184

No.

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

Appendiks CITES

dan/atau Termasuk
kedalam Appendiks
CITES Hasil
Pengembangbiakan
untuk salah satu
kegiatan:

a. penelitian dan
pengembangan
(termasuk untuk
kegiatan
biofarmakologi
dan bioteknologi);

b. pengembangbiak
an;

c. perdagangan
dalam negeri;

d. perdagangan luar
negert;

e. aquaria;

f. pertukaran; atau

undangan;

Menyampaikan laporan
stok dan laporan realisasi
pemanfaatan secara
berkala;

Menyampaikan usulan
rencana produksi bagi
pelaku usaha yang akan
melakukan kegiatan
pengembangbiakan;

Menyampaikan usulan
kuota ekspor hasil
pengembangbiakan bagi
pelaku usaha yang akan
melakukan kegiatan
perdagangan luar negeri
hasil pengembangbiakan;

Menerapkan sistem
penandaan untuk jenis
ikan hasil
pengembangbiakan;

SK No 043211 C
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[I.1.A.185
N Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
o. B h Pemenuhan B h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusaha Persyaratan erusaha Kewajiban
g. pemeliharaan 6. Menyiapkan sarana dan
untuk prasarana pendukung
kesenangan. sesuai dengan jenis
2. Proposal/Dokumen kegiatan pemanfaatan;
Permohonan yang 7. Menyiapkan sumber daya
memuat: manusia sesuai dengan
. jenis kegiatan
a. nama jenis ikan, ]
. . pemanfaatan,;
meliputi nama
ilmiah, nama 8. Menyiapkan dan
umum, dan mengarsipkan dokumen
nama lokal, legalitas asal usul
. kepemilikan jenis ikan
b. tujuan ; .
. yang akan dimanfaatkan;
pemanfaaatan;
9. Menyiapkan dokumen
c. sarana dan
rasarana van angkut berupa Surat
gimiliki' yang Angkut Jenis Ikan Dalam
’ Negeri (SAJI-DN) dalam
d. Asal jenis ikan hal akan melakukan
yang akan kegiatan pengangkutan
dimanfaatkan; antar wilayah provinsi;
e. Sistem 10. Menyiapkan dokumen
| pengelolaan air angkut berupa Surat

SK No 043210 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.1.A.186

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

f. Perhitungan
jumlah jenis ikan
yang akan
dimanfaatkan;

g. Jumlah dan
kualifikasi tenaga
kerja terampil
yang dimiliki.

3. Surat pernyataan
kebenaran data
yang disampaikan,;

4. Berita Acara
Verifikasi Lapangan;

5. Untuk pemanfaatan
dalam bentuk
perdagangan
dipersyaratkan
memiliki Surat [zin

11.

12.

pengangkutan ke luar
negeri (ekspor);

Menerapkan ketentuan
tentang Animal Welfare
dalam hal melakukan
kegiatan pemeliharaan
dan pengangkutan ikan
hidup;

Mematuhi ketentuan
tentang status
perlindungan dan
pemanfaatan jenis ikan
yang dilindungi dan/atau
tercantum dalam
Appendiks CITES.

No. h Pemenuhan B h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Berusaha Persyaratan erusaha Kewajiban
jika yang Angkut Jenis lkan Luar
dimanfaatkan Negeri (SAJI-LN) dalam
ikan hidup; hal akan melakukan

SK No 043209 C
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I.1.A.187

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan

Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

Usaha Perdagangan
(SIUP);

. Melakukan

pembayaran PNBP
Perizinan Berusaha
Jenis Ikan yang
Dilindungi dan/atau
Termasuk kedalam
Appendiks CITES
Hasil
Pengembangbiakan.

156. 03276

Pengembangbia-
kan Amphibia
yang Dilindungi
dan/atau
Termasuk dalam
Appendiks CITES

Surat Izin Pemanfaatan
Jenis Tkan (SIPJI)

1.

Permohonan Surat
Izin Pemanfaatan
Jenis [kan (SIPJI)
yang Dilindungi
dan/atau Termasuk
kedalam Appendiks
CITES Hasil
Pengembangbiakan
untuk salah satu

Sesuai Ketentuan 1.
Lembaga OSS

Membayar PNBP berupa
pungutan
pengambilan/penangkap
an dan pungutan
perdagangan sesuai
ketentuan perundang-
undangan;

Menyampaikan laporan
stok dan laporan realisasi
pemanfaatan secara
berkala;

Sesuai
ketentuan
Kementerian/
Lembaga

dengan

Skala usaha
Mikro, Kecil ,
Menengah dan
Besar

Risiko Tinggi

SK No 043208 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.188
Bi
idang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
kegiatan: 3. Menyampaikan usulan
.. rencana produksi bagi
a. penelitian dan
pelaku usaha yang akan
pengembangan )
melakukan kegiatan
(termasuk untuk eneembanebiakan:
kegiatan peng g ’
biofarmakologi 4. Menyampaikan usulan
dan bioteknologi); kuota ekspor hasil
b. pengembangbia- pengembangbiakan bagi
kan- pelaku usaha yang akan
an,; .
melakukan kegiatan
c. perdagangan perdagangan luar negeri
dalam negeri; hasil pengembangbiakan;
d. perdagangan luar S. Menerapkan sistem
negeri; penandaan untuk jenis
e. aquaria: ikan hasil
- aq & pengembangbiakan;
f. pertukaran; atau 6. Menyiapkan sarana dan
g. pemeliharaan prasarana pendukung
untuk sesuai dengan jenis
kesenangan. kegiatan pemanfaatan;
2. Proposal/ Dokumen 7. Menyiapkan sumber dava
Permohonan yang manusia sesuai dengan

SK No 043207 C
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II.1.A.189

No.

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

memuat:

a. nama jenis ikan,
meliputi nama
ilmiah, nama
umum, dan
nama lokal

b. tujuan
pemanfaaatan

c. sarana dan
prasarana yang
dimiliki

d. asal jenis ikan
yang akan
dimanfaatkan

e. sistem
pengelolaan air
jika yang
dimanfaatkan
ikan hidup

f. perhitungan
jumlah jenis ikan

jenis kegiatan
pemanfaatan,

8. Menyiapkan dan
mengarsipkan dokumen
legalitas asal usul
kepemilikan jenis ikan
yang akan dimanfaatkan;

9. Menyiapkan dokumen
angkut berupa Surat
Angkut Jenis lkan Dalam
Negeri (SAJI-DN) dalam
hal akan melakukan
kegiatan pengangkutan
antar wilayah Provinsi;

10. Menyiapkan dokumen
angkut berupa Surat
Angkut Jenis lkan Luar
Negeri (SAJI-LN) dalam
hal akan melakukan
pengangkutan ke luar
negeri (ekspor};

11. Menerapkan ketentuan

SK No 043206 C
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g. jumlah dan
kualifikasi tenaga
kerja terampil
yang dimiliki,
dan

3. Surat pernyataan
kebenaran data
yang disampaikan.

4. Berita Acara
Verifikasi Lapangan

5. Untuk pemanfaatan
dalam bentuk
perdagangan
dipersyaratkan
memiliki Surat Izin
Usaha Perdagangan
(SIUP)

6. Melakukan
pembayaran PNBP

12.

kegiatan pemeliharaan
dan pengangkutan ikan
hidup;

Mematuhi ketentuan
tentang status
perlindungan dan
pemanfaatan jenis ikan
yang dilindungi dan/atau
tercantum dalam
Appendiks CITES.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.190
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. h Pemenuhan B h Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Berusaha Persyaratan erusaha Kewajiban
yang akan tentang Arumal Welfare
dimanfaatkan dalam hal melakukan

SK No 043205 C
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INDONESIA

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

Termasuk dalam
Appendiks CITES

[zin Pemanfaatan
Jenis Ikan (SIPJI)
yang Dilindungi
dan/atau Termasuk
kedalam Appendiks
CITES Hasil
Pengembangbiakan
untuk salah satu
kegiatan:

a. penelitian dan
pengembangan
__(termasuk untuk

perdagangan sesuai
ketentuan perundang-
undangan;

Menyampaikan laporan
stok dan laporan realisasi
pemanfaatan secara
berkala;

Menyampaikan usulan
rencana produksi bagi
pelaku usaha yang akan
melakukan kegiatan

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
Perizinan Berusaha
Jenis [kan yang
Dilindungi dan/atau
Termasuk kedalam
Appendiks CITES
Hasil
Pengembangbiakan
157. 03277 Pengembangbia- Surat Izin Pemanfaatan | Sesuai Ketentuan Membayar PNBP berupa Sesuai dengan Skala usaha
kan Reptilia yang | Jenis Ikan (SIPJI) Lembaga OSS pungutan ketentuan Mikro, Kecil ,
Dilindungi 1. Permohonan Surat pengambilan/penangka- Kementerian/ Menengah dan
dan/atau pan dan pungutan Lembaga Besar

Risiko Tinggi

SK No 043204 C
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I1.1.A.192

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

SK Mo 043203 C
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ilmiah, nama

No. B h Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI erusaha Persyaratan Kewajiban
kegiatan pengembangbiakan;
blofarmakologl . 4. Menyampaikan usulan
dan bioteknologi); kuota ekspor hasil
b. pengembangbiak pengembangbiakan bagt
an,; pelaku usaha yang akan
d melakukan kegiatan
¢ geli agangar?. perdagangan luar negeri
alam negert, hasil pengembangbiakan;
d. perdagangan luar 5. Menerapkan sistem
negers penandaan untuk jenis
e. aquaria; ikan hasil
b biakan;
f. pertukaran; atau pengembangbiakan,
lih 6. Menyiapkan sarana dan
& perglekl araan prasarana pendukung
En u sesuai dengan jenis
esenangan. kegiatan pemanfaatan;
2. gropos}?l/ Dokumen 7. Menyiapkan sumber daya
ermo o.nan yang manusia sesuai dengan
memuat: jenis kegiatan
a. nama jenis ikan, pemanfaatan;
meliputi nama 8. Menyviapkan dan




Py

e,

€

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

[1.1.A.193

No.

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

umum, dan
nama lokal

b. tujuan
pemanfaaatan

c. sarana dan
prasarana yang
dimiliki

d. asal jenis ikan
yang akan
dimanfaatkan

e. sistem
pengelolaan air
jika yang
dimanfaatkan
ikan hidup

f. perhitungan
jumlah jenis ikan
yang akan
dimanfaatkan

g. jumlah dan
kualifikasi tenaga

10.

11.

mengarsipkan dokumen
legalitas asal usul
kepemilikan jenis ikan
vang akan dimanfaatkan;

Menyviapkan dokumen
angkut berupa Surat
Angkut Jenis lkan Dalam
Negeri (SAJI-DN) dalam hal
akan melakukan kegiatan
pengangkutan antar
wilavah Provinsi;

Menyiapkan dokumen
angkut berupa Surat
Angkut Jenis lkan Luar
Negeri (SAJI-LN) dalam hal
akan melakukan
pengangkutan ke luar
neger1 (ekspor);

Menerapkan ketentuan
tentang Animal Welfare
dalam hal melakukan
kegiatan pemeliharaan dan

SK No 043202 C
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REPUBLIK INDONESIA

H.1.A.194

Bidang Usaha

No.

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

kerja terampil
yang dimiliki,
dan

3. Surat pernyataan
kebenaran data
yang disampaikan,;

4. Berita Acara
Verifikasi Lapangan;

5. Untuk pemanfaatan
dalam bentuk
perdagangan
dipersyaratkan
memiliki Surat Izin
Usaha Perdagangan
(SIUP);

6. Melakukan
pembayaran PNBP
Perizinan Berusaha
Jenis Ikan yang
Dilindungi dan/atau
Termasuk kedalam
Appendiks CITES

SK No 043201 C

12.

pengangkutan ikan hidup;

Mematuhi ketentuan
tentang status
perlindungan dan

pemanfaatan jenis ikan
yang dilindungi dan/atau

tercantum dalam
Appendiks CITES.
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PRESIDEN
REPUBLIK

II.1.A.195

INDONESIA

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

Termasuk dalam
Appendiks CITES

Izin Pemanfaatan
Jenis lkan (SIPJI)
yang Dilindungi
dan/atau Termasuk
kedalam Appendiks
CITES Hasil
Pengembangbiakan
untuk salah satu
kegiatan:

a. penelitian dan
pengembangan
(termasuk untuk
kegiatan
biofarmakologi
dan bioteknologi);

b. Pengembangbia-

perdagangan sesuai
ketentuan perundang-
undangan;

Menyampaikan laporan
stok dan laporan realisasi
pemanfaatan secara
berkala;

Menyampaikan usulan
rencana produksi bagi
pelaku usaha yang akan
melakukan kegiatan
pengembangbiakan;

Menyampaikan usulan
kuota ekspor hasil
pengembangbiakan bagi
pelaku usaha yang akan

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
Hasil
Pengembangbiakan.
158. 03278 Pengembangbiaka | Surat Izin Pemanfaatan | Sesuai Ketentuan Membayar PNBP berupa Sesuai ketentuan Skala usaha
n Mamalia yang Jenis Ikan (SIPJI) Lembaga OSS pungutan Kementerian/ Mikro, Kecil ,
Dilindungi 1. Permohonan Surat pengambilan/penangkapan | Lembaga Menengah dan
dan/atau dan pungutan Besar

Risiko Tinggi

SK No 043200 C
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

[I.1.A.196

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

kan;

c. perdagangan
dalam negeri,

d. perdagangan luar
negeri;

e. aquaria,
f. pertukaran; atau

g. pemeliharaan
untuk
kesenangan.

2. Proposal/Dokumen
Permohonan yang
memuat:

a. nama jenis ikan,
meliputi nama
ilmiah, nama
umum, dan
nama lokal

b. tujuan

melakukan kegiatan
perdagangan luar negeri
hasil pengembangbiakan;

Menerapkan sistem
penandaan untuk jenis
ikan hasil
pengembangbiakan;

Menyiapkan sarana dan
prasarana pendukung
sesuai dengan jenis
kegiatan pemanfaatan;

Menyiapkan sumber daya
manusia sesuai dengan
jenis kegiatan
pemanfaatan;

Menyiapkan dan
mengarsipkan dokumen
legalitas asal usul
kepemilikan jenis ikan
yang akan dimanfaatkan;

Menyiapkan dokumen

SK No 043199 C
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

[I.1.A.197

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

pemanfaaatan

c. sarana dan
prasarana yang
dimiliki

d. asal jenis ikan

yang akan
dimanfaatkan

e. sistem
pengelolaan air
jika yang
dimanfaatkan
ikan hidup

f. perhitungan
jumlah jenis ikan
yang akan
dimanfaatka

g. jumlah dan
kualifikasi tenaga
kerja terampil
yang dimiliki,
dan

SK No 043198 C

10.

11.

12.

angkut berupa Surat
Angkut Jenis lkan Dalam
Negeri (SAJI-DN) dalam hal
akan melakukan kegiatan
pengangkutan antar
wilayah Provinsi,

Menyiapkan dokumen
angkut berupa Surat
Angkut Jenis Ikan Luar
Negeri (SAJI-LN) dalam hal
akan melakukan
pengangkutan ke luar
negeri (ckspor);

Menerapkan ketentuan
tentang Animal Welfare
dalam hal melakukan
kegiatan pemeliharaan dan
pengangkutan ikan hidup;

Mematuhi ketentuan
tentang status
perlindungan dan
pemanfaatan jenis ikan
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PRESIDEN

P

REPUBLIK INDONESIA

II.1.A.198

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

3. Surat pernyataan
kebenaran data
yang disampaikan;

4. Berita Acara
Verifikasi Lapangan;

5. Untuk pemanfaatan
dalam bentuk
perdagangan
dipersyaratkan
memiliki Surat Izin
Usaha Perdagangan
(SIUP);

6. Melakukan
pembayaran PNBP
Perizinan Berusaha
Jenis lkan yang
Dilindungi dan/atau
Termasuk kedalam
Appendiks CITES
Hasil
Pengembangbiakan

yang dilindungi dan/atau

tercantum dalam
Appendiks CITES.

SK No 0433i97 C
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

I1.1.A.199

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

Dilindungi
dan/atau
Termasuk dalam
Appendiks CITES

[zin Pemanfaatan
Jenis lkan (SIPJI)
yvang Dilindungi
dan/atau Termasuk
kedalam Appendiks
CITES Hasil
Pengembangbiakan
untuk salah satu
kegiatan:

a. penelitian dan
pengembangan
(termasuk untuk
kegiatan
biofarmakologi
dan bioteknologi);

b. pengembangbia-
kan;

c. perdagangan

perdagangan sesuai
ketentuan perundang-
undangan;

Menyampaikan laporan
stok dan laporan realisasi
pemanfaatan secara
berkala;

Menyampaikan usulan
rencana produksi bagi
pelaku usaha yang akan
melakukan kegiatan
pengembangbiakan;

Menyampaikan usulan
kuota ekspor hasil
pengembangbiakan bagi
pelaku usaha yang akan
melakukan kegiatan
perdagangan luar negeri

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
159. 03279 Pengembangbia- Surat Izin Pemanfaatan | Sesuai Ketentuan Membayar PNBP berupa Sesuai dengan Skala usaha
kan Algae dan Jenis Ikan (SIPJI) Lembaga OSS pungutan ketentuan Mikro, Kecil ,
Blgta Perairan 1. Permohonan Surat pengambilan/penangkapan { Kementerian/ Menengah dan
Lainnya yang dan pungutan Lembaga Besar

Risiko Tinggi
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Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

o
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2

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

I1.1.A.200

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

dalam negeri;

d. perdagangan luar
negeri,

e. aquaria;
f. pertukaran; atau

g. pemeliharaan
untuk
kesenangan.

2. Proposal/Dokumen
Permohonan vang
memuat:

a. nama jenis ikan,
meliputi nama
ilmiah, nama
umum, dan
nama lokal;

b. tujuan
pemanfaaatan;

c. aarana dan
prasarana vang

hasil pengembangbiakan;

Menerapkan sistem
penandaan untuk jenis
ikan hasil
pengembangbiakan;

Menyiapkan sarana dan
prasarana pendukung
sesuai dengan jenis
kegiatan pemanfaatan;

Menyiapkan sumber daya
manusia sesuai dengan
jenis kegiatan
pemanfaatan;

Menyiapkan dan
mengarsipkan dokumen
legalitas asal usul
kepemilikan jenis ikan
vang akan dimanfaatkan;
Menyiapkan dokumen

angkut berupa Surat
Angkut Jenis Ikan Dalam
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I1.1.A.201

No.

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

dimiliki
d. asal jenis ikan

vang akan
dimanfaatkan;

e. sistem
pengelolaan air
jika yang
dimanfaatkan
ikan hidup;

f. perhitungan
jumlah jenis ikan
yvang akan
dimanfaatkan;

g. jumlah dan
kualifikasi tenaga
kerja terampil
yang dimiliki,
dan

3. Surat pernyataan

kebenaran data
yang disampaikan;

10.

11.

12.

Negeri (SAJI-DN) dalam hal
akan melakukan kegiatan
pengangkutan antar
wilayah Provinsi;

Menyiapkan dokumen
angkut berupa Surat
Angkut Jenis [kan Luar
Negeri (SAJI-LN) dalam hal
akan melakukan
pengangkutan ke luar
negeri (ekspor);

Menerapkan ketentuan
tentang Animal Welfare
dalam hal melakukan
kegiatan pemeliharaan dan
pengangkutan ikan hidup;

Mematuhi ketentuan
tentang status
perlindungan dan
pemanfaatan jenis ikan
yang dilindungi dan/atau
tercantum dalam
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II.1.A.202

Bidang Usaha

Kode KBLI

Judul KBLI

Persyaratan Perizinan

Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Persyaratan

Kewajiban Perizinan
Berusaha

Jangka Waktu
Pemenuhan
Kewajiban

Keterangan

4. Berita Acara

Verifikasi Lapangan;

. Untuk pemanfaatan

dalam bentuk
perdagangan
dipersyaratkan
memiliki Surat [zin
Usaha Perdagangan
(SIUP);

. Melakukan

pembayaran PNBP
Perizinan Berusaha
Jenis Ikan yang
Dilindungi dan/atau
Termasuk kedalam
Appendiks CITES
Hasil
Pengembangbiakan.

Appendiks CITES.

160.

08104

Penggalian Pasir:
Pemanfaatan
Pasir Laut

1.

Proposal yang
memuat:

a. lokasi
pemanfaatan

Sesuai Ketentuan | 1. Memenuhi larangan lokasi
Lembaga OSS penggalian pasir laut:

a. di pulau-pulau kecil

Sesuai  ketentuan
Kementerian/
Lembaga

Skala usaha
Mikro, Kecil,
Menengah dan
Besar
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I1.1.A.203

Bidang Usaha

Persyaratan Perizinan

Jangka Waktu

Kewajiban Perizinan

Jangka Waktu

c. kondisi fisik,
kimia dan biologi
perairan;

d. metode
pengambilan
atau penggalian
pasir laut;

€. rencana
pengelolaan
dampak fisik,
kimia, biologi dan
sosial;

f. pemodelan
kondisi
oseanografi
perairan lokasi

kawasan konservasi;

d. kawasan terumbu
karang;

e. kawasan mangrove,
dan

f.  tidak berasal dari
penambangan pulau
kecil yang
menyebabkan 10%
(sepuluh persen)
luasannya hilang.

Pelaku usaha wajib
menjamin dan
memperhatikan:

a. keberlanjutan
kehidupan dan

No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
pasir laut; terluar, 2. Risiko Tinggi
b. jumlah dan b. pulau kecil dengan
durasi luasan kurang dari
pemanfaatan 100 (seratus) hektar;
pasir laut;
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II.1.A.204
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
pemanfaatan penghidupan
pasir laut masyarakat di sekitar
g lokasi tujuan iZE?-SI penggalian pasir
pemanfaatan ’
pasir laut b. keseimbangan
D. Persyaratan teknis pelestarlan fungs_l
lingkungan pesisir dan
a. melakukan pulau-pulau kecil;
pen'gusahaa'n c. akses kepada
pasir laut di .
. masyarakat sekitar
lokasi yang telah lokasi penggalian pasir
ditentukan; Pengs b
laut.
b. mengaktifkan
sistem
transmitter
pemantauan
kapal.
161. 08930 Ekstraksi Garam 1. Dokumen kelayakan | Sesuai Ketentuan | 1. Menyampaikan laporan Sesuai Ketentuan | 1. Skala Usaha
teknis kegiatan; Lembaga OSS kegiatan Kementerian/ Besar
2. Dokumen rencana 2. Memperbaiki lingkungan Lembaga 2. Risiko Tinggi
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II.1.A.205
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
rinci (DED); jika terjadi kerusakan
3. Metode pengambilan secepat mungkin;
air laut; Pelibatan masyarakat
lokal,
4. Dokumen AMDAL
Kategori A Memberikan akses
masyarakat untuk
berusaha dan beraktivitas
sesuail dengan kebutuhan.
162. 08930 Ekstraksi Garam 1. Dokumen kelayakan | Sesuai Ketentuan Menyampaikan laporan Sesuai dengan | 1. Skala Usaha
teknis kegiatan; Lembaga OSS kegiatan; Ketentuan Menengah
2. Dokumen rencana Memperbaiki lingkungan E:rrsgztzrlan/ 2. Risiko Tinggi
rinci (DED); jika terjadi kerusakan &
3. Metode pengambilan secepat mungkin;
air laut; Pelibatan masyarakat
4. Dokumen AMDAL lokal;
Kategori B Memberikan akses
masyarakat untuk
berusaha dan beraktivitas
sesuai dengan kebutuhan.
163. 08930 Ekstraksi Garam 1. Dokumen kelayakan | Sesuai Ketentuan Menyampaikan laporan Sesuai Ketentuan | 1. Skala Usaha
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II.1.A.206
Bidang Usaha Persyaratan Perizinan Jangka Waktu Kewajiban Perizinan Jangka Waktu
No. Berusaha Pemenuhan Berusaha Pemenuhan Keterangan
Kode KBLI Judul KBLI Persyaratan Kewajiban
teknis kegiatan; Lembaga OSS kegiatan; Kementerian/ Kecil
2. Dokumen rencana Memperbaiki lingkungan Lembaga 2. Risiko
rinci {(DED); jika terjadi kerusakan . .
secepat mungkin; Menengah Tinggi
3. Metode pengambilan ’
air laut; Pelibatan masyarakat
4. Dokumen Upaya lokal;
Pengelolaan
Lingkungan Hidup Memberikan akses
(UKL) dan Upaya
masyarakat untuk
Pemantauan ..
. . berusaha dan beraktivitas
Lingkungan Hidup sesuai dengan kebutuhan;
(UPL). & ’
164. 08930 Ekstraksi Garam Surat Pernyataan | Sesuai Ketentuan - - 1. Skala Usaha
Kesanggupan Lembaga OSS Mikro
Pengelolaan dan 2. Risiko Rendah
Pemantauan
Lingkungan (SPPL)
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II.1.B.1

B. DAFTAR PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (NON-KBLI)
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
Ne- Bem;;;lfl Non Kode Judul Rincian J;ngka Waktu Rincian Jangka Waktu Heterangan
emenuhan Pemenuhan
1. Rekomendasi 68111 | Real Estat 1. Dokumen teknis Sesuai Memenuhi standar | Sesuai 1. Skala Usaha Mikro,
Pemanfaatan yang Dimiliki berupa: Ketentuan jenis kegiatan | Ketentuan Kecil, Menengah,
Pulau-pulau Kecil Sendiri atau Kementerian/ pemanfaatan pulau- | Kementerian/ Besar
) . a. rencana usaha .
dengan Luas di Disewa teknis): Lembaga pulau kecil dengan | Lembaga 5 Risiko Ti .
Bawah 100 km? ( ’ luas di bawah 100 - ISIKO HInggl
(seratus kilometer b. bukti kepemilikan km? yang
persegi) dan/atau diperbolehkan, yang
penguasaan lahan diperbolehkan dengan
yang sah. syarat, dan yang

tidak diperbolehkan
berdasarkan luasan,
topografi, dan tipologi

2. Persyaratan biaya:
Membayar
Pendapatan Negara

Bukan Pajak (PNBP) pulau.
sesuai peraturan
perundang-
undangan.
2. Rekomendasi 08930 | Ekstraksi - - 1. Kesesuaian Sesuai dengan -
Impor Garam Garam penggunaan ketentuan
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Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
rekomendasi Kementerian/
impor garam | Lembaga
meliputi:

a. jenis dan
standar mutu
garam,;

b. volume garam
yang akan
diimpor dan
volumepenyera
pan garam hasil
produksi
petambak;

c. tempat
pemasukan;

d. waktu
pemasukan;

e. penyerapan
garam,

Menyampaikan

SK No 043187 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
11.1.B.3
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
laporan  realisasi
pemasukan, dan
realisasi distribusi.
3. Surat Izin Usaha 03111 Penangkapan Untuk penangkapan Sesuai Realisasi terhadap | Sesuai Usaha Kecil,
"Perikanan Pisces/lkan ikan atau Ketentuan alokasi usaha yang | Ketentuan Menengah, dan
Bersirip di pengangkutan ikan Kementerian/ tercantum dalam | Kementerian/ Besar
Laut menyampaikan Lembaga Surat [zin Usaha | Lembaga .. : .
: Risiko Tinggi
Rencana Usaha yang Perikanan
03112 Penangkapan melibuti:
Crustacea di putt
Laut a. rencana investasi;
03113 | Penangkapan rencana Kapal
Mollusca di Perikanan; dan
Laut
C. rencana
03115 | Penangkapan operasional yang
/Pengambi- meliputi:
lan I_EdIUk/ _ 1) alat
Benih Ikan di penangkapan
Laut ikan;
03116 | Penangkap- 2) range ukuran
an

SK No 043186 C
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II.1.B.4
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Walktu
Pemenuhan Pemenuhan
a di Laut perikanan;
03117 | Penangkap- 3) daerah
an penangkapan
Coelenterata ikan untuk
di Laut kapal
k
03118 | Penangkap- pena'ng ap
- ikan;
an lkan Hias
Laut 4) pelabuhan
pangkalan;
03119 | Penangkap-
an Biota Air 5) pelabuhan
Lainnya di muat untuk
Laut kapal
pengangkut
50133 | Angkutan ikan:
Laut dalam _
Negeri untuk 6) jumlah kapal
Barang perikanan;
Khusus 7) rencana
50142 | Angkutan volume
Laut Luar pengan.gkutan,
Negeri untuk untuk ikan
8 Barang

SK No 043185 C
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negara tujuan
ekspor, bagi
yang akan
melakukan
pengangkutan
ke luar negeri;
dan

9) daftar negara
tujuan, bagi
yang akan
beroperasi di
laut lepas dan
akan
mendaratkan
hasil
tangkapan di
negara lain
yang
merupakan
negara

1)

1
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.1.B.5
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
Khusus hidup;
8) pelabuhan
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II.1.B.6
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
anggota RFMO
pada wilayah
RFMO yang
sama.
Pelunasan PNBP atau
retribusi daerah
03121 Penangkapan Untuk penangkapan Sesuai Realisasi terhadap | Sesuai Usaha Kecil,
Pisces/lkan ikan atau Ketentuan alokasi usaha yang | Ketentuan Menengah, dan
Bersirip di pengangkutan ikan Kementerian/ tercantum dalam | Kementerian/ Besar
Perairan menyampaikan Lembaga Surat [zin Usaha | Lembaga .. . .
. Risiko Tinggi
Darat rencana usaha yang Perikanan
03122 Penangkapan meliputi:
Crustacea di a. rencana investasi;
Perairan b. rencana kapal
Darat : .
perikanan; dan
03123 Penangkapan
. c. rencana
Mollusca di -
! operasional yang
Perairan meliputi:
Darat '
1) alat
03124 Penangkapan penangkapan
/Pengambi-
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[1.1.B.7
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
N Jangka Waktu N Jangka Waktu g
KBLI Kode Judul Rincian Pemenuhan Rincian Permenuhan
lan ikan;
Tumbuhan
s 2) range ukuran
Air di
. kapal
Perairan kanan-
Darat pert ’
03125 | Penangkapan 3) daerah Kk
Pengambi- penangkapan
/ ikan untuk
lan kapal;
Induk/Benih esar; a
Tkan di penangkap
. ikan;
Perairan
Darat 4) pelabuhan
kalan;
03126 | Penangkapan pangkalar,
Ikan Hias di 5) pelabuhan
Perairan muat untuk
Darat kapal
pengangkut
03129 Pepangkapan ikan: dan
Biota Air
Lainnya di 6) jumlah kapal
Perairan perikanan.
Darat 2. Pelunasan PNBP atau
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I[1.1.B.8
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
50222 Angkutan retribusi daerah.
Sungai dan
Danau untuk
Barang
Khusus
4. Sertifikat Cara 03111 | Penangkapan Perizinan Berusaha Sesuai Melaksanakan Sesuai Usaha Kecil,
Penanganan lkan Pisces/lkan subsektor Ketentuan persyaratan Ketentuan Menengah, dan
yang Baik Bersirip di Penangkapan lkan Kementerian/ Pengendalian Mutu | Kementerian/ Besar
(dilaksanakan Laut atau subsektor Lembaga pada kegiatan | Lembaga ..
§ Risiko Menengah
secara non- Pengangkutan [kan Penangkapan Ikan . X
elektronik) 03112 | Penangkapan . . atau  pengangkutan Tinggi
Crustacea di Sertifikat pelatihan ikan
Laut cara penanganan
ikan yang baik untuk
03113 Penangkapan kegiatan usaha
Mollusca di Kk d
Laut penangkapan dan .
pengangkutan ikan di
03115 | Penangkapan laut
/ Pengambi- Hasil Inspeksi
lan I.nduk/ . Pengendalian Mutu
Benih Ikan di terakhir yang
Laut dikeluarkan oleh
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Perizinan
No. Berusaha Non-
KBLI

KBLI Terkait

Persyaratan

Kewajiban

Kode

Judul

Rincian

Jangka Waktu
Pemenuhan

Rincian

Jangka Waktu

Pemenuhan

Keterangan

03116

Penangkapan
Echinodermat
a di Laut

03117

Penangkapan
Coelenterata
di Laut

03118

Penangkapan
Ikan Hias
Laut

03119

Penangkapan
Biota Air
Lainnya di
Laut

03121

Penangkapan
Pisces/Tkan
Bersirip di
Perairan
Darat

petugas yang
ditunjuk oleh

pemerintah daerah

atau kepala

pelabuhan perikanan
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[1.1.B.10

No.

Perizinan
Berusaha Non-
KBLI

KBLI Terkait

Persyaratan

Kewajiban

Kode

Judul

Rincian

Jangka Waktu
Pemenuhan

Rincian

Jangka Waktu
Pemenuhan

Keterangan

03122

Penangkapan
Pisces/Ikan
Bersirip di
Perairan
Darat

03123

Penangkapan
Mollusca di
Perairan
Darat

03124

Penangkapan
/Pengambi-
lan Tumbu-
han Air di
Perairan
Darat

03125

Penangkapan
/Pengambi-
lan Induk/
Benih lkan di
Perairan
Darat
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03129 | Penangkapan
Biota Air
Lainnya di
Perairan
Darat

50222 | Angkutan
Sungai dan
Danau untuk
Barang
Khusus

50133 | Angkutan
Laut Dalam
Negeri untuk
Barang
Khusus

50142 | Angkutan
Laut Luar

n)
<,
0N
3
L4
L5
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.1.B.11
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- .. Jangka Waktu .. Jangka Waktu Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Pemenuhan Rincian Pemenuhan
03126 | Penangkapan
Ikan Hias di
Perairan
Darat
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[1.1.B.12
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
Negeri untuk
Barang
Khusus
S. Sertifikat Hasil 03111 | Penangkapan |1. Untuk Sertifikat Hasil | Sesuai Memberikan data Sesuai Usaha Kecil,
Tangkapan Ikan Pisces/lkan Tangkapan lkan- Ketentuan dan dokumen Ketentuan Menengah, dan
Bersirip di Lembar Turunan: Kementerian/ persyaratan yang Kementerian/ Besar.
(Stllclzl;asa;r;anlfan Laut a. formulir Lembaga g?pp;ianggung Lembaga Risiko Menengah
elektronik) 03112 Penangkapa.n permohonan jawabkan Tinggi.
Crustacea di penerbitan kebenarannya Berlaku untuk satu
Laut Sertifikat Hasil ya- kali pengitiman
Tangkapan lkan- Tidak .
03113 Penangkapan Lembar Turunan; menggunakan ekspor 1kaq dan
Mollusca di . produk perikanan
. bahan baku ikan .
Laut b. draft Sertifikat . sepanjang
. yang berasal dari .
Hasil Tangkapan kapal penanska dipersyaratkan oleh
03117 | Penangkapan Ikan-Lembar ikapn En gxap negara tujuan
Cpelenterata Turunan; yang ekspor.
di Laut melakukan
: - c. salinan Lembar kegiatan Illlegal, Permohonan
10221 | Industri Awal; unreported, diajukan oleh
Pengolahan ) _ unregulated Penanggung jawab
dan d. salinan Perizinan . .
P . Berusaha fishing. Unit Pengolahan
engawetan ;
Ikan dan subsektor Memtliki salinan fkan, eksportir atau
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I1.1.B.13
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
Biota Air Penangkapan Lembar Awal yang ditunjuk oleh
(Bukan Ikan; (diterbitkan Kepala pihak Unit
Udang) .. Pelabuhan Pengolahan
Perizinan - )
dalam Kaleng Perikanan) yang Ikan/eksportir.
Berusaha menyatakan
10222 | Industri subsektor oy
etertelusuran
Pengolahan Pengangkutan .
pendaratan hasil
dan [kan, dalam hal .
. tangkapan ikan
Pengawetan melakukan alih :
dari kapal
Udang dalam muatan, .
penangkap ikan.
Kaleng . .
bukti pembelian
10211 [ 1Ind - ikan- Melakukan
Pn ustri ’ pencatatan dan
gnggarfiman packing list dari dokumentasi
I/k engermegan perusahaan dengan baik
an eksportir; terhadap kapal
10212 {Dndustri / invoice dari 522?;5?35&15; r11
engasapan
Pemang- perusahaan bahan baku untuk
eksportir; dan .
gangan lkan produk perikanan
- surat jalan yang akan
10213 | Industri pengiriman diekspor.
Pembekuan barang dari .
Ikan Menyampaikan

perusahaan
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I1.1.B.14
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
NO. Bemsaha Non' Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
10214 | Industri eksportir. Sertifikat Hasil
Pemindangan 1, (1K Sertifikat Hasil Tangkapan lkan
Ikan kepada Otoritas
Tangkapan lkan- Kompeten negara
10215 | Industri Lembar Turunan . pe 1 gl .
Peragian/ yang Disederhana- 1r.nport'1r metat
g . pihak importir
Fermentasi kan: ‘
Ik paling lambat 3
an a. formulir (tiga) hari kerja
10216 | Industri permohonan sebelum perkiraan
Berbasis penerbitan waktu produk
Daging Sertifikat Hasil perikanan tiba di
Lumatan dan Tangkapan Ikan- negara importir.
Surimi Lembar Turunan
. yang
10217 Indugtn' Disederhanakan;
Pendingina/
Pengesan b. draft Sertifikat
Ikan Hasil Tangkapan
- [kan-Lembar
10219 | Industri Turunan yang
Pengolahan Disederhanakan;
dan
Pengawetan c. salinan Lembar
Lainnya
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[I.1.B.15
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu ‘ g
Pemenuhan Pemenuhan
Untuk Ikan Awal;
10291 | Industn salinan Perizinan
Penggaraman Berusaha
/Pengeringan subsektor
Biota Air Penangkapan
Lainnya Ikan,;
10292 | Industri Perizinan
Pengasapan/ Berusaha
Pemang- subsektor
gangan Biota Pengangkutan
Air Lainnya Ikan dalam hal
- melakukan alih
10293 | Industn " muatan:
Pembekuan
Biota Air bukti pembelian
Lainnya ikan; me
10294 | Industri packing list dari
Pemindangan perusahaan
Biota Air eksportir;
Lainnya invoice dari
10295 | Industri perusahaan; dan

-
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II.1.B.16

No.

Perizinan
Berusaha Non-
KBLI

KBLI Terkait

Persyaratan

Kewajiban

Kode

Judul

Rincian

Jangka Waktu
Pemenuhan

Rincian

Jangka Waktu
Pemenuhan

Keterangan

mentasi
Biota Air
Lainnya

10296

Industri
Berbasis
Lumatan
Biota Air
Lainnya

10297

Industri
Pendinginan
/Pengesan
Biota Air
Lainnya

10794

Industri
Kerupuk,
Keripik,
Peyek dan
Sejenisnya

i. surat jalan

pengiriman
barang dari
perusahaan.

Persetujuan
Penggunaan
Nama Kapal

03111

Penangkapan
Pisces/lkan
Bersirip di

1.

Surat Izin Usaha
Perikanan, untuk
usaha kecil,

Sesuai
Ketentuan
Kementerian/

1.

Menggunakan
nama kapal
perikanan sesuai

Sesuai
Ketentuan
Kementerian/

1.

Usaha Mikro, Kecil,
Menengah, dan

SK No 043173 C
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[1.1.B.17
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
Perikanan Laut menengah, dan Lembaga dengan ketentuan | Lembaga Besar
03112 | Penangkapan besar, d:iigzu'uan an 2. Risiko Menengah
Crustacea di Surat keterangan persetuy yang Rendah
diberikan.
Laut tukang/galangan/
kontrak Memasang nama
03113 l;?r;?ngkaé:)'an pembangunan/ kapal perikanan
L oftusca di pemesanan di
aut bangunan/bagian
03115 | Penangkapan kapal yang mudah
/Pengambi- terbaca dan
lan Induk/ terlihat.
Benih Ikan di
Laut
03116 | Penangkapan
Echinoder-
mata di Laut
03117 | Penangkapan
Coelenterata
di Laut
03118 | Penangkapan
[kan Hias

SK No 043172 C
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11.1.B.18

Perizinan
Berusaha Non-
KBLI

KBLI Terkait

Persyaratan

Kewajiban

Kode

Judul

Jangka Waktu

Rincian
Pemenuhan

Rincian

Jangka Waktu
Pemenuhan

Keterangan

Laut

03119

Penangkapan
Biota Air
Lainnya di
Laut

03121

Penangkapan
Pisces/lkan
Bersirip di
Perairan
Darat

03122

Penangkapan
Pisces/lkan
Bersirip di
Perairan
Darat

03123

Penangkapan
Mollusca di
Perairan
Darat

03124

Penangkapan
/Pengambi-

SK No 042171 C
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11.1.B.19

No.

Perizinan
Berusaha Non-
KBLI

KBLI Terkait

Persyaratan

Kewajiban

Kode

Judul

Rincian

Jangka Waktu
Pemenuhan

Rincian

Jangka Waktu
Pemenuhan

Keterangan

lan
Tumbuhan
Air di
Perairan
Darat

03125

Penangkapan
/ Pengambi-
lan Induk/
Benih Ikan di
Perairan
Darat

03126

Penangkapan
Ikan Hias di
Perairan
Darat

03129

Penangkapan
Biota Air
Lainnya di
Perairan
Darat

50222

Angkutan
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[1.1.B.20

Perizinan
Berusaha Non-
KBLI

KBLI Terkait

Persyaratan

Kewajiban

Kode Judul

Jangka Waktu

Rincian
Pemenuhan

Rincian

Jangka Waktu
Pemenuhan

Keterangan

Sungai dan
Danau untuk
Barang
Khusus

50133 | Angkutan
Laut Dalam
Negeri untuk
Barang

Khusus

50142 | Angkutan
Laut Luar
Negeri untuk
Barang

Khusus

Persetujuan
Pengadaan Kapal
Perikanan

03111 | Penangkapan
Pisces/lkan
Bersirip di

Laut

03112 | Penangkapan
Crustacea di

Laut

Sesuai
Ketentuan
Kementerian/
Lembaga

Surat Izin Usaha
Perikanan, untuk
usaha kecil,
menengah, dan
besar;

Gambar rancang
bangun kapal

Melaksanakan
pengadaan
sesuail
ketentuan
persetujuan
diberikan

dengan

Sesuai
Ketentuan
Kementerian/
Lembaga

kapal

dalam
yang

Usaha Mikro Kecil
Menengah dan
Besar

Risiko Menengah
Tinggi

SK No 043169 C




mata di Laut

kapal baru;
03117 | Penangkapan
Coelenterata Grosse Akta, untuk
di Laut kapal yang sudah
didaftarkan;
03118 | Penangkapan
Ikan Hias Surat ukur, untuk
Laut kapal yang sudah
diukur;
03119 | Penangkapan
Biota Air Surat keterangan
Lainnya di dari galangan

untuk pembangunan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.21
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu Keterangan
KBLI Pemenuhan Pemenuhan
03113 | Penangkapan perikanan;
I’ﬁi’t"sca di Spesifikasi teknis
Alat Penangkapan
03115 | Penangkapan Ikan yang akan
/Pengambi- digunakan, untuk
lan Induk/ Kapal Penangkap
Benih Ikan di [kan;
Laut .
Persetujuan
03116 | Penangkapan penggunaan nama
Echinoder- Kapal Perikanan,

SK No 043168 C
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[1.1.B.22
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- ka Wakt Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian J;Eif:n?;ﬁu Rincian J;:Ignea nul? anu
Laut kapal/tukang yang
diketahui instansi
03121 P§nangkapan berwenang setempat
stcgs/[kgn dan memuat
Bersmp di informasi paling
Perairan sedikit:
Darat '
a. nama pemilik
03122 | Penangkapan kapal;
Pisces/lkan ’
Bersirip di b. lokasi
Perairan pembangunan;
Darat c. waktu
03123 | Penangkapan pembangunan;
Mollz_lsca di d. bahan utama
Perairan kapal; dan
Darat ’
e. dimensi utama
03124 | Penangkapan kapal
/Pengambi- untuk kapal yang
lan Tumbu- dalam proses
han Air di atau selesai
Perairan pembangunan.
Darat

SK No 043167 C
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[1.1.B.23
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
03125 | Penangkapan
/Pengambi-
lan Induk/
Benih Ikan di
Perairan
Darat
03126 | Penangkapan
Ikan Hias di
Perairan
Darat
03129 | Penangkapan
Biota Air
Lainnya di
Perairan
Darat
50222 | Angkutan
Sungai dan
Danau untuk
Barang
Khusus
50133 | Angkutan

SK No 043166 C
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I1.1.B.24
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian J;:Igl:{ean‘:::;u Rincian J;::ng:‘ean‘:l?:;u
Laut Dalam
Negeri untuk
Barang
Khusus
50142 | Angkutan
Laut Luar
Negeri untuk
Barang
Khusus ‘
8. Surat Ukur Kapal | 03111 | Penangkapan Surat Izin Usaha Sesuai Melakukan Sesuai Usaha Mikro Kecil
Perikanan Pisces/lkan Perikanan Ketentuan pengukuran ulang | Ketentuan Menengah dan
Bersirip di Persetuiuan Kementerian/ bilamana terdapat | Kementerian/ Besar
Laut setu) Lembaga perombakan/modi | Lembaga ..
Pengadaan Kapal fikasi kapal Risiko Menengah
03112 | Penangkapan Perikanan P Tinggi
Crustacea di Gambar Rancan Mencatatkan data
Laut B g tonase, dimensi
angun atau data teknis
03113 Penangkapan Bukti Kepemilikan, terkait lain ke
Mollusca di berupa: dalam Buku Kapal
Laut Perikanan
a. surat keterangan
03115 | Penangkapan dari galangan/

SK No 043165 C
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[1.1.B.25
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
/Pengambi- tukang;
lan Induk/
. . surat keterangan
Benih Ikan di o
kepemilikan
Laut .
B kapal perikanan
03116 | Penangkapan oleh instansi
Echinoder- berwenang,
mata di Laut untuk kapal
-- baru.
03117 | Penangkapan
Coelenterata Grosse akta untuk
di Laut pengukuran ulang
03118 | Penangkapan
Tkan Hias
Laut
03119 | Penangkapan
Biota Air
Lainnya di
Laut
03121 | Penangkapan
Pisces/lkan
Bersirip di
Perairan

SK No 043164 C
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03122 | Penangkapan
Pisces/lkan
Bersirip di
Perairan
Darat

03123 | Penangkapan
Mollusca di
Perairan
Darat

03124 | Penangkapan
/Pengambi-
lan Tumbu-
han Air di
Perairan
Darat

03125 | Penangkapan
/Pengambi-
lan Induk/
Benih Ikan di
Perairan
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REPUBLIK INDONESIA
[1.1.B.26
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu £
Pemenuhan Pemenuhan
Darat

SK No 043163 C
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11.1.B.27
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan

Darat

03126 | Penangkapan
Ikan Hias di
Perairan
Darat

03129 | Penangkapan
Biota Air
Lainnya di
Perairan
Darat

50222 | Angkutan
Sungai dan
Danau untuk
Barang
Khusus

50133 | Angkutan
Laut Dalam
Negeri untuk
Barang
Khusus
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11.1.B.28
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
50142 | Angkutan
Laut Luar
Negeri untuk
Barang
Khusus
9. Sertifikasi 03111 Penangkapan Surat Izin Usaha Sesuai Melaporkan dan Sesuai Usaha Mikro Kecil
Kelaikan Kapal Pisces/lkan Perikanan; Ketentuan melakukan Ketentuan Menengah dan
Perikanan Bersirip di . Kementerian/ pemeriksaan Kementerian/ Besar
Persetujuan . .
Laut Lembaga kelaikan kembali Lembaga -
Pengadaan Kapal bilamana- Risiko Menengah
03112 | Penangkapan Perikanan,; ) Tinggi
Crustacea di a. Telah melewati
Surat Ukur;
Laut masa berlaku
- t Ket tifikat;
03113 | Penangkapan Sura. eterangan sertifikat;
. Docking atau Surat
Mollusca di b. Kapal telah
Keterangan Tukang . .
Laut . . menjalani
yang diketahui oleh .
perbaikan/doc
03115 | Penangkapan Kepala Pelabuhan king di masa
i- Perikanan/Pemerin- & .
/Pengambi ) aktif sertifikat.
lan Induk/ tah terkait;
Benih [kan di Foto kapal berwarna ll\</le e\:/aal'(isbaar;lal;{iiSkin
B Laut terkini dengan J g

SK No 0431¢1 C
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[1.1.B.29
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban -
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
03116 | Penangkapan ukuran minimal 4R: sesuai periode
Echinoder- ¢ K sampin yang ditentukan
mata di Laut a kir:eliiruhanpl & dalam sertifikat
03117 | Penangkapan dengan nama
Coelenterata kapal jelas
di Laut terbaca;
03118 | Penangkapan b. tampak buritan;
ILkan Hias c. tampak kapal
aut dengan tanda
03119 | Penangkapan selar;
Bl(.)ta Alr : d. palka ikan yang
Lainnya di sudah diberi
Laut nomor;
03121 | Penangkapan e mesin utama
Pisce_s/lkgn kapal yang
Bers.lrlp di menunjukkan
Perairan merek, tipe dan
Darat

SK No 043160 C
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11.1.B.30

Perizinan
Berusaha Non-
KBLI

KBLI Terkait

Persyaratan

Kewajiban

Kode

Judul

Jangka Waktu

Rincian
Pemenuhan

Rincian

Jangka Waktu
Pemenuhan

Keterangan

03122

Penangkapan
Pisces/lkan
Bersirip di
Perairan
Darat

03123

Penangkapan
Mollusca di
Perairan
Darat

03124

Penangkapan
/Pengambi-
lan Tumbu-
han Air di
Perairan
Darat

03125

Penangkapan
/Pengambi-
lan Induk/
Benih Tkan di
Perairan
Darat

foto alat
penangkapan
ikan yang
digunakan diatas
kapal.
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[1.1.B.31

No.

Perizinan
Berusaha Non-
KBLI

KBLI Terkait

Persyaratan

Kewajiban

Kode

Judul

Jangka Waktu

Rincian
Pemenuhan

Rincian

Jangka Waktu

Pemenuhan

Keterangan

03126

Penangkapan
Ikan Hias di
Perairan
Darat

03129

Penangkapan
Biota Air
Lainnya di
Perairan
Darat

50222

Angkutan
Sungai dan
Danau untuk
Barang
Khusus

50133

Angkutan
Laut Dalam
Negeri untuk
Barang
Khusus

50142

Angkutan
Laut Luar
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11.1.B.32
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
Negeri untuk
Barang
Khusus
10. Buku Kapal 03111 Penangkapan Surat Izin Usaha Sesuai Memasang tanda Sesuai Usaha Mikro Kecil
Perikanan Pisces/lkan Perikanan. Ketentuan pengenal kapal Ketentuan Menengah dan
Bersirip di . Kementerian/ perikanan sesuai Kementerian/ Besar
Persetujuan
Laut Lembaga tatacara, Lembaga .
Pengadaan Kapal . . Risiko Menengah
. spesifikasi dan
03112 | Penangkapan Perikanan. . Rendah
Crust di kodefikasi yang
rustacea di Surat Ukur. ditentukan.
Laut
Bukti Kepemilikan Mengajukan
03113 I}T/([er;langkadpan berupa: penghapusan
ottusca di G Akt bilamana kapal
Laut a. rosse a, sudah tidak
untuk kapal digunakan sebagai
03115 Penan’gkap_an berukuran 7 GT kag o erikanang
/ Pengambi- dan 7 GT ke atas; pat p '
lan Induk/
Benih Ikan di b. Pas Kecil untuk
Laut kapal berukuran
— di bawah 7 GT;
03116 | Penangkapan atau:
Echinoder- ’

SK No 043139 C
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[1.1.B.33
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
mata di Laut c. Untuk kapal yang
belum memiliki
03117 | Penangkapan Grosse akta atau
Coelenterata .
. pas kecil, dapat
di Laut berupa:
03118 | Penangkapan 1) Surat
lkan Hias Keterangan
Laut Kepemilikan
03119 | Penangkapan dari instansi
Biota Air yang
Lainnya di berwenang
Laut dan surat
keterangan
03121 | Penangkapan dari
Pisce; / Ikgn galangan/
Bersirip di tukang; atau
Perairan
] pengalihan
03122 | Penangkapan kepemilikan
Pisces/Ikan yang sah
Bersirip di (antara lain:
Perairan
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[I.1.B.34
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
Darat Akta Jual
Beli t
03123 | Penangkapan Hfi:ll)le’ll'?kAita
éVIollysca di Waris, Berita
Deraltran Acara Serah
ara Terima, Berita
03124 | Penangkapan Acara
/Pengambi- Pengalihan,
lan Tumbu- dan bukti lain
han Air di yang sejenis).
gera‘ra“ Sertifikat Kelaikan
arat Kapal Perikanan,
03125 Penangkapan Foto berwarna Kapal
/ Pengambi- tampak samping
lan ¥nduk/ . keseluruhan 10x5
Benih Ikan di cm:
Perairan ’
Darat Dokumentasi Proses
Pemeriksaan
03126 | Penangkapan Kelaikan
Ikan Hias di
Perairan
Darat
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[1.1.B.35

No.

Perizinan
Berusaha Non-
KBLI

KBLI Terkait

Persyaratan

Kewajiban

Kode

Judul

Jangka Waktu

Rincian
Pemenuhan

Rincian

Jangka Waktu
Pemenuhan

Keterangan

03129

Penangkapan
Biota Air
Lainnya di
Perairan
Darat

50222

Angkutan
Sungai dan
Danau untuk
Barang
Khusus

50133

Angkutan
Laut Dalam
Negeri untuk
Barang
Khusus

50142

Angkutan
Laut Luar
Negeri untuk
Barang
Khusus

11.

Pendaftaran

03111

Penangkapan

1. Perizinan Berusaha Sesuai

Mematuhi ketentuan

Sesuai

1.

Usaha Kecil,

SK No 043136 C
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Nomor dan tipe alat
komunikasi.

Identitas Vessel
Monitoring System
(ID-VMS), bagi setiap
kapal dengan
Panjang Seluruhnya
(LOA) 15 meter ke

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
11.1.B.36
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu Keterangan
KBLI Pemenuhan Pemenuhan
Kapal ke Pisces/lkan subsektor Ketentuan yang ada di Ketentuan Menengah, dan
Organisasi Bersirip di Penangkapan lkan Kementerian/ Organisasi Kementerian/ Besar.
Pengelolaan Laut atau Perizinan Lembaga Pengelolaan Lembaga Risiko Menensah
Perikanan 50142 | Angkut Berusaha subsektor Perikanan Regional Rendah &
Regional atau Lngtlll, an Pengangkutan lkan, atau Regional )
Regional Fishenes Nau .lijart K yang masth berlaku. Fisheries Management Berlaku sampai
Management eger Untu Organization dengan berakhirnya
Oraamzation Barang Buku Kapal masa berlaku
9 Khusus Perikanan. oC
perizinan berusaha
Buku Pelaut. subsektor
k ik
Surat Keterangan call pehangrapan 1xan
sign dari itau p(:lzman
Kementerian crusana
Perhubungan pengangkutan sub-

sektor pengangku-
tan ikan.
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I1.1.B.37

Perizinan
Berusaha Non-
KBLI

KBLI Terkait

Persyaratan

Kewajiban

Kode

Judul

Rincian

Jangka Waktu

Pemenuhan

Rincian

Jangka Waktu
Pemenuhan

Keterangan

c. foto tampak

d. mencantumkan

atas;

Foto kapal terbaru
(foto kapal tunggal)
dengan ketentuan:

a. foto berwarna
dengan ukuran
4R;

b. foto tampak
samping kanan
dan kiri
{kelihatan
seluruh badan
kapal, nama
kapal);

belakang dan
tampak depan
(kelihatan tanda
selar).

informasi tanggal
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10.
11.

12.

Surat Keterangan
Kepatuhan Kapal
dalam Pelaksanaan
logbook
penangkapan ikan
yang diterbitkan
oleh Kepala
Pelabuhan
Pangkalan, untuk
kapal penangkap
ikan;

Jumlah awak kapal
Surat Ukur Kapal

Tipe, kapasitas, dan
jumlah mesin
pembeku (freezer).

Kapasitas dan
jumlah palka.

-y
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
11.1.B.38
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
dan waktu
pemotretan;
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[1.1.B.39
o Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
12. Persetujuan 03111 | Penangkapan Surat Pernyataan Sesuai NA Sesuat 1. Usaha Mikro
Berlayar Pisces/lkan Kesiapan Kapal Ketentuan Ketentuan ..
R . . . 2. Ristko Menengah
Bersirip di Perikanan Berangkat | Kementerian/ Kementerian/ Rendah
(dilaksana-kan Laut dari nakhoda (Master | Lembaga Lembaga
secara non- Sailing Declaration).
elektronik}) .
03112 | Penangkapan Bukti pembayaran
. pemenuhan
Crustacea di Kk .. . .
ewajiban retribusi.
Laut
Perizinan Berusaha
03113 i;r;;angkaé).an subsektor
L oftusca di Penangkapan Ikan
aut atau Perizinan
03115 | Penangkapan Berusaha subsektor
/Pengambi- Pengangkutan lkan.
lan @nduk/ . Surat Tanda Bukti
Benih Tkan di Lapor Kedatangan
Laut Kapal.
03116 | Penangkapan Daftar Nakhoda dan
Echinoder-
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11.1.B.40

No.

Perizinan
Berusaha Non-
KBLI

KBLI Terkait

Persyaratan

Kewajiban

Kode

Judul

Jangka Waktu

Rincian
Pemenuhan

Rincian

Jangka Waktu
Pemenuhan

Keterangan

03117

Penangkapan
Coelenterata
di Laut

03118

Penangkapan
[kan Hias
Laut

03119

Penangkapan
Biota Air
Lainnya di
Laut

50133

Angkutan
Laut Dalam
Negeri untuk
Barang
Khusus

50142

Angkutan
Laut Luar
Negeri untuk
Barang
Khusus
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[1.1.B.41
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
13. Persetujuan 03111 Penangkapan Surat Pernyataan Sesuai NA Sesuali Usaha Kecil,
Berlayar Pisces/lkan Kesiapan Kapal Ketentuan Ketentuan Menengah dan
Bersirip di Perikanan Kementerian/ Kementerian/ Besar
(dilaksana-kan Laut Berangkat dari Lembaga Lembaga Risiko Tineei
secara non- 03112 [P K Nakhoda (Master 8
elektronik) c(:jztrlieip;n Sailing Declaration). Untuk kapal di atas
Laut Bukti pembayaran tSﬁGT :lzrl:f_(;nl kali
pemenuhan PNBP p pelay
03113 | Penangkapan atau restribusi
Mollusca di daerah
Laut ’
Bukti pemenuhan
03115 Penangkapan pembayaran pajak
/ Pengambi- penambahan nilai
lan I_nduk/ _ bagi kapal yang
Benih lkan di menggunakan BBM
Laut nonsubsidi.
03116 | Penangkapan Perizinan Berusaha
Echinoder- subsektor
mata di Laut Penangkapan [kan
03117 | Penangkapan atau Perizinan
Coelenterata Berusaha subsektor
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[1.1.B.42
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiba;m )
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
di Laut Pengangkutan lkan.
03118 | Penangkapan Standar Laik
Ikan Hias Operasi.
Laut Surat Tanda Bukti
03119 | Penangkapan Lapor Kedatangan
Biota Air Kapal.
II:amnya di Perjanjian Kerja
aut Laut atau daftar
50133 | Angkutan Nakhoda dan ABK
Laut Dalam bagi kapal di atas >
Negeri untuk 5 GT.
Barang
Khusus
50142 | Angkutan
Laut Luar
Negeri untuk
Barang
Khusus
14. Surat Izin 03111 Penangkapan |1. Untuk nelayan kecil: Sesuai 1. Menempatkan Scsuai 1. Usaha Mikro, Kecil,
Penempatan Pisces/lkan o mencantumkan Ketentuan rumpon paling Ketentuan Menengah, dan
Bersirip di ] Kementerian/ lama 60 hari Kementerian/
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[1.1.B.43
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Janghka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
Rumpon Laut nomor Perizinan Lembaga kalender sejak Lembaga Besar

Berusaha Surat Izin 2. Risiko Tinggi dan
subsektor Pemasangan Meneneah Rendah
Penangkapan Rumpon terbit. &
Ikan yang akan
Laporan
memanfaatkan
pemanfaatan
rumpon;
rumpon pada saat
izin lokasi di laut, perpanjangan
untuk Rumpon Surat Izin
yang akan Pemasangan
ditempatkan di Rumpon.
Wilayah
Pengelolaan
Perikanan Negara
Republik
Indonesia;
rencana
pemanfaatan
rumpon, yang
memuat:
1) jumlah
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[1.1.B.44

No.

Perizinan
Berusaha Non-
KBLI

KBLI Terkait

Persyaratan

Kewajiban

Kode Judul

Rincian

Jangka Waktu
Pemenuhan

Rincian

Jangka Waktu
Pemenuhan

Keterangan

2)

3)

4)

5)

6)

rumpon;

spesifikasi
teknis setiap
Rumpon;

koordinat titik
pusat rumpon
(lintang dan
bujur);

alat
Penangkapan
Ikan;

estimasi
frekuensi
pemanfaatan;
dan

estimasi jenis
dan jumlah
ikan hasil
tangkapan
dalam satuan
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11.1.B.45

Perizinan

KBLI Terkait

Persyaratan

Kewajiban

No. Berusaha Non-
KBLI

Kode

Judul

Rincian

Jangka Waktu
Pemenuhan

Rincian

Jangka Waktu
Pemenuhan

Keterangan

kilogram.

2. Untuk bukan Nelayan
Kecil:

a.

Surat Izin Usaha
Perikanan;

Perizinan
Berusaha
subsektor
Penangkapan
Ikan, untuk Surat
Izin Pemasangan
Rumpon yang
dimohonkan
setelah
diterbitkan
Perizinan
Berusaha
subsektor
Penangkapan
Ikan;

Perizinan
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Ikan sebelumnya,
untuk Surat Izin
Pemasangan
Rumpon yang
dimohonkan
bersamaan
dengan
perpanjangan
Perizinan
Berusaha
subsektor
Penangkapan
Ikan;

Buku Kapal
Perikanan, untuk
Surat Izin
Pemasangan
Rumpon yang
dimohonkan
bersamaan

2
g
5;
R0
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
11.1.B.46
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
Berusaha
subsektor
Penangkapan
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I1.1.B.47
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu

Pemenuhan

Pemenuhan

dengan Perizinan
Berusaha
subsektor
Penangkapan
lkan;

izin lokasi
perairan;

rencana
pemanfaatan
Rumpon, yang
memuat:

1) jumlah
Rumpon;

2) spesifikasi
teknis setiap
Rumpon;

3) koordinat titik
pusat Rumpon
(lintang dan
bujur);

SK No 043124 C




g

2
O
g
‘J‘
8
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.1.B.48
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
4) alat
Penangkapan
[kan;
5) estimasi
frekuensi
pemanfaatan;
dan
6) estimasi jenis
dan jumlah
ikan hasil
tangkapan
dalam satuan
kilogram.
15. Surat Tanda 03111 | Penangkapan |l. Perizinan Berusaha Sesuai Melaporkan ikan hasil | Sesuai Usaha Mikro, Kecil
Keterangan Pisces/lkan Ketentuan tangkapan kepada | Ketentuan dan Menengah
S Rencana Andon .
Andon Bersirip di Kementerian/ kepala pelabuhan | Kementerian/ .. . .
Penangkapan lkan Risiko Tinggi dan
Laut . . Lembaga pangkalan di daerah | Lembaga
yang meliputi: . . .
tujuan Andon Menengah Tinggi
03112 | Penangkapan .
. a. daerah tujuan Penangkapan Ikan
Crustacea di . .
Laut Andon setiap trip
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[1.1.B.49
) Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
03113 | Penangkapan Penangkapan lkan; Penangkapan Ikan
Mollusca di
. pelabuhan
Laut
pangkalan;
03115 Penangkapan  waktu Andon
/ Pengambi- Penangkapan lkan;
lan Induk/ don gxap ’
Benih Ikan di
Laut . Nomor dan
T 1 Perjanji
03116 | Penangkapan Kangga crjanjian
. erja Sama
Echinoder- Penangkapan lkan.
mata di Laut
03117 | Penangkapan
Coelenterata
di Laut
03118 | Penangkapan
Ikan Hias
Laut
03119 | Penangkapan
Biota Air
Lainnya di B }

SK No (043122 C




o=

n
o
%
£
e
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.1.B.50
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
Laut
16. Surat Tanda 03111 | Penangkapan |1. Perizinan Berusaha Sesuai Melaporkan ikan hasil | Sesuai 1. Usaha Kecil,
Penangkapan Pisces/lkan Ketentuan tangkapan kepada | Ketentuan Menengah dan
L 2. Surat Tanda . :
Ikan Andon Bersirip di Keteranean Andon Kementerian/ kepala pelabuhan | Kementerian/ 5 Risiko Tinesi
Laut cterang Lembaga pangkalan di daerah | Lembaga ‘ g8
j A
03112 | Penangkapan tujuan ndon
. Penangkapan Ikan
Crustacea di i .
Laut setiap trip
Penangkapan lkan
03113 | Penangkapan
Mollusca di
Laut
03115 | Penangkapan
/Pengambi-
lan Induk/
Benih Ikan di
Laut
03116 | Penangkapan
Echinoder-
mata di Laut
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[1.1.B.51

Perizinan
No. Berusaha Non-
KBLI

KBLI Terkait

Persyaratan

Kewajiban

Kode

Judul

Rincian

Jangka Waktu
Pemenuhan

Rincian

Jangka Waktu
Pemenuhan

Keterangan

03117

Penangkapan
Coelenterata
di Laut

03118

Penangkapan
Ikan Hias
Laut

03119

Penangkapan
Biota Air
Lainnya di
Laut

17. Tanda Daftar
Penangkapan
Ikan Andon

03111

Penangkapan
Pisces/lkan
Bersirip di
Laut

03112

Penangkapan
Crustacea di
Laut

03113

Penangkapan
Mollusca di

1. Perizinan Berusaha

2. Surat Tanda
Keterangan Andon

Sesuai
Ketentuan
Kementerian/
Lembaga

Melaporkan ikan hasil
tangkapan kepada
kepala pelabuhan
pangkalan di daerah
tujuan Andon
Penangkapan Ikan
setiap trip
Penangkapan lkan

Sesuai
Ketentuan
Kementerian/
Lembaga

1. Usaha Mikro

2. Risiko Menengah
Rendah
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II.1.B.52
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
Laut
03115 | Penangkapan
/Pengambi-
lan Induk/
Benih Ikan di
Laut

03116 | Penangkapan
Echinoder-
mata di Laut

03117 | Penangkapan
Coelenterata
di Laut

03118 | Penangkapan
Ikan Hias
Laut

03119 | Penangkapan
Biota Air
Lainnya di
Laut

8K No 043116 C
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11.1.B.53
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
18. Rekomendasi 46206 Perdagangan Rekomendasi Sesuai Laporan realisasi Sesuai -

Pemasukan Besar Hasil Pemasukan Calon Ketentuan pemasukan calon Ketentuan
Calon Induk, Perikanan Induk, Induk, Kementerian/ induk, induk, benih Kementerian/
Induk, Benih 2630 Perdagangan dan/atau Benih Ikan | Lembaga ikan_ dan/atau inti Lembaga
}EztainMuti(;?Z/atau Besar Bahan a. NIB vang berlaku mutiara

Makanan sebagai angka

dan pengenal impor

gmﬁma“ b. Surat hasil

Pat$ nak analisis risiko

erfr akan berupa

Perikanan persetujuan

pemasukan
untuk Calon
46324 Perdagangan Induk, Induk,

Besar Hasil dan/atau Benih

Olahan Ikan:

Perikanan
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[1.1.B.54
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
46329 Perdagangan 1) untuk
Besar Bahan pemasukan
Makanan pertama kali
dan dari negara
Minuman anggota OIE
Hasil vang
Peternakan merupakan:
dan .
. a) jenis atau
Perikanan .
. strain/va-
Lainnya .
rietas
47215 Perdagangan lkan baru;
Ece.ran Hasil b) ikan dari
Perikanan
negara
47245 Perdagangan asal yang
Eceran memiliki
Daging dan penyakit
Ikan Olahan baru;
dan/atau
47249 Perdagangan c) ikan dari
Eceran negara
Makanan asal yang
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I1.1.B.55
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
Lainnya sedang
terkena
47753 Perdagangan wabah.
Eceran Ikan 2) setiap kali
Hias pemasukan
bagi negara
bukan

anggota OIE.

laporan surveilan
dan monitoring
pengendalian
penyakit ikan
yang dilakukan 2
(dua) tahun
terakhir oleh unit
usaha dan
instansi yang
berwenang di
negara asal
untuk
pemasukan calon
induk, induk,
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[I.1.B.56
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan

dan/atau benih
ikan yang
termasuk jenis
ikan baru yang
berasal dari:

1) negara asal
yang pertama
kali
memasukkan
calon induk,
induk,
dan/atau
benih ikan;
dan/atau

2) negara yang
terindikasi
wabah
penyakit
ikan.

2. Rekomendasi

SK Nc 043115C
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[I.1.B.57
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan

SK No 043114 C

Pemasukan Inti
Mutiara

a. NIB yang berlaku

sebagai angka
pengenal impor;

b. pemasukan inti
mutiara
dilakukan
dengan

mempertimbangk

an kapasitas
produksi unit
usaha budidaya;

Rekomendasi
diterbitkan untuk 1
jenis ikan atau jenis
inti mutiara yang
berasal dari 1
negara.

Perubahan
Rekomendasi
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[1.1.B.58
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu

Pemenuhan

Pemenuhan

dapat dilakukan
setelah 3 bulan
rekomendasi
diterbitkan

perubahan:
1) ukuran;

2) jumlah
berupa
penambahan
dan dapat
dilakukan
bila telah
merealisasika
n persetujuan
impor
seluruhnya;

3} tempat
pemasukan;
dan

4) lokasi usaha
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I1.1.B.59
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
budi daya.
melampirkan
fotokopi
Rekomendasi
Calon Induk,
Induk, Benih
Ikan, dan/atau
Inti Mutiara asli
yang dilakukan
perubahan.
19. Sertifikasi 03226 Pembenihan NIB Sesuai Penerapan pada saat Sesuai -
Cara Pembenihan [kan Air . Ketentuan melakukan kegiatan Ketentuan
. Data unit . .
Ikan yang Baik Tawar . . Kementerian/ usaha Kementerian/
pembenihan ikan
Lembaga Lembaga
o Gambar layout
03252 Pembenthan bangunan dan
Ikan Air petakan unit
Payau pembenihan ikan
Struktur organisasi
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[1.1.B.60
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
03212 Pembenihan dan uraian tugas
lkan Laut Standar operasional
prosedur dan
formulir pencatatan
pembenihan ikan.
20. Sertifikasi Cara 03211 Pembesaran NIB Sesuai Penerapan pada saat Sesuai -
Budidaya lkan Pisces/lkan . Ketentuan melakukan kegiatan Ketentuan
. ! Data unit . :
yang Baik Bersirip embenihan ikan Kementerian/ usaha Kementerian/
Laut, p Lembaga Lembaga
03213 | Budidaya Gambar layout
- . bangunan dan
Ikan Hias Air K .
Laut petakan unit
pembenihan ikan
03214 Budidaya Struktur organisasi
Karang d -
an uralan tugas
{Coral)
b Standar operasional
03215 Pembesaran prosedur dan
Mollusca formulir pencatatan
Laut
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[I.1.B.61
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
03216 Pembesaran pembenihan ikan
Crustacea
Laut
03217 Pembesaran
Tumbuhan
Air Laut
103219 | Budidaya
Biota Air
Laut Lainnya
03221 Pembesaran
[kan Air
Tawar di
Kolam
03222 Pembesaran
[kan Air
Tawar di
Karamba

SK No 043110C
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[I.1.B.62
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan

03223 Pembesaran
Ikan Air
Tawar di
Karamba

03224 Pembesaran
[kan Air
Tawar di
Sawah

03225 Budidaya
Ikan Hias Air
Tawar

03227 Pembesaran
[kan Air
Tawar di
Karamba
Jaring
Tancap
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[1.1.B.63
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. | Berusaha Non- o Jangka Waktu . Jangka Waktu Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Pemenuhan Rincian Pemenuhan

03229 Budidaya
[kan Air
Tawar di
Media
Lainnya

03231 Jasa Sarana
Produksi
Budidaya
[kan Laut

03232 Jasa
Produksi
Budidaya
Ikan Laut

03233 Jasa Pasca
Panen
Budidaya
Ikan Laut

03241 Jasa Sarana
Produksi
Budidaya
[kan Air
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.1.B.64
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
) Tawar
03242 Jasa
Produksi
Budidaya
Ikan Air
Tawar
03243 Jasa Pasca
Panen
Budidaya
Ikan Air
Tawar
03251 Pembesaran
Pisces/lkan
Bersirip Air
Payau
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I1.1.B.65

Perizinan
Berusaha Non-

KBLI

KBLI Terkait

Persyaratan

Kewajiban

Kode Judul

Jangka Waktu

Rincian
Pemenuhan

Jangka Waktu

Pemenuhan

Keterangan

03253 Pembesaran
Mollusca Air
Payau

03254 Pembesaran
Crustacea Air
Payau

03255 Pembesaran
Tumbuhan
Air Payau

03259 Budidaya
Biota Air
Payau
Lainnya

03261 Jasa Sarana
Produksi
Budidaya
[kan Air
Payau
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.1.B.66
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
03262 Jasa
Produksi
Budidaya
[kan Air
Payau
03263 Jasa Pasca
Panen
Budidaya
Tkan Air
Payau
21. Penerbitan 21013 Industri NIB Sesuali Menyampaikan Sesuai -
Sertifikat Produk Surat ernvataan Ketentuan laporan secara | Ketentuan
Pendaftaran Obat Farmasi pernya Kementerian/ tertulis yang | Kementerian/
bahwa telah . .
[kan Untuk S Lembaga meliputi: Lembaga
Hewan menerapkan prinsip
- CPOIB atau fotokopi a. jumlah dan
46444 Perdagangan sertifikat CPOIB jenis obat ikan
Besar O.bat Data teknis Obat [kan yang ‘Felah
Farmasi ane meliputi: diproduksi
Untuk yansg putt dan
Hewan a. Formulir A diedarkan,

SK No 043105 C
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Formulir F (daya
farmakologi);

Formulir G
(publikasi
ilmiah/uji lapang);

dari peredaran
atau
dimusnahkan.

Melakukan
sertifikasi CPOIB
khusus bagi

)‘.Pt
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z
g;
e
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.1.B.67
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
46339 Perdagangan (komposisi obat untuk
Besar ikan); pembuatan
Makanan . obat ikan di
Formulir B (cara .
dan dalam negeri;
. pembuatan obat
Minuman : .
; ikan); b. jumlah dan
Lainnya S .
Formulir C jenis obat ikan
. yang telah
(pemeriksaan obat .
. diedarkan,
ikan);
untuk
Formulir D pemasukan
{(pemeriksaaan obat ikan dari
bahan baku obat luar negeri;
ikan); dan
Formulir E c. jumlah dan
(pemeriksaan jenis obat ikan
stabilitas); yang ditarik
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Laporan hasil
pengujian mutu obat
ikan.

Lapangan, untuk
obat ikan yang
memerlukan
pengujian lapangan.

Bagi obat ikan yang
berasal dar luar
negeri, harus
dilengkapi dengan:

a. surat keterangan
asal (certificate of

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.1.B.68
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
h. Formulir H produsen obat
(keterangan ikan.
tentang wadah, .
bungkus/tutup); Menjaga
’ konsistensi mutu
i.  Formulir I obat ikan.
{keterangan
tentang
penandaan);

SK No 043103
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surat keterangan
sudah
diperjualbelikan
(certificate of free
sale);

certificate of Good
Manufacturing
Practice (GMP);

sertifikat bukan
produk rekayasa
genetika (certificate
non genetically
modified
organism), untuk
obat ikan sediaan
biologik yang
bukan produk
rekayasa genetika;
dan

surat penunjukan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.1.B.69
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
origin);
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.1.B.70
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
keagenan atau
distributor (letter of
appointment) dari
produsen obat
ikan di luar negeri
kepada importir
obat ikan di
Indonesia.
22. Rekomendasi 46444 Perdagangan NIB Sesuai Menyampaikan Sesuai -
Pemasukan Besar Obat Ketentuan laporan secara Ketentuan
. Daftar rencana . . . .
Bahan Baku Farmasi Kementerian/ tertulis yang memuat: | Kementerian/
pemasukan dan
Obat ikan, Obat Untuk L . Lembaga . L Lembaga
distribusi bahan 1. jumlah dan jenis
Ikan, dan/atau Hewan .
Sampel Obat Ikan baku obat obat ikan yang
46339 Perdagangan ikan/sampel obat dimasukan dan
Besar ikan/obat ikan yang yang diedarkan;
Makanan memuat: dan
dan a. nama bahan 2. jumlah dan jenis
Minuman .
Lai baku obat obat ikan vang
amhnya ikan/nama ditarik dari
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pendaftaran obat
ikan, untuk obat
ikan;

nama dan alamat
importir;

nama produsen
asal;

negara asal;

bentuk dan jenis
bahan baku obat
ikan/bentuk dan
jenis sediaan
untuk sampel
obat ikan dan
obat ikan;

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.1.B.71
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Jan Keterangan
.. gka Waktu . . Jangka Waktu
KBLI Kode Judul Rincian Pemenuhan Rincian Pemenuhan
46447 Perdagangan dagang (merek) peredaran atau

Besar Bahan untuk sampel dimusnahkan.
Farmasi obat ikan dan
Untuk obat ikan;
Manusia dan nomor sertifikat
Hewan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
11.1.B.72
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan

g. ukuran kemasan;

h. tujuan
pemasukan;

i. jumlah dan nilai;

j. rencana
distribusi, untuk
bahan baku obat
ikan dan obat
ikan;

k. kode HS;

l.  pelabuhan muat;
dan

m. pelabuhan
tempat
pemasukan.

Brosur, untuk
sampel obat ikan

Invoice

Sertifikat analisa
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

11.1.B.73

Perizinan
Berusaha Non-
KBLI

KBLI Terkait

Persyaratan

Kewajiban

Kode

Judul

Rincian

Jangka Waktu
Pemenuhan

Rincian

Jangka Waktu
Pemenuhan

Keterangan

atau Certificate of
Analysis (CoA) dari
laboratorium mutu.

Surat keterangan
asal atau Certificate
of Origin (CoO) dari
instansi yang
berwenang di negara
asal untuk bahan
baku obat ikan.

Surat keterangan
sudah
diperjualbelikan atau
Certificate of Free
Sale (CoFS) untuk
bahan baku obat
ikan dan obat ikan.

23.

Rekomendasi
Pengeluaran
Obat lkan

46444

Perdagangan
Besar Obat
Farmasi
Untuk

NIB.

Daftar rencana
pengeluaran

Sesuai
Ketentuan
Kementerian/

Menyampaikan
laporan secara

tertulis yang memuat:

Sesuai
Ketentuan
Kementerian/

SK No 043098 C
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d. nama produsen
obat ikan;

€. negara tujuan;

f. klasifikasi obat
ikan;

g. bentuk dan jenis
sediaan obat
ikan;

h. ukuran kemasan,

dimusnahkan.

)
2
N
%
,d/'i"t
2
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
11.1.B.74
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
Hewan obat .ikan yang Lembaga jumlah dan jenis Lembaga
memuat: obat ikan yang
telah dikeluarkan
a. nama S
dari wilayah
dagang/merek N Kesat
46339 | Perdagangan obat ikan; cgara nesatuan
Besar Republik
Makanan b. norr:jorfsertifikla)lt Indonesia; dan
dan .plfn -a taran obat jumlah dan jenis
Mipuman 1xan, obat ikan yang
Lainnya c. nama dan alamat ditarik dari
pemohon; peredaran
dan/atau
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.1.B.75
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
i. tujuan
pengeluaran obat
ikan;
J- jumlah dan nilai
obat ikan; dan
k. pelabuhan
tempat
pengeluaran;
Invoic
24. Sertifikat Cara 21013 | Industri NIB Sesuai N Menyampaikan Sesuai -
Distribusi Obat Produk Gambar site plan Ketentuan laporan kegiatan obat | Ketentuan
Ikan yang Baik Farmasi d dan t{;t Kementerian/ ikan yang telah Kementerian/
(CDOIB) Untuk lgli limlg a ¢ a Lembaga diedarkan serta obat | Lembaga
Hewan etak (layout) ruanga ikan yang ditarik dari
Memiliki sarana peredaran atau
46444 };’Serdaggrtl)gagn pengangkutan yang dimusnahkan secara
Fesar oa layak dan memadai berkala
Uartmim sesuai jenis sediaan
o obat ika

EK No 043396 C
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA
[I.1.B.76
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan

46447 Perdagangan
Besar Bahan
Farmasi
Untuk
Manusia dan
Hewan

46445 Perdagangan
Besar Obat
Tradisional
Untuk
Hewan

46448 Perdagangan
Besar Bahan
Baku Obat
Tradisional
Untuk
Manusia dan
Hewan

Formulir data dan
persyaratan CDOIB
yang telah diisi

Personil pernah
mendapatkan
pelatihan CDOIB
atau surat
pernyataan
memahami prinsip-
prinsip CDOIB

Untuk distributor
memiliki tenaga
profesional
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Daftar Industri (TDI

Gambar site plan

pabrik dan tata letak

(layout) ruanga

Formulir data dan

persyaratan CPOIB

yang telah diis

Bukti pembayaran

penerimaan negara

bukan paja

Surat pernyataan
memiliki tenaga
profesional, yaitu:

a. dokter hewan
atau apoteker
sebagai
penanggung

N
N
g
5‘
e
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.1.B.77
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
25. Cara Pembuatan 21013 Industri NIB Sesuai Menjaga konsistensi Sesuai -
Obat [kan yang Produk . . Ketentuan penerapanan prinsip- { Ketentuan
Baik (CPOIB) Farmasi lzin Usaha Industri Kementerian/ prinsip CPOIB. Kementerian/
(IUl) atau Tanda
untuk Hewan Lembaga Lembaga
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I1.1.B.78

No.

Perizinan
Berusaha Non-
KBLI

KBLI Terkait

Persyaratan

Kewajiban

Kode

Judul

Jangka Waktu

Rincian
Pemenuhan

Rincian

Jangka Waktu
Pemenuhan

Keterangan

b. dokter hewan

jawab teknis obat
ikan, untuk
sediaan biologik,
farmasetik,
premiks,
dan/atau obat
alami; atau

atau apoteker
atau sarjana
perikanan atau
sarjana biologi
sebagai
penanggung
Jjawab teknis obat
ikan, untuk
sediaan
probiotik.

26.

Rekomendasi
Pemasukan
Pakan Ikan
dan/atau Bahan

10801

Industri
Ransum
Makanan
Hewan

NIB Sesuai
Ketentuan
Kementerian/
LLembaga

Daftar rencana
pemasukan pakan
ikan dan/atau

Menyampaikan Sesuai

laporan secara
tertulis yang
memuat:

Ketentuan
Kementerian/
Lembaga

3 No 043093 C




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

asal;

peredaran atau
dimusnahkan.

11.1.B.79
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No- Beru?;:INon- Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu Heterangan
Pemenuhan Pemenuhan
Baku Pakan lkan bahan baku pakan jumlah dan nama
ikan yang memuat: pakan ikan
4. nama dan/atau bahan
' daga(ng /merek baku pakan ikan
46206 | Perdagangan untuk sampel yang telah
. dimasukkan ke
Besar Hasil pakan dal Havah
Perikanan ikan/pakan ikan aam wrayan
dan/atau nama Negara Republik
bahan baku Indonesia;
46339 Perdagangan pakan ikan; jumlah dan nama
B T .
esar b. nomor Sertifikat pakan ikan
Makanan Pendaftaran dan/atau bahan
dan PZEai Ikan baku pakan ikan
Minuman tuk ’ yang telah
Lainnya uniuK: diedarkan; dan
pakan ikan yang
telah terdaftar; jumlah dan nama
c¢. nama dan alamat pakan ikan
MpOrtic: dan/atau baku
p ' pakan ikan yang
d. nama produsen ditarik dari
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Pemenuhan

Pemenuhan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.1.B.80
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu

e. negara asal;

f.  tujuan
pemasukan
pakan ikan
dan/atau bahan

baku pakan tkan;

g. jerus, jumlah,
dan nilai pakan
ikan dan/atau
bahan baku
pakan ikan;

h. pelabuhan muat
dan

1. pelabuhan
tempat
pemasukan.

Invoice

Sertifikat analisa
atau Certificate of
Analysts (CoA) dan

’
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Pemenuhan

Pemenuhan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.1.B.81
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu

laboratorium yang
telah terakreditasi,
untuk:

a. pemasukan
bahan baku
pakan ikan, yang
memuat:

1) mutu bahan
baku pakan
ikan;

2) kontaminan
aflatoksin
untuk bahan
baku pakan
ikan yang
berasal dari
tumbuhan;

3) kontaminan
berupa
antibiotik
(nitrofuran,

SK Mo 04309C €




o

2
g
4
0
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.1.B.82
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Janghka Waktu £
Pemenuhan Pemenuhan
chloramphe-
nicol,

oxytetracyclin)
dan logam
berat (Pb, Hg,
Cd) untuk
bahan baku
pakan ikan
yang berasal
dari hewan
dan ikan; dan

4) hasil uji
melamin
bahan baku
pakan ikan.

pemasukan
pakan ikan, yang
memuat:

1} pakan ikan
buatan,
meliputi:

SK No 0430386 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[1.1.B.83

No.

Perizinan
Berusaha Non-
KBLI

KBLI Terkait

Persyaratan

Kewajiban

Kode

Judul

Rincian

Jangka Waktu
Pemenuhan

Rincian

Jangka Waktu
Pemenuhan

Keterangan

a)

ikan
konsumsi,
meliputi
uji
proksimat
(protein,
lemak,
serat
kasar,
abu, air),
mikrobio-
logi
(salmone-
lla,
aflatoxin),
antibiotik
(nitrofuran
, chloram-
phenicol,
oxytetra-
cycline),
logam
berat (Pb,
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PRESIDEN

REPUBLIK

INDONESIA

[1.1.B.&4

No.

Perizinan
Berusaha Non-
KBLI

KBLI Terkait

Persyaratan

Kewajiban

Kode Judul

Rincian

Jangka Waktu
Pemenuhan

Rincian

Jangka Waktu

Pemenuhan

Keterangan

2)

b)

pakan ikan
alami,
meliputi uji
proksimat,
khusus
untuk telur
dormant/
kista artemia
pengujian
hanya

Hg, Cd),
dan uji
melamin,
dan

ikan hias,
meliputi
uji
proksimat
dan total
carotenoid
/asta-
xanthin

SK No 043087 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I1.1.B.85

Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban

i . Jangka Waktu Keterangan
Rincian
Pemenuhan Pemenuhan

No. Berusaha Non-
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu

dilakukan
terhadap:

a) Persen-
tase
penetasan
(hatching
percen-
tage);

b) efisiensi
penetasan
(hatching

efficiency);

c) kecepatan
penetasan
(hatching
speed);
dan

d) jumlah
kista
(cysta) per
gram.
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.1.B.86
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
Spesifikasi teknis
atau informasi
produk (brosur).
Surat izin penelitian
untuk kepentingan
penelitian.
Surat keterangan
asal atau Certificate
of Origin (CoQ) dari
instansi yang
berwenang di negara
asal bahan baku
pakan ikan dan
pakan ikan.

27. Penerbitan 10801 | Industri NIB. Sesuai dengan | 1. Menyampaikan Sesuai dengan -
Sertifikat Ransum g ¢ pernvataa Ketentuan laporan secara Ketentuan
Pendaftaran Makanan teLllrla'll n?enrflz)r karllq Kementerian/ tertulis mengenai: | Kementerian/
Pakan lkan Hewan a enerap Lembaga Lembaga
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.1.B.87
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
46206 Perdagangan prinsip CPPIB. a. jumlah dan
Besar Hasil . jenis pakan
. Laporan hasil .
Perikanan .. . ikan yang
pengujian mutu (dari telah
laboratorium dalam . .
. diproduksi
negeri yang dan
terakreditasi): diedarkan:

SK No 043084 C

a. pakan ikan
buatan, meliputi:

1) ikan
konsumsi,
meliputi uji
proksimat
(protein,
lemak, serat
kasar, abu
dan air),
nitrogen
bebas, bahan
ekstrak tanpa
nitrogen,
kestabilan
dalam air,

b. jumlah dan
jenis pakan
ikan yang
telah
diedarkan,
untuk
importir; dan

c. jumlah dan
jenis pakan
ikan yang
ditarik dari
peredaran
atau

dimusnahkan.

Melakukan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[1.1.B.88

No.

Berusaha Non-

Perizinan

KBLI

KBLI Terkait

Persyaratan

Kewajiban

Kode Judul

Jangka Waktu

Rincian
Pemenuhan

Rincian

Jangka Waktu

Pemenuhan

Keterangan

mikrobiologi
(salmonella,
aflatoxan),
antibiotik
(nitrofuran,
chloramphe-
nicol,
oxytetra-
cycline),
logam berat
(Pb, Hg, Cd),
dan uji
melamin,
khusus
untuk pakan
ikan yang
kandungan
mutunya
dibawah SNI
atau belum
memiliki SNI
dilakukan

pengujian

sertifikasi CPPIB
khusus bagi
produsen pakan
tkan

Menjaga
konsistensi mutu
pakan ikan
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REPUBLIK INDONESIA
[1.1.B.89
Perizinan KBLI Terkait 7 Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan

asam amino
dan peptide
digestibility;
atau

2) ikan hias,
meliputi uji
proksimat
(protein,
lemak, serat
kasar, abu
dan air),
nitrogen
bebas, bahan
ekstrak tanpa
nitrogen,
kestabilan
dalam atr,
dan
astaxanthin/
total
carotenoid.

b. pakan ikan

SK No 0430&2 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[I.1.B.90
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan

alami, meliputi
uji proksimat,
khusus untuk
telur dormant/
kista artemia
pengujian hanya

dilakukan

terhadap:

1) persentase
penetasan
(hatching
percentage);

2) efisiensi
penetasan
(hatching

efficiency);
3) kecepatan
penetasan
(hatching
speed); dan

4) jumlah kista

SK No 043081 C




E@ﬁ? |

2
O
g
A;.’A
2
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.1.B.91
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu g
Pemenuhan Pemenuhan
o (cysta) per
gram.
4. Fotokopi sertifikat
petugas pengambil
contoh
5. Data teknis pakan
ikan vang berist:
a. merek, jenis,
kode produksi,
peruntukan,
berat bersih,
kandungan
nutrisi pakan
itkan, dan
persentase pakan
itkan; dan
b. nama bahan
baku pakan ikan,
bahan pelengkap,
dan imbuhan
pakan ikan.
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.1.B.92
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu g
Pemenuhan Pemenuhan

Bagi pakan ikan
yang berasal dari
luar negeri, harus
dilengkapi dengan:

a. certificate of good
manufacturing
practice;

b. surat keterangan
asal atau
certificate oforigin
dari instansi
yang berwenang
di negara asal;

c. sertifikat analisa
atau Certificate of
Analysis dari
laboratorium yang
telah terakreditasi,
paling sedikit
memuat
komposisi pakan
ikan, kandungan

SK No 043079 C
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[1.1.B.93
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan

bahan pencemar
kimia, dan bahan
pencemar biologis;

surat

keterangan /publik
asi dari
pemerintah negara
asal yang
menyatakan
bahwa pakan ikan
tersebut sudah
dan masih
diperdagangkan di
negara asal; dan

surat penunjukan
dari perusahaan
produsen kepada
importir.

SK No 043078 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
11.1.B.94
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
28. Cara Pembuatan 10801 Industri NIB. Sesuai Menjaga konsistensi Sesuai -
Pal.<ar1 [kan yang Ransum lzin Usaha Industri Ketentuar} penerapan prinsip- Ketentuar}
Baik (CPPIB) Makanan Kementerian/ prinsip CPPIB Kementerian/
atau Tanda Daftar
Hewan . Lembaga LLembaga
Industri.
Struktur organisasi
dan uraian tugas.
Gambar tata letak
ruangan.
Formulir data umum
produsen pakan ikan
yang telah diisi.
29. | Sertifikat 10211 | Industri . Perizinan  Berusaha | Sesuai 1. Menerapkan GMP | Sesuai -
Kelayakan Penggaraman Subsektor Ketentuan dan SSOP pada | Ketentuan
Pengolahan (SKP) / Pengeringan Pengolahan Ikan | Kementerian/ proses Kementerian/
lkan dan/atau Pemasaran | Lembaga penanganan Lembaga
[kan. dan/atau
. . Sertifikat Pengolah pengolahan hasil
10212 | Industri D perikanan secara
p Ikan atau sertifikat "“konsisten
engasapan/ keterampilan.dibidan :
B Pemangga-

SK No 643077 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.1.B.95
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
ngan lkan g keamanan pangan 2. Mencantumkan
t bagi 1 SKP
10213 | Industri yang  sctara bagl ogo _ pada
Pembekuan penanggung jawab produk perikanan
mutu. dalam bentuk
Ikan
. Panduan mutu kemasa.n atau
10214 | Industri C fotokopi SKP pada
Pemindangan pehctapan ara produk perikanan
emin & Pengolahan Ikan
Ikan . dalam bentuk
yang Baik dan
- curah.
10215 | Industri pemenuhan
Peragian/ persyaratan Prosedur 3. Menyampaikan
Fermentas: Operasi Standar laporan volume
Ikan Sanitasi. produksi, tujuan
. . pemasaran,
10216 | Industri : EzraorZEZdaSI kendala yang
Berbasis yeran . dihadapi setiap 1
Dagin Pengolahan dari .
gimng . . tahun sekali.
Lumatan dan Pembina Mutu di
Surimi Daerah.
10217 | Industri
Pendinginan
/Pengesan
lkan

SK No 043076 C
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untuk Ikan

10221 | Industri
Pengolahan
dan
Pengawetan
Ikan dan
Biota Air
(Bukan
Udang)
dalam Kaleng

10222 | Industri
Pengolahan
dan
Pengawetan
Udang dalam

Kaleng

g
.
%
[;’A
I
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
11.1.B.96
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
10219 Industri
Pengolahan
dan
Pengawetan
Lainnya

SK No 043075 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I1.1.B.97

No.

Perizinan
Berusaha Non-
KBLI

KBLI Terkait

Persyaratan

Kewﬁj iban

Kode Judul

Jangka Waktu

Rincian
Pemenuhan

Rincian

Jangka Waktu

Pemenuhan

Keterangan

10291 | Industri
Penggaraman
/Pengeringan
Biota Air
Lainnya

10292 | Industri
Pengasapan/
Pemangga-
ngan Biota

Air Lainnya

10293 | Industri
Pembekuan
Biota Air

Lainnya

10294 | Industri
Pemindangan
Biota Air

Lainnya

Industri
Peragian/
Fermentasi

10295

S No 043074 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

11.1.B.98

Perizinan
No. Berusaha Non-
KBLI

KBLI Terkait

Persyaratan

Kewajiban

Kode

Judul

Jangka Waktu

Rincian
Pemenuhan

Rincian

Jangka Waktu
Pemenuhan

Keterangan

Biota Air
Lainnya

10296

Industri
Berbasis
Lumatan
Biota Air
Lainnya

10297

Industri
Pendinginan
/ Pengesan
Biota Air
Lainnya

10298

Industri
Pengolahan
Rumput Laut

| 10299

Industri
Pengolahan
dan
Pengawetan
Lainnya
untuk Biota

SK No 043073 C
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PRESIDEN
REFPUBLIK INDONESIA
11.1.B.99
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan

Air Lainnya

10414 | Industri
Minyak [kan

10750 | Industri
Makanan
dan Masakan
Olahan

10771 Industri
Kecap

10779 | Industri
Produk
Masak
Lainnya

10794 | Industri
Kerupuk,
Keripik,
Peyek dan
Sejenisnya

46206 | Perdagangan
Besar Hasil |

SK No 043072 C
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REPUBLIK

INDONESIA

11.1.B.100

Perizinan
No. Berusaha Non-
KBLI

KBLI Terkait

Persyaratan

Kewajiban

Kode Judul

Rincian

Jangka Waktu

Pemenuhan

Rincian

Jangka Waktu

Pemenuhan

Keterangan

Perikanan

46324 | Perdagangan
Besar Hasil
Olahan

Perikanan

46339 | Perdagangan
Besar
Makanan
dan
Minuman

Lainnya

47215 | Perdagangan
Eceran Hasil

Perikanan

47245 | Perdagangan
Eceran
Daging dan

lkan Olahan

52102 | Aktivitas

Cold Storage

SK No 043071 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.1.B.101
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
30. Rekomendasi 10213 | Industri 1. Sertifikat Kelayakan | Sesuai Menerapkan Sesuai -
Pemasukan Hasil Pembekuan Pengolahan (SKP). Ketentuan Prinsip Cara | Ketentuan
Perikanan (RPHP) Ikan 9 Rencana Usaha 1 Kementerian/ Pepgolahan Yang | Kementerian/
Lembaga Baik/ Good Lembaga
tahun yang memuat .
ling sedikit: Manufactunng
pa ) Practices dan
a. kapasitas gudang Prosedur Operasi
penyimpanan; Standar Sanitasi/
. Sanitation
b. ketersediaan Standard
sarana kutan: Operating
pengangkutan, Procedure) pada
c. kapasitas proses
terpasang; penanganan hasil
ik i .
d. kebutuhan ikan; perikahan fmpor
. Kesesuaian
e. target produksi
dan emasaran; penggunaan
d p ’ Rekomendasi
an Pemasukan Hasil
f. lokasi rencana Perikanan

SK No 043070 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
11.1.B.102
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
10217 | Industri distribusi. meliputi:
Pendinginan 3. Surat Hasil Analisis a} jenis;
/ Pengesan O
Risiko berupa
Ikan . b) volume;
persetujuan
10219 | Industri penjlasukan Hasil c) sarana
Pengolahan Perikanan. i)en.gangku—
dan 4. Untuk peruntukkan an;
Pengawetan umpan harus d) pintu
Lainnya melampirkan: pemasukan;
Untuk Ikan
o e) negara asal;
10293 | Industri a. daftar nama dan akt
Pembekuan jumlah kapal fy  waktu Kan-
Biota Air penangkap ikan gemasu an;
Lainnya yang dimiliki oleh an
: pemohon atau g) peruntukan-
10299 Industri yang menjadi nya.
Pengolahan mitranya, disertai .
dan S Menyampaikan
perjanjian L an realisasi
Pengawetan kemitraan; dan apor
Lainnya . pemasukan, =
Untuk Biota b. perizinan r_c_allsa51 distribusi,
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.1.B.103
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
Air Lainnya berusaha kapal dan laporan stok
penangkap ikan setiap bulan.
yang dimiliki oleh
pemohon atau
yang menjadi
46206 | Perdagangan mitranya.
Besar Hasil
Perikanan
46324 | Perdagangan
Besar Hasil
Olahan
Perikanan
03111 | Penangkapan
Pisces/lkan
Bersirip di
Laut
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I[.1.B.104
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
31. Surat 10221 Industri Sertifikat Kesesuaian | Berdasarkan Meniasa dan Sesuai dengan -
Persetujuan Pengolahan terhadap pemenuhan | kesiapan dan m nJ gndalikan perjanjian
Penggunaan dan Persyaratan Acuan | kelengkapan keesege ian SNI sertifikasi
Tanda SNI (SPPT Pengawetan yang diterbitkan oleh | dokumen T sua dalam
SNI) Wajib Tuna Ikan dan LSPro. pelaku usaha K‘;;Z wan Kalon
Dalam Kemasan Biota Air . . g
Foto wujud fisik Tuna dan SNI Sarden
Kaleng, Sarden {(Bukan
dalam Kemasan dan Makerel
dan Makerel Udang)
Kaleng dan/atau dalam Kemasan
Dalam Kemasan dalam Kaleng .
Kaleng Sarden dan Makercl Kaleng sesuai
dalam Kemasan dengan
Kaleng. karateristik  yang
Formulir berisi (S:(e)lnmt?)h derﬁzg
informasi rencana sample SNI kalen
wilayah  pemasaran an p telal'gl
Tuna dalam Kemasan y. g .
Perdagangan disertifikasi.
46304 B Hasil Kaleng dan/atau
Ofssr ast Sarden dan Makercl Membubuhkan
p a.kan dalam Kemasan Tanda SNI Tuna
enkanan Kaleng. dalam Kemasan
Surat pernyvataan gif;;i dan c?zli\]ri
kesediaan mematuhi Makerel dalam

Sl No 043067 C
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SNI.

Mengambil
tindakan
perbaikan yang
diperlukan bila
terdapat laporan
yang
menunjukkan
ketidakmampuan
pelaku usaha
dalam menjaga
dan

mengendalikan
kesesuaian SNI
Tuna dalam

Kemasan Kaleng
dan SNI Sarden

dan Makerel
dalam kemasan
kaleng.

Menginformasikan
segala perubahan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.1.B.105
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
penggunaan tanda kemasan kaleng.

SK No 043066 C
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REPUBLIK INDONESIA

disampaikan pada
saat pengusulan
SPPT SNI

Tidak
mencantumkan
Tanda SNI pada
produk dalam hal

SPPT SNI
dibekukan,
dicabut atau
berakhir masa
berlakunya

11.1.B.106
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- .. Jangka Waktu o . Jangka Waktu Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Pemenuhan Rincian Pemenuhan

lain yang
dilakukan yang
mempengaruhi

dokumen yang

SK No 043065 C
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bahan baku dan

bahan tambahan
pangan; label
produk; foto produk
dalam kemasan
primer; dan foto
produk dalam
kemasan sekunder

perbaikan yang
diperlukan bila

terdapat laporan
yang
menunjukkan

ketidakmampuan
pelaku usaha
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De
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.1.B.107
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
32. Sertifikat 10211 | Industri Perizinan Berusaha | Berdasarkan Menjaga dan | Sesuai dengan -
Kesesuaian SPPT Penggaraman bidang industri | kesiapan dan mengendalikan Perjanjian
SNI /Pengeringan pengolahan ikan | kelengkapan kesesuaian SNI | Sertifikasi
Ikan dan/atau bidang | dokumen sesuai dengan
perdagangan pelaku usaha karateristik  yang
Formulir berisi sama dengan
. . contoh atau
informasi produk,
. . sample SNI yang
terdiri  dari merek . . .
S telah disertifikasi
produk;  jenis/tipe/
varian produk; nomor Membubuhkan
SNI; keterangan Tanda SNI
terkait kemasan .
. ] Mengambil
primer produk; daftar .
tindakan

SK No G230724 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.1.B.108
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No- Berusana Non- Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu Keterangan
KBLI Pemenuhan Pemenuhan
10212 | Industri dan/atau kemasan dalam menjaga
Pengasapan/ tersier dan
Pemang- 3. Formulir berisi mengendalikan
gangan lkan informasi dan keesesuaian SNI
10213 | Industri dokumen proses 4. Menginformasikan
Pembekuan produksi, terdiri dari: segala perubahan
Ikan a. pemasok bahan la.m yang
— = dilakukan yang
10214 | Industri baku  produk, mempengaruhi
Pemindangan prosedur peng
. dokumen yang
Ikan evaluasi ) .
pemasok serta disampaikan pada
10216 | Industri ' saat  pengusulan
rosedur dan
Berbasis Ir)ekaman SPPT SNI
Daging inspeksi  bahan 5. Tidak
Lumatan dan baku produk; mencantumkan
Surimi Tanda SNI pada
. b. proses
10217 | Industri pembuatan produk dalam hal
Pendinginan produk; SPPT SNI
/ Pengesan ’ dibekukan,
Ikan c. prosedur dan dicabut atau

SK No 043063 C
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REPUBLIK INDONESIA
I1.1.B.109
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
e Beru:{thIallINon- Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu Heterangan
Pemenuhan Pemenuhan
10219 | Industri rekaman berakhir masa
Pengolahan pengendalian berlakunya.
dan mutu;
Pengawetan
Lainnya d. pengemasan
untuk lkan produk dan
- pengelolaan
10221 | Industri produk di
Pengolahan gudang akhir
dan produk sebelum
Pengawetan dikirimkan
Ikan dan dan/atau
Biota Air diedarkan ke
(Bukan wilayah Republik
Udang) Indonesia; dan
dalam Kaleng ¢. lokasi gudang
10222 | Industri penyimpanan
Pengolahan produk di
dan wilayah  Negara
Pengawetan Republik
Udang dalam Indonesia,;
Kaleng 4. Sertifikat merek atau

SK No (42002 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.1.B.110
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
10291 | Industri tanda daftar merek
Penggaraman yang diterbitkan oleh
/Pengeringan Kementerian Hukum
Biota Air dan Hak Asasi
Lainnya Manusia atau
fotokobi L
10292 | Industri otoxopt ~ perjamjan
lisensi dari pemilik
Pengasapan/
merek
Pemang-
gangan Biota Bukti perjanjian yang
Air Lainnya mengikat secara
- huku tuk
10293 | industri o .
Pembek melakukan
Bgm tj\.uan pembuatan produk
LIOta v1r untuk  pihak lain,
Miirmn_\a untuk pelaku usaha
10294 | Industri vang melakukan
Pemindangan pembuatan  produk
Biota Air dengan merek yang
Lainn} a dimiliki  oleh plhak
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.111
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
Ne- Bem;;?;:l Non- Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu Keterangan
Pemenuhan Pemenuhan
10295 | Industri lain
ngf:i‘g . |6 Bukti  kepemilikan
Biota Air merek dan perjanjian
Lainnva subkontrak
. pelaksanaan
produksi dengan
10296 | Industri pihak  lain, untuk
Berbasis pelaku usaha yang
Lumatan bertindak sebagai
Biota Air pemilik merek yang
Lainnya mensubkontrakkan
i proses produksinya
kepada pihak lain
10297 | Industri 7. Bukti perjanjian yang
Pendinginan mengikat secara
/4Pengesan hukum tentang
Biota Air penunjukkan sebagai
Lainnya perwakilan resmi
10298 | Industri pemilik — merek  di
Pengolahan wilayah_ Nega.ra
Rumput Laut Republik Indonesia,

5K No (0430€0 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[1.1.B.112

No.

Perizinan
Berusaha Non-
KBLI

KBLI Terkait

Persyaratan

Kewajiban

Kode Judul

Jangka Waktu

Rincian
Pemenuhan

Rincian

Jangka Waktu

Pemenuhan

Keterangan

10299 | Industri
Pengolahan
dan
Pengawetan
Lainnya
untuk Biota
Air Lainnya

10414 | Industri
Minyak Ikan

SK No 043059 C

10750 | Industri
Makanan

dan Masakan
Olahan

untuk pelaku usaha
yang bertindak
sebagai  perwakilan
resmi pemilik merek
yang berkedudukan
hukum di luar negeri

Pernyataan bahwa
pelaku usaha
bertanggung  jawab
penuh atas
pemenuhan

persyaratan SNI dan
pemenuhan

persyaratan proses
Sertifikasi dan

bersedia memberikan




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dan/atau sertifikat
sistem  mutu lain

[I.1.B.113
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
10779 | Industri akses terhadap lokasi
Produk dan/atau informasi
Masak yang diperlukan oleh
Lainnya LSPro dalam
melaksanakan
kegiatan Sertifikasi
10794 | Industri 9. Sertifikat kelayakan
Kerupuk pengolahan (SKP)
Keripik, ’ dan sertifikat
Peyek dan penerapan  program
Sejenisnya manajemen mutu
i terpadu (PMMT) bagi
produk yang
46324 | Perdagangan diproduksi dalam
Besar Hasil negeri
Olahan 10. Sertifikat Good
Perikanan Manufacturing
Practices, Hazard
Analysis Critical
Control Point,

SK No 043058 C
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REPUBLIK INDONESIA
[1.1.B.114
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu £
Pemenuhan Pemenuhan

11.

yang setara  bagi
produk yang berasal
dari luar negeri

Hasil pengukuran
proses kecukupan
panas (FO), terdiri
dari sertifikat yang

diterbitkan oleh
lembaga yang
memiliki kompetensi
di bidang
pengukuran  proses
kecukupan panas
{FO) dan laporan
penerapan proses
kecukupan panas

(FO) yang dilakukan
oleh petugas unit
pengolahan ikan
yang memiliki
kompetensi di bidang
pengukuran  proses

SK No 043057 O
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.1.B.115
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
kecukupan panas (FO
12. Sertifikat analisis/
Certificate of Analysis
(CoA).
33. Sertifikat 10211 | Industri 1. Permohonan baru: Sesuai Menjaga konsistensi | Sesuai -
Penerapan Penggaraman . Ketentuan penerapan Program | Ketentuan
. a. Perizinan . .
Program /Pengeringan Kementerian/ Persyaratan Dasar | Kementerian/
. Berusaha .
Manajemen Mutu Ikan Lembaga (PPD), Sistem Hazard | Lembaga
Subsektor . s
Terpadu/ - Analysis and Critical
10212 | Industri Pengolahan lkan
Control Powint, dan
Hazard Analysis Pengasapan/ dan/atau Sistern
and Critical Pemang- Pemasaran lkan;
Control Point angan lkan Ketertelusuran
gang b. Manual Hazard
10213 | Industri Analysis and
Pembekuan Critical Control
Ikan Point yang telah
- divalidasi; dan
10214 | Industri
Pemindangan c. Hasil audit
[kan internal.
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11.1.B.116
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban -
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
10215 | Industri 2. Permohonan
Peragian/ penambahan ruang
Fermentasi lingkup:
lkan a. Manual Hazard
10216 | Industri Analysis and
Berbasis Critical Control
Daging Point yang telah
Lumatan dan divalidasi;
Surimi | b. hasil audit
10217 | Industri internal; dan
Pe;‘dmgma“ c. Sertifikat
/ Pengesan Penerapan
Ikan p
rogram
10219 | Industri Manajemen Mutu
Pengolahan Terpadu/Hazard
dan Analysts and
Pengawetan Cntical Control
Lainnya Point yang masih
untuk lkan berlaku.
10221 | Industri 13. Permohonan

Pengolahan

SK No U43055 2
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10292 Industri

Pengasapan/

b. nomor registrasi
negara mitra bagi
UPI yang

2
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I1.1.B.117
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
dan perpanjangan:
ﬁf;lfzzitan a. hasil audit
Biota Air internal; dan
ukan . ertifikat
buk b. Sertifik
Udang) Penerapan
dalam Kaleng Program
10222 | Industri Manajemen Mutu
P lah Terpadu/ Hazard
dengo anan Analysis and
Pan ¢ Critical Control
Uf;ngawccle :;m Point yang masih
Kala(lerrlfg alam berlaku.
4. P h
10291 | Industri coonan
Penggaraman peqlnjitxan ulang
t:
/Pengeringan penngka
Biota Air a. hasil audit
Lainnya internal;
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II.1.B.118
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
e Beru:{al?fl Non- Kode Judul Rincian J;ngka Waktu Rincian Jangka Waktu Keterangan
emenuhan Pemenuhan
Pemang- mengalami
gangan Biota penurunan
Air Lainnya peringkat
10293 | Industri ?er“f‘kat
Pembekuan Penerapan
Biota Air Mr"gr"?‘m
. anajemen Mutu
Lainnya Terpadu/Hazard
10294 | Industri Analysis and
Pemindangan Critical Control
Biota Air Point; dan
Lainnya kontrak atau
10295 | Industri permintaan dari
Peragian/ negara tujuan
Fermentasi ekspor.
Biota Air
Lainnya
10296 | Industri
Berbasis
Lumatan
Biota Air
lainnya
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[1.1.B.119

Perizinan
Berusaha Non-
KBLI

KBLI Terkait

Persyaratan

Kewajiban

Kode

Judul

Rincian

Jangka Waktu
Pemenuhan

Rincian

Jangka Waktu
Pemenuhan

Keterangan

10297

Industri
Pendinginan
/ Pengesan
Biota Air
Lainnya

10298

Industri
Pengolahan
Rumput Laut

10299

Industri
Pengolahan
dan
Pengawetan
Lainnya
untuk Biota
Air Lainnya

10414

Industri
Minyak Ikan

10490

Industri
Minyak
Mentah dan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
[1.1.B.120

No.

Berusaha Non-

Perizinan

KBLI

KBLI Terkait

Persyaratan

Kewajiban

Kode

Judul

Jangka Waktu

Rincian
Pemenuhan

Rincian

Jangka Waktu

Pemenuhan

Keterangan

Minyak
Nabati dari
Hewan
Lainnya
(Hasil sisaan
lainnya dari
produksi
minyak dan
penyulingan
minyak dari
ikan dan
mamalia
laut)

10750

Industri
Makanan
dan Masakan
Olahan
(Dendeng
lkan, Baby
Fish Goreng/
Crispy lkan,
Udang
Tepung dan
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[1.1.B.121
Perizinan KBLI Terkait Persyaratan Kewajiban
No. Berusaha Non- Keterangan
KBLI Kode Judul Rincian Jangka Waktu Rincian Jangka Waktu
Pemenuhan Pemenuhan
ITkan Tepung)
10779 | Industri
Produk
Masak
Lainnya
10794 | Industri
Kerupuk,
Keripik,
Peyek dan
Sejenisnya
46206 | Perdagangan
Besar Hasil
Perikanan
52102 | Aktivitas

Cold Storage
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